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ABSTRAK

Nama : Sjahril Nasution
Program Studi : Praktisi Hukum
Judul : Tinjauan Juridis Terhadap Upaya Hukum Yilieggesampingkan Akta Perdamaian.

( Tinjauan Juridis Putusan Perdatal Kie/Pdt.G/2001/PN.JakSel )

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau bebeitegda, maka dapat diupayakan untuk perdamaian .
Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama meméw@mtgiara pihak untuk menyelesaikan sengketa
mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 R&gamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan
di dalam pengadilan, Dalam menentukan perdamaiarslah dipenuhi berbagai syarat agar hasil yang
ingin dicapai memenuhi rasa puas di antara pihak késepakatan sendiri menurut perma No.1 tahun
2008 , Sesuai dengan pengertian hukum Acara Peydatpdiberikan oleh Muhammad Nasir yakni “
kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hudalam mengajukan, memeriksa, memutuskan,
dan melaksanakan putusan tentang tuntutan halkelsajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya
hukum perdata materil melalui lembaga peradil@atam mediasi (formil) hal yang tidak kalah pegtin
ialah mengenai isi perjanjian perdamaiannya (mMatgasing tidak lepas dari konteks hukum perjanjian
Indonesia, adapun yang menjadi sahnya perjanjiatapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Apabila
unsur-unsur sahnya perjanjian tidak terpenuhi rakibgtkan terjadinya kebatalan perjanjian. Atasilbat
demi hukumnya suatu perjanjian perdamaian yand tedéakekuatan final dan binding makadapat saja
diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasag giatur dalam pasal 69 UU Nomor 14 tahun 1985
yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 200@teniMlahkamah Agung,

Kata Kunci : Syarat Formil dan materil Mediasi,dyp Hukum atas putusan Final and Binding
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ABSTRACT

Name : Sjahril Nasution
Courses : Legal Practitioners
Title : Juridical Overview against Legal Remedi¢kich Aside From Peace Deed.

( Overview of Juridical Civil JudgeniéNo.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel )

In case of dispute between two parties or mulfgzlgies, it can be strived for peace. Essentially the
Judge at the first meeting ordered the partiegsolve their dispute through the mediation of Aetit30
HIR/Article 154 RBg that peace can be executedutgide and inside the court. In determining thenter
of peace, requirements must be fulfilled for theutes to be achieved to meet the sense of saisfiact
among the parties and agreement itself accordifgtma No.1 tahun 2008. In accordance with thal leg
definition of Civil Procedure provided by Muhammildsir i.e “ rule of law which govern the way and
the legal procedures in filing, examining, decidiagd implementing decisions concerning the demands
of certain rights and obligation so that ensuresetif®@rcement of civil law material through the jcidry.”

In mediation (formal), the important thing is thentent of peace agreement (material) that can eot b
separated from the contex of Indonesia law of emttras for the validity of the agreement stated in
Article 1320 Civil Code. If the elements of valigraement were not fulfilled, nullification of the
agreement can be occured. On nullification of tipeeement which has final strength and appeahnit ¢
be proposed re-view with the reasons as stipuliatektticle 69 UU Number 14 Year 1985 which has

amended with Law Number 3 Year 2009 concerning &uaprCourt.

Keywords : Formal requirements and Mediation niat@nd Legal Remedies on Final Decision and
Appeal
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BAB I

1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyépetkara™ apabila
menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesadatara pihak- pihak. Karena
itu yang disebut perkara dapat dipastikan miniraeddpat dua pihak yang terlibat
.Persoalan yang menjadi perkara para pihak beraagladanya pelanggaran hak,
pihak yang satu melanggar hak pihak yang lain KPieng dilanggar haknya
merasa tidak terima, sedangkan pihak yang melanggaasa tidak bersalah atau
mengaku bersalah tetapi tidak mau mengembalikaddan hak yang dilangggar
seperti semula.

Salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahamaslyarakat adanya
disorganisasi atau reintegrasi yaitu suatu prosgsudarnya norma norma dan nilai
nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubgeambahan yang terjadi
dalam lembaga lembaga kemasyarakatadimana semua penyelesaian masalah
yang terjadi di masyarakat lebih puas jika disekesga oleh lembaga bentukan
Negara .

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau bebpiiaga , maka dapat
diupayakan untuk perdamaian . Perdamaian dap&u@da di luar pengadilan dan
di dalam pengadilan, beberapa keuntungan prosessnegkni® :

a. Penyelesaian bersifat informal

b. Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara

! Yahya Harahap(a)Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang &aydakarta:Sinar
Grafika, 2005), hal.295.

2 Sperjono Soekant@osiologi Suatu Pengantaret.41, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008),
hal.299.

¥ M.Yahya Harahap(b)Hukum Acara Perdataet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal..238:23
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c. Jangka waktu penyelesaian pendek

d. Biaya ringan

e. Aturan pembuktian tidak perlu

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Beberapa peraturan perundang — undangan yang #eyundalam penulisan
meliputi HIR, KUHPerdatg dialam undang - undang sudah dijelaskan bahwg yan
dapat dieksekusi adalah putusan yang telah bertekdmukum tetap artinya telah
diputus oleh hakim yang mengadili suatu perkaraarsedontentiosa namun
disamping itu masih ada pengecualian terhadap gutperdamaian juga dapat
mempunyai kekuatan eksekutorial, untuk itu agakedaratan eksekutorial harus

memenuhi syarat formal perdamaian.

Bila putusan perdamaian tidak dipatuhi maka akanyelgabkan pelanggaran
hak karena tidak memenuhi isi perjanjian di dakta perdamian. Pelanggaran
hak ada dua macam, yaitu yang bersumber dari suafanjian dan Undang
undang. Pelanggaran hak yang bersumber dari seganpan, disebut wanprestasi
( Gugatan Wanprestasi) atau ingkar janji dengasad&aukumnya Pasal 1238

KUHPerdatd yang bunyinya

“ Si berutang adalah lalai ,apabila ia dengan sueanhtah atau dengan
sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalail ,déamni perikatan nya sendiri ,ialah
jika ini menetapkan ,bahwa si berutang harus diapgdglai dengan lewatnya
waktu yang ditentukah

* KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23,sejak
deklarasi kemerdekaan Repoblik Indonesia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal I UUD
1945,Berita Repoblik Indonesia, I, 7 halaman 45 -48, penjelasan halaman 51-56.

® R.Subekti dan R.Tjitrosudibiokitab Undang - Undang Hukum Perdataet.37, (Jakarta:
Pradya Paramita,2006), hal.323.
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Sedangkan pelanggaran hal yang tidak berasal dadam$j undang adalah
merupakan perbuatan melawan hokum (Gugatannya &arbielawan Hukum)
dengan dasar hukum 1365 KUHPerfayang bunyinya

“ Tiap perbuatan melanggar hukum ,yang membawagian kepada seorang
lain ,mewajibkan orang yang karena salahnya methkarbi kerugiian itu
mengganti kerugian tersebut

Menurut Pasal 10, Undang — undang No0.48 Tahun 2888elumnya UU
No.4 Tahun 2004 sebelunya UU No.14 Tahun 1970atenKekuasaan Kehakiman
jo Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 sebsjanPerma No.2 tahun
2003 tentang Mediasi dan Pasal 130 HIR / 158 Rimhwa proses peradilan
diperadilan perdata harus selalu ditawarkan untutakmkan mediasi terlebih
dahulu , tetapi dalam praktiknya tidak semua perkaerdata dapat dilakukan
dengan proses seperti itu, ada beberapa hal yangataeni kesulitan , para pihak
tidak bersedia menempuh proses mediasi walaupuitmhé&idah mewajibkan
mereka’:

1. Para pihak beralasan sebelum perkaranya diajukapekgadilan , mereka
sudah pernah melakukan pendekatan untuk menyed@ssdcara damai, akan
tetapi tidak berhasil .Berbekal pengalaman tersgiaia pihak sudah merasa
tidak ada jalan lain untuk berdamai,sehingga pesg&an perkara diserahkan
pengadilan .Para pihak menolak untuk melakukanegrasediasi dan meminta
agar hakim meneruskan pemeriksaan perkaranya.

® R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Ihichal.346
" Gatot SupramonoBagaimana Mendampingi Seseorang Dipengadilaet.] (Jakarta:
Djambatan, 2008), hal.128.
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2. Dalam perkaraDerdenverzetatau perkara yang diajukan oleh pihak ketiga
terhadap penyitaan, Pihak ketiga sebagai pemilifariza merasa keberatan
barangnya disita oleh pengadilan untuk kepentimpgaa pihak yang berperkara
.Pihak ketiga kedudukannya sebagai pelawan biagatalabersedia berdamai
dengan para terlawan, karena pelawan tidak adaks@rmputnya dengan

perkara para terlawan

3. Dalam perkara perceraian dengan alasan telah itepadengkaran terus
menerus, kebanyakan penggugat dan tergugat tidakdia melakukan proses
mediasi, karena penggugat yang merasa hatinya dedakiti tergugat merasa

sudah tidak cocok lagi dan minta kepada hakim pgedaranya diputus saja.

Dalam perkara perdata melibatkan pihak - pihak $&ilain para pihak yang
berperkara, yakni hakim, panitera, mediator damusita, didalam persidangan
hakim mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam tayecgalan persidangan,
Soejono Soekanto dalam bukunya Sosiologi suatu gmag mendefinisikan
Kekuasaan Authority) dengan setiap kemampuan untuk mempengaruhi gk
sedangkan WewenangLégalized Powgrkekuasaan yang ada pada seseorang
atau kelompok orang yang mempunyai dukungan damakeran masyarakat
Dukungan dan pengakuan dalam hal kekuasaan hakasabelari undang-undang.
Begitu juga dengan perangkat pengadilan yang lapersi Panitera, Mediator,
Jurusita.

Penulisan skripsi ini mencoba mengambil permasalatang berawal dari
sengketa Tn.Prabowo Surjono dengan yayasan Fatmag@engurus yayasan

Fatmawati adapun konstruksi perkaranya adalah aebagkut : Raden Prabowo

8 Soerjono Soekanto, Opcit, hal.228.
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Sarjono adalah mantan Camat Cilandak, JakartataBeldan juga seorang
berprofesi Praktisi Hukum , sehubungan dengan lagtakang tersebut , pendiri
Yayasan R.Mariyun Soedirohadiprojo yang juga sgkal paman dari Raden
Prabowo mengusulkan kepada pengurus Yayasan Fatmaweengangkatnya
menjadi Sekretaris di Yayasan Fatmawati.

Yayasan Fatmawati yang bergerak dalam bidang Pé&adiddan Jasa
Kesehatan adalah Yayasan berbadan hukum sah,gsedamghadapi masalah
terkait tanah yang dikuasainya diserobot oleh Depgen Kesehatan digunakan
untuk pembangunan Rumah Sakit.

Raden Prabowo Sarjono sebagai sekretaris Yayasanpelaah menjadi
Camat paham benar status keadaan tanah tersebutpad akhirnya dalam
perundingan secara musyawarah  terjadilah  perayalesurusan dengan
Departemen Kesehatan secara baik- baik dengandiestap :

1) Departemen Kesehatan membayar harga tanah yangkadipuntuk
pembangunan rumah sakit kepada yayasan Fatmawati.

2) Mengembalikan kelebihan sisa tanah yang tidak dagan .

3) Yayasan Fatmawati berkewajiban menambah dan meaigefésilitas Rumah
sakit .

Dan setelah selesai masalah tersebut , mengerai keilebihan tanah
sebelumnya telah dijual oleh pengurus yayasan lmiatian Sdr.Raden Prabowo
Sarjono yang mencarikan pembelinya hal yang tanpaydngkan terjadi, tanpa
prosedur Organisasi yang patut, Yayasan membekaentsdr.Raden Prabowo
Sarjono dengan alasan pengangkatan yang tidak asah, kekecewaan tersebut
Sdr.Raden Prabowo Sarjono mengajukan gugatan kgaBiésmn Jakarta Selatan

karena merasa telah mengeluarkan uang, tenagaramikiwaktu untuk

Universitas Indonesia

Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



menyelesaikan permasalahan tanah Yayasan yangolui$epleh Departemen
Kesehatan.

Gugatan dengan bernomor 522 /PDT/G/2001 pun digidandi Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan dimenangkan oleh Sdr.RBdErowo Sarjono tidak puas
dengan putusan, pihak Yayasan mengajukan upayarhb&nding , belum diputus
di Pengadilan Tinggi , terjadilah perdamaian yadigkukan didalam Pengadilan
Negeri Selatan dengan mediator hakim PN Jakartdcsel

Akhirnya Kuasa Hukum Yayasan Fatmawati berdanesigdn Sdr.Raden
Prabowo Sarjono dan kedua belah pihak sepakaaiaicatas tawaran hakim dan
dalam putusan hakim Pengadialan Negeri Jakartataseldengan putusan
perdamaian Nomor ;147/Pdt.G/2001/PN.JakSel, Tdr@jgdebruari 2002 pihak
Yayasan bersedia membayar kepada Sdr.Raden PraSavano .

Merasa Kuasa Hukumnya melampaui wewenangnya, ‘day&atmawati
tidak berkenan melaksanakan isi akta perdamaiag telah diputus oleh hakim
Pengadilan Jakarta Selatan, malah mengajukan upsgem biasa ke Pengadilan
Negeri , Pengadilan Tinggi dan luar biasa berupainfaian Kembali ke
Mahkamah Agung dan hasilnya semua sama yakni mé&ngh untuk

melaksanakan perdamaian .

Tidak putus asa atas kekalahan tersebut Yayastmawati menggugat
kuasa hukumnya Sdr.Wahyu Afandi di Pengadilan Jakusat dengan dalil surat
kuasanya yang digunakan dalam perdamaian tidakasaina tidak ada persetujuan
tertulis , Pengadilan Jakarta Pusat mengabulka@atgngyayasan Fatmawati dan
memenangkan perkaranya dinyatakan dalam putusagaratidak melaksanakan

isi putusan perdamaian .
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Merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan JaRadgat maka Sdr.Raden
Prabowo Sarjono mengajukan ke uji materil ke MahdarKonstitusi atas ps.16
ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaarmakiean , Dimana dalam
Pasal 1858 KUHPerdata . Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu
perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputtkakim pada tingkat
akhir’. Menurut penjelasannya Perdamaian itu tidak dejintah dengan alasan
bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dersasan bahwa salah satu

pihak dirugikan.

Melihat isi Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tal2@®8 mengartikan
Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi keatggrakerdamaian dan putusan
hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian wéngaihg tidak tunduk pada
upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 &yBRMA 01/2008) maka akta
perdamaian yang telah diputus oleh Pengadilan Négkarta selatan seharusnya

dipatuhi.

Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi gerisgarat agar hasil
yang ingin dicapai memenuhi rasa puas di antarakpikdan kesepakatan sendiri
menurut perma No.1 tahun 2008 adalah Kesepakataiarpaian adalah dokumen
yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh pdérak guna mengakhiri
sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdant@agan bantuan seorang
mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini (Rasgat 5 PERMA 01/2008).

Penulis berpendapat tentang pentingnya kuasa hukamg mempunyai
kecakapan dan moralitas yang tinggi dalam mewddfpentingan seseorang

dalam bermediasi karena itu isi surat kuasa yhineyikan sangat berperan penting

° R.Subekti & R.TjitrosudibioQp.cit.,Hal.470.
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dalam menentukan langkah yang menentukan dikemubai, karena sifat
putusan perdamaian itu bersifat final dan bindiagilpara Pihak yang berperkara .

1.2 Perumusan Masalah

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembagasgampai sekarang
dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkantungan baik bagi hakim
maupun bagi pihak-pihak yang berpekara. Beberapatkegan bagi hakim, atas
perdamaian yakni para pihak yang bersengketa teldihmenunjang terlaksananya
asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya risgmlang bagi para pihak yang
bersengketa adalah dengan terjadinnya perdamaidverarti menghemat ongkos
berpekara, mempercepat penyelesaian, dan menghputiasan yang bertentangan.
Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan pei@enmaka akan menambah
jalinan hubungan antara pihak-pihak yang berseagketbungan yang sudah retak
dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkamgkin akan bertambah akrab
persaudaraannya.

Perdamaian dengan cara mediasi diatur dalam KUHRerdan Perma
Nomor.1 Tahun 2008 didalam peraturan tersebut metabkan kepada hakim,
semua perkara perdata yang diajukan ke pengaiitiigkat pertama wajib untuk
lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dendg@mtuan mediatot,
Berdasarkan uraian latar belakang diatas bebgmmpaasalahan pokok yang akan
diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum putusan dari akta perdamgaaig dibuat oleh
pihak yang tidak berhak ?

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadapsgu perdamaian
yang dibuat oleh pihak yang tidak sah ?

'° Gatot Supramond)p.cit.hal. 126.
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Dengan ditelitinya permasalahan diatas, penulisgm&apkan ganjalan tentang

jalannya perdamaian yang kurang terlaksana derg&rdapat terjawab.

1.3 Tujuan Pendlitian
Berdasarkan beberapa permasalahan diatas ada feebgrean yang hendak
dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapujuan dari penelitian ini dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui akibat hukum putusan dari akt@greaian yang dibuat
oleh pihak yang tidak berhak ?
2. Untuk mengetahui Upaya hukum apakah yang dapakuiiéan terhadap
putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tdh ?

Jawaban dari permasalahan diharapkan menambah tpleoge hukum penulis

berkaitan dengan perdamaian di pengadilan.

1.4 Manfaat Pendlitian
Berdasarkan dari tujuan penulisan ini maka dihaaaplapat memberikan
manfaat :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikenfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum
b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai adeamadap penelitian sejenis

untuk tahapan Berikutnya.

2. Manfaat Praktis
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a. Menambah pengetahuan dan kemampuan penyusum ehk@aganalisa dan
memecahkan masalah hukum khususnya analisis memdadangenai
masalah Perdamaian di dalam Perkara Perdata.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membarato themberikan masukan
kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai psub& tentang

perdamaian .

1.5 Definisi Operasional

Agar penulisan ini fokus pada kajian mengenai @riyserdamaian yang
dibatalkan serta tentang kewenangan seorang ku&salhmelakukan perdamaian
maka penulis juga focus mengenai pengertian perdam@an syarat sahnya
seorang kuasa dalam melakukan perdamaian serigemp@n mengenai putusan
untuk melakukan upaya hokum akibat dari putusaimmak

Bahwa para hakim diwajibkan menawarkan perdamaanlah mengerti
dan menerima konsep perdamaian yang ditawarkanhaleim , tugas hakim juga
dibebani kewajiban untuk membentuk hukumechtsvorming atau menciptakan
hukum ¢echtsvinding, sehubungan dengan itu,perlu dikutip pendapatn Jho
P.Dawson sebagai beriklitbagi kami tidak terelakan bahwa hakim mengambil
peranan dalam penciptaan hokum, menciptakan sandvierapkan,kami percaya
dalam system hukum manapun hakim, dalam memutlks@eyang disidangkan
didepanya, selalu menyesuaikan doktrin hukum dersgfaasi baru dan dengan
begitu memberikan arti baru kepada doktrin hukum'it Sehubungan dengan

penelitian ini penulis membuat definisi opevasi yakni :

1 Antonius dan Sudirman,ati Nurani Hakim dan Putusannya , cet.1, (JakaRd .Citra Aditya
Bhakti:2007), hal.56.
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Kuasa hokum yakni Seseorang atau sekelompok ordumgcat sesuai
aturan perundang undangan yang diberi kuasa ol&pgyeuntuk mengurus
kepentingannya berakaitan laporan pengaduan atdormiasi dikomisi

|*’sedangkan menurut UU No.18 tahun 2003 tentang Aatydsdvocat

yudisia
adalah orang yang berprofesi member jasa hokurk, didalam maupun diluar
pengadilan yang memenuhi persyratan berdasarkamtken undang — undang

ini.

Perjanjian yakni Persetujuan ,permufakatan antagacidang /pihak untuk
melaksankan sesuafd sedangkan perjanjian perdamaian /dading adalatu sua
persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkanjgnmikan atau menahan
suatu barang kedua belah pihak mengakhiri suatkkaperyang sedang diperiksa

pengadilan atau mencegah timbulnya suatu pefkara.

Perdamaian yakni Persetujuan untuk menyelesaikagketa atau perkara
,Ssupaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakinmgBdilan. Sebelum memeriksa
suatu perkara perdata sipil ,hakim diwajibkan t#he dahulu mencoba
mendamaikan kedua belah pihak .perdamaian yangpalicdimuka hakim
/Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian b#alaku seabagai suatu
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukany tetap®. Atau
Perdamaian ialah suatu persetujuan dimana keduah bgihak dengan
menyerahkan ,menjanjikan atau menahan suatu bamstggakhiri suatu perkara

yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulaya gerkara®

2 kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,him.233
13 R,Subekti, Kamus Hukum, cet.16,(PT.Pradnya Paramiata,2005,Jakarta)HIm.89
' R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,Pasal 1851 KUHPerdata,HIm.

> R,Subekti, Ibid ,hlm.34

'® http://www.pdf-finder.com.
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Eksekusi yakni Pelaksanaan putusan Pengadilaiau eksekusi adalah

pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telatkbatie hokum tetaf

Upaya hukum yakni Hak atau penuntut umum untukktideenerima
putusan pengadilan yang berupa perlawanan ataungaathu kasasi atau hak
terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauanb&k dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam unadang unadar§ én menurut Retnowulan
Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bu&uRlypkum acara perdata
dalam teori dan praktek Upaya Hukum adalah upaya giberikan oleh undang
undang kepada seseorang atau badan hukum urtuk dal tertentu melawan

putusan hokurf’

Pejabat pembuat akta atau Notaris yakni Pejabaim ,khusus
berwenang untuk membuat akta mengenai semua parbymrjanjian dan
penetapan , yang diperintah hukum oleh peratunannu atau diinginkan oleh
yang berkepentingan , agar dapat ternyata padeosdik itu tentang kepastian
tanggal ,menyimpan akta dan menerbitkan groseang&ur dan kutipan ,semua itu
bila pembuatan akta itu oleh peraturan umum tiddlelthnkan atau dijanjikan
kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan menurut UU No.30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, akta notaris adalahaktdik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara y#@etppgkan dalam Undang-

Undang ini.

'"R,Subekti, Ibid ,him.38
' http://www.pdf-finder.com.
% kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,him.503
%% Retnowulan sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,Hukum Acara Perdata dalam teori dan
praktek,cet.cet.8(Mandar maju,bandung,1997)him.142
21 Kamus Hukum,Citra Umbara,Bandung,2008,him.276
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1.6 Metoda Penulisan

Sebagaimana umumnya suatu penulisan ilmiah makandpknulisan ini
penulis hendak mengembangkan penulisan dengan mmesmign  metoda
penulisan yuridis normatif, untuk menjawab perrfedsan yang telah dirumuskan
sebelumnya , yakni penelitian yang didasarkan maddu prosedur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logéiimuan hukum dari sisi
normatifnya?’Logika keilmuan dalam penelitan hukum normatif afigun
berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerjauilmkum normatif , yaitu ilmu
hukum yang objeknya adalah hukum itu sendfiBiasanya ,pada penelitian
hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustakeu alata sekundernya, yang
mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder elsiet *’dengan sumber
bahan hukum primer, sekunder dan tersieleh karena itusuatu penelitian ilmiah
harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yasigmatis, metodologis dan
konsisten. Berdasarkan tujuan penulisan, maka samulhukum dapat berupa

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum slosjis >

1.7 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahgsag dibagi ke
dalam 5 (lima) bab dan disusun sebagai berikutkuntampermudah penelitian
ini:
Bab 1 : Pendahuluan Dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu Latar
Belakang dimana akan menceritakan uraian peristamg menyebabkan penulis
memilih topik penelitian dan mengapa hal itu dipatkan oleh penulis.Kedua,

adalah Perumusan Masalah yang berisikan permasalallaam apa saja yang

2 prajitno dan A.A.AndiHukum Fidusia(Surabaya: Bayumedia, 2008), hal:54.

% |brahim dan JhonnyTeori dan Metodologi Hukum NormatifMalang : bayu media, 2006),
hal. :57

*Sperjono Soekanto. Opcit, hal.53.

%5 Soerjono Soekant@p.cit, hal.51.
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menjadi titik tolak penelitian. Ketiga, adalah TaijuPenelitian, yang merupakan
jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalarompsan masalah.

Keempat, adalaha adalah sub bab Kelima berisikaterBatika Penulisan.

Bab 2 : Pada bagian pertama menjelaskan tentangegi@m, sifat dan

karekteristik Perdamaian baik menurut peraturan dadang — undang serta
pandangan menurut doktrin, bagian kedua mengemai kuasa khusus dalam
menjalani bantuan hokum oleh kuasa hokum berkaiemgan syarat sahnya,

berakhirnya dan kewenangannya.

Bab 3 : Pada bagian pertama menjelaskan tentargege@n, macam, sifat dan
karakteristik dari Putusan Hakim , bagian kedua geeai Upaya Hukum
berkaitan dengan syarat, macam, dan karakteristik wpbaya hokum sebagai
pisau analisa untuk menjawab solusi yang akan idreatas kasus yang sedang
diteliti.

Bab 4: Analisa kasus N0.32/Pdt.G/2003/PN.JakPus dan
No0.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel dimana pembahasan ddbaim ini akan
menguraikan kasus tersebut dengan meneliti putusao.
147/Pdt.G/2001/PN.Jaksel oleh Pengadilan Negé&drtkselatan dan Putusan
No0.32/Pdt.G/2003/PN.JakPus oleh Pengadilan Negkarth Pusat.

Bab 5 : Penutup berisi kesimpulan dan saran
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BAB I

PERDAMAIAN DAN SURAT KUASA KHUSUS

2.1. Perdamaian

2.1.1.Pengertian Perdamaian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahvw “title 18 dari
buku [l mengatur tentang suatu persetujuan yangifae menghentikan suatu
keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum ank®@dua belah pihak
(Vasstelling overeenkonstpersetujuan ini oleh BW dinamakatadingKata
perdamaian artinya menghentikan persengketaan (&&easar Bahasa Indonesia)
sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh I&ubderdamaian adalah
yakni Persetujuan untuk menyelesaikan sengketapseiara, supaya tidak usah
diperiksa/diputus oleh hakim /Pengadilan. Sebeluemeriksa suatu perkara
perdata sipil, hakim diwajibkan terlebih dahulu meama mendamaikan kedua
belah pihak.Perdamaian yang dicapai dimuka hakam Bengadilan dibuat dalam
bentuk akta perdamaian dan berlaku seabagai swatisgm hakim yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembagagerpai sekarang
dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkantungan baik bagi hakim
maupun bagi pihak-pihak yang berpekara. Beberapatitegan bagi hakim, atas
perdamaian yakni para pihak yang bersengketa il@liéimenunjang terlaksananya

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya riGgalang bagi para pihak yang

! Burgelijk Wetbook(KUHPerdata): KUH Perdata diundangkan dan diberlakukan di
Indonesia dengan Staatsblad 30 April 1847 No.23,sejak deklarasi kemerdekaan Republik
Indonesia tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Pasal Il UUD 1945,Berita Republik
Indonesia, I, 7 halaman 45 -48, penjelasan halaman 51-56.

2 R.Subekti Kamus HukumOp.cit.,him.89
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bersengketa adalah dengan terjadinnya perdamaideiarti menghemat ongkos
berpekara, mempercepat penyelesaian, dan menghinplaiusan yang

bertentangan. Apabila penyelesaian perkara beraldngan perdamaian maka
akan menambabh jalinan hubungan antara pihak-piaa§ ppersengketa, hubungan
yang sudah retak dapat terjalin kembali sepertiakath, bahkan mungkin akan

bertambah akrab persaudaraannya.

Mengenai perdamaian diatur dalam pasal 1851 sampagan 1864
Kuhperdata, menurut pasal 1851 Kuhperdata ydKhiPerdamaian yaitu suatu
persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengagenahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu peyka@ sedang bergantung
atau mencegah timbulnya suatu perkara”, sedanglesrut Prof.Subekti dalam
Aneka Perjanjian “ perdamaian adalah merupakanamen formal, karena
diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bdakt maka perdamaian tidak
mengikat dan tidak saf)’untuk memenuhi formalitas itu penting bagi peswuli

untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebag#itblisan yang otentik.

Dalam perkara perdata, sangat dimungkinkan teryadoerdamaian dalam
setiap tingkat. Baik sebelum perkara tersebut drgeli persidangan maupun
sedang digelar di Persidangan hal ini diatur dafasal 130 HIR154 RBG dan

Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yajdp dilakukan oleh

¥ KUHPerdataQp.cit.,him.323

* Wirjonoprodjodikoro Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan ferte
(Bandung: workink-von have, 1959), him.152.

> Pasal 130 HIR : (1)Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang,
maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
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Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131°Hdi& UU Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakimayakni :

Pasal 58
Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilaldikalar pengadilan negara melalui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatgkeemperdata di luar pengadilan yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuztraetertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempukgauatan hukum tetap dan mengikat
para pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putashitrase secara sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengauigeri atas permohonan salah satu
pihak yang bersengketa.

Pasal 60

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan égratpenyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati parakpipakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,mekiasiliasi, atau penilaian ahli.

(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif pesgihn sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakaitiauis.

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dithgisda ayat (2) bersifat final dan
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengandtieik.

% pasal 131 HIR : Jika kedua belah pihak menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaian (hal
ini mesti disebutkan dalam pemberitaan-pemeriksaan, maka surat yang dimasukan oleh pihak
yang dibacakan , dan jika salah satu pihak tidak faham bahasa yang dipakai dalam surat itu
diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dari kedua belah pihak.

’ Indonesia, Pasal 58,59,60, 61 Undang-Undang Tgri€akuasaan Kehakiman No.48Tahun
20009.
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Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian angkluar pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal59, akat 60 diatur dalam undang-

undang

Dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, makaisaisebutkan dalam
Berita Acara Persidangan.

Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 13B/H34 RBG diatur
dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur MediaPengadilan.
Perdamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengalkikara, harus dinyatakan
dalam bentuk tertulis, perdamaian harus dilakukeh seluruh pihak yang terlibat
dalam perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasg utu, dan ditetapkan

dengan akta perdamaian

Pemeriksaan format keputusan perdamaian atas geesetperdamaian
yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indon&tanor 169 K/SIP/1962
tanggal 7 Juli 1962 menegaskan bahwa persetujeitamaian itu sebagaimana
yang ditetapkan Pasal 1851 KUHPerdata adalahtpgraa untuk menghentikan
suatu perkara perdata yang sedang diperiksa olegag#an atau yang akan
diajukan dimuka pengadilan dengan menyerahkan, angkgn atau menahan
suatu barang, karenanya kasus yang sewaktu parapgrdamaian di depan
notaris perselisihan kedua belah pihak baru dakmaf pemeriksaan di depan

polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah.

2.1.2. Pengertian Akta
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Dalam KUHPerdata Pasal 1868 dinyatakan “ Suatu @titatik ialah suatu
akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh ugdardang, dibuat oleh atau
dihadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasak utot ditempat dimana
akta itu dibuat”®unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUtfer
adalah sebagai berikut :

a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam Bemenurut hukum;

b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabam;

c. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenatgkunembuatnya ditempat
dimana dibuat.

Mengenai point b dan c diatur dalam undang — undiloghnor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris (UUINBerdasarkan UUJN tersebut diatur bahwa
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbumat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undaa@ng ini. Selanjutnya
ditentukan pula bahwa Notaris berwenang memlakéd otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yangrugiken oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki alety yerkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepast@mggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan darpdwtakta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dskegaatau dikecualikan kepada

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengaang-undantf

Dan jika disimpulkan perdamaian merupakan symrjanjian yang
disepakati kedua belah pihak dengan tujuan memgashatu perkara yang

sedang dalam proses untuk mencegah timbulnya qeskara. Dari ketentuan

8 R.Subekti dan R.Tjitrosudibiditab Undang-Undang Hukum Perdatap.Cit.,
him.475.
° Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Noki80 Tahun 204

9 Di unduh dari : Staff.blog.ui.ac/disriani.|atifadwg/akta-otentik.
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pasal 1851 Kuhperdata tersebut, malkaling adalah suatu persetujuan, dalam
mana para pihak dalam suatu perkara perdata yalaggealiperiksa oleh hakim
yang akan diajukan dimuka hakim dihentikan denganyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu berlda.

Agar perjanjian perdamaian memenuhi ketentuarumukarus?

iy Memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yaittais
sahnya suatu perjanjian, berikut penulis jelaskaiaing pengertian

perjanjian.

. Memenuhi Pasal 1851 ayat(2) Kuhperdata,emterkan perjanjian

perdamaian dibuat secara tertulis .

2.2. Perjanjian

2.2.1. Pengertian perjanjian

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpeno@pat definisi
perjanjian yang terdapat didalam Pasal 1313 KUH#al' Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orandebtaumengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih” menurut Prdflariam darus Badruljaméah

adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas, tigaigkap karena yang dirumuskan

" Subekti Aneka Perjanjiancet.10, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,1999mH.77-
178.
> Menurut Wirjono projodikoro : Perjanjian perdanraidibuat dengan tulisan 9scrifttelijk) tidak
salah berupa akta, melainkan dianggap cukup lapadba surat menyurat antara kedua belah
pihak, yang cocok satu dengan yang lainnya(HR.3948 /N.J.1950,1371.

13 Mariam Darus Badruljaman, dkkompilasi Hukum Perikatanet.19, (Jakarta : Citra
Aditya Bakti:2001), him.65.
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itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja, damidieftu terlalu luas karena
dapat mencakup perbuatan didalam lapangan hukwnargal, seperti janji kawin,
yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnydéds dengan perjanjian yang
diatur dalam KUHPerdata buku Il Perjanjian yangtur dalam KUHPerdata
buku 11l kreteriannya dapat dinilai secara matetdngan kata lain dinilai dengan

uang.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suehiul tertentu dapat
dibuat secara lisan ataupun tulisan karena dalaa p820 KUHPerdata sahnya
suatu perjanjian dari unsure subjektip dan objdidiak dijelaskan, hanya
didalam hukum acara pada tahap pembuktian bahwaaaldiah alat bukti yang

kuat, dalam memenuhi formil hukum acara perdata .

Dalam hukum perdata ada 2 (dua) prinsip yang diadikatakan bahwa
hukum benda mempunyai suatu system tertutup sedanigikum perjanjian
menganut system terbuka artinya macam macam halbatala adalah terbatas
dan peraturan peraturan yang mengenai hak habeatak itu bersifat memaksa,
sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasarasséliasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian berisi ajaasal tidak melanggar

ketertiban umum dan kesusila4n.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang undaegentukan suatu
bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidakruti maka perjanjian itu

tidak sah*> dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah leasgmata mata

1 SubektiOp.cit, him.13
5 Mariam Darus Badruljama@p.cit, him.65.
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merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakarasyuntuk adanya
perjanjian itu, misalnya perjanjian mendirikan geEpan terbatas harus dengan

akta notaries (pasal 38 KUHD)

Keberadaan asas kebebasan berkontrak yang terdalgat pasal 1338
KUHPerdata tidaklah berdiri sendiri. la harustdili dalam kerangka unsur-unsur
dari suatu isi pokok perjanjian, yang menjadi samsit perjanjian , dibedakan

menjadi °

1. unsur esensialia;

2. unsur naturalia; dan

3. unsur aksidentalia.

Ketiga unsur-unsur tersebutlah yang menyusun igumén secara keseluruhan.
1. Unsur Esensialia

Unsur yang merupakan pembentuk dari suatu jenigrpen tertentu,
yang membedakan perjanjian tersebut dari perjap@janjian jenis
lainnya; misalnya jual beli berbeda dari sewa memyeberbeda dari

penanggungan utang, berbeda dari pembeda kuasa.

Dalam jual beli harus ada penyerahan hak milikufiaada benda yang
dialihkan miliknya, serta ada sejumlah harga tsdhagai kontra prestasi
(consideration) dari penyerahan hak milik atas baedsebut. Dalam sewa
menyewa harus ada benda yang menjadi objek sewgemardan harus

ada sejumlah uang sebagai imbalan (considerati@r) pemberian

% Suta rno, Aspek — Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,Cet 4,ALFABETA,Bandung:2009,HIm.113-
114
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kenikmatan sewa tersebut, tanpa adanya peralihlamiilék dari objek

barang yang disewakan, meskipun terjadi perpindgenguasaan dari
ojek barang yang disewakan. Dalam penanggungaig bi@mus ada utang
yang dijamin dan siapa debitor yang dijamin utamgngrsebut, serta
berapa besarnya nilai penjaminan tersebut. Dalambpgan kuasa harus
ada urusan yang dikuasakan untuk dikerjakan, sa#pa orang yang

memberikan kuasa dan menerima kuasa tersebut.

Dengan adanya unsur esensialia itulah setiap oradiyjdu atau subjek
hukum dalam masyarakat dapat membedakan jenisnpanayang satu
dengan perjanjian lainnya, sekaligus dengan segilzat hukum yang
terbit dari perjanjian tersebut. Jelaslah bahwauuins tidak memberikan
kewenangan kepada para pihak untuk mengatur sbedoada, dan tidak
ada kewenangan dari siapapun juga untuk menyimgangturan ini. Jika
unsur esensialianya adalah unsur esensialia jual fmeka tidak ada
seorangpun di dunia ini termasuk hakim yang dapatgatakan bahwa
perjanjian tersebut adalah sewa menyewa. Ketentudrersifat memaksa

dan tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari skettebasan berkontrak.
2. Usur Naturalia

Unsur yang secara alamialby( naturg¢ seharusnya atau selayaknya
mengikuti unsur esensialia yang ada dalam suatjarp@n khusus
tertentu. Ketentuan ini sudah diatur dalam undamdpng, dalam hal ini

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam jual beli, unsur naturalia, adanya barangydijual mengakibatkan

lahirnya unsur naturalia yang tercermin pada tengmtyerahan, saat
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penyerahan dan syarat-syarat penyerahan. Sedaagkaga uang sebagai
unsur esensialia melahirkan unsur naturalia betepgat pembayaran,
dan saat pembayaran, dan syarat-syarat pembay®ralam sewa
menyewa, unsur naturalia tercermin pada saat, teogura syarat-syarat
pembayaran uang sewa, penyerahan dan pengguna&rsebja, tempat di
mana objek sewa dipergunakan atau dimanfaatkanpelayerahan objek
sewa dari pemilik kepada penyewa dan sebaliknytand@enanggungan
utang, unsur naturalia tercermin dalam sifat asedaii penanggungan
utang, yaitu mengenai saat kapan penanggung dapgihckewajibannya,
apakah ada syarat lain yang dikecualikan. Dalambpeism kuasa, unsur
naturalia dapat ditemukan dalam ketentuan yang atengmengenai
masalah pemberian upah, pembayaran, hak retensi,sgarat-syarat

pengakhiran kuasa.

Unsur-unsur dapat dikesampingkan oleh para pihakatecara mengatur
secara berbeda dari yang diatur dalam ketentuaab Kilndang-Undang
Hukum Perdata. Di sini-lah aturan mengenai defeul# atau ketentuan
pelengkap yang dapat disimpangi dalam konteks lesaab berkontrak

ada.
3. Unsur Aksidentalia

Unsur yang secara khusus diperjanjikan oleh pdrakpiyang tidak diatur
dan tidak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Ugdamdang Hukum
Perdata, atau secara sederhana dikatakan bahwa inohsdalah unsur
yang dalam keadaan normal tidak diperjanjikan dtemasukkan ke dalam

perjanjian sebagai suatu kewajiban yang harussilakkan.

Universitas Indonesia

Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



25

Unsur aksidentalia dalam jual beli dapat dilihasaiya dalam ketentuan
yang mengatur mengenai layanan purna jual. Unseidahtalia dalam
sewa menyewa dapat dilihat misalnya mengenai pmubenda yang
disewa oleh pemilik (penyewa). Unsur aksidentalidach penanggungan
utang misalnya dapat dilihat dalam ketentuan mesigeross default. Di
sini-lah asas kebebasan berkontrak mencapai puyeakin mana setiap
orang, individu maupun subjek hukum berhak mengdemgan bebas,
namun tetap dalam kerangka Pasal 1337 Kitab Untemaigng Hukum

Perdata.

Sedangkan untuk jenis perjanjiannya sendiri dikadanenjadi %’

1. Perjanjian timbal balik .
Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang méolkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak .misalnygapgan jual —
beli.

2. Perjanjian Cuma Cuma .
Perjanjian dengan Cuma Cuma adalah perjanjian ya@gberikan
keuntungan bagi salah satu pihak saja.(Pasal 131#Perdata),
misalnya Hibah

3. Perjanjian atas beban

Perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yaaty selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan anksadua prestasi itu

ada hubungannya menurut hukum.

¥ Mariam Darus Badruljaman,lbid,hIm.66-69
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4. Perjanjian bernamd@&génoemiyl
Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempungama
sendiri.maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjensebut diatur
dan diberi nama oleh pe,bentuk undang undang .&erkkn tipe yang
paling banyak terjadi sehari hari .perjanjian klsuserdapat dalam
Bab.V sampai dengan Bab XIII KUHPerdata.

5. Perjanjian Tidak Ber nama.
Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, pietterdapat
didalam masyarakat, namanya disesuaikan dengan tukeiou
dimasyarakat lahirnya perjanjian ini didalam prékteadalah
berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengapl@kanjian atau
patij otonom .seperti perjanjian kerjasama,pergamji
pemasaran,perjanjian pengelolaan

6. Perjanjian Obligatoir
Perjanjian dimana pihak pihak sepakat ,mengikatdan untuk
melakukan penyerahan suatu benda kepada kepadalaihatunduk
pada aturan KUHPerdata.

7. Perjanjian Kebendaazékelijk
Perjanjian dengan mana seorang menyerahkan hatas/awumtu benda
kepada pihak lain, yang membebankan kewajili2blige) pihak itu
untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak dimana
penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kelem@malam hal
perjanjian jual beli benda tetap ,maka perjanjiaral j belinya

disebutkan juga perjanjian jual beli sementara ifopig
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koopcontract) Untuk perjanjian jual beli benda-terttrgerak maka
perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaaniayah bersamaan.

8. Perjanjian Konsensual
Perjanjian yang mana kedua belah pihak telah tarclkgsesuaian
kehendak untuk mengadakan perikatan ,menurut KUdiRaer
perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat®Pal338
KUHPerdata)

9. Perjanjian Riel
Perjanjian yang berlaku setelah terjadi adanyaygm@han barang,
contohnya termuat dalam 1740 KUHPerdata)

10. Perjanjian Liberatoir
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri ldaxiajiban yang
ada ,misalnya pembebasan utangwi{schelding Pasal 1438
KUHPerdata.

11. Perjanjian PembuktiarBewijsovereenkomst
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuldmakah yang
berlaku diantara mereka.

12. Perjanjian Untung untungan
Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian ,misalperjanjian
asuransi pasal 1774 Kuhperdata.

13. Perjanjian Publik
Perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikudshi public, pihak
yang bertindak Pemerintah, pihak lain swasta dadu&enya ada

hubungan atasan bawahan.contohnya : perjanjiaanidihas
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14. Perjanjian Campuran
Perjanjian yang mengandung berbagai unsure peayanjiMisalnya
pemilik hotel yang menyewakan kamar juga menyajikakanan.

2.2.2. Syarat Perjanjian.

Syarat syarat yang diperlukan untuk sahnya peganjintuk sahnya
perjanjian perjanjian diperlukan empat syarat :

i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
iii. Suatu hal tertentu

iv. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdata ini merupakan pasal yangasgogpular karena
menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhk ualirnya suatu perjanjian
.Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membergdmian atau biasa disebut
syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjia sendiri (isi perjanjian

)atau yang biasa disebut syarat objektif.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perijinan, dintkdan bahwa kedua
subjek mengadakan perjanjian itu harus sepakatjusatau seia sekata mengenai
hal hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan Atpa yang dikehendaki oleh
pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yaag. |Mereka menghendaki
sesuatu yang sama secara timbale — balik : Sidemeagingini sejumlah uang,

sedangkan sipembeli mengingini sesuatu barangdajual.
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Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan mentukum untuk
melakukan perbuatan hukum(perjanjian) hal ini dialalam Pasal 330
KUHPerdata dan pasal 1330 KUHPerdata, kecakapandit@ndai dengan
dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah,walawsianya belum mencapai

21 tahun .

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usiatfiin tatau sudah
menikah ,tidak semua orang yang telah mencapai2dstahun dan telah menikah
secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hldewena ada kemungkinan
orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sodgtikah ,tetapi dianggap
tidak cakap karena berada dibawah pengampuan nyss&larena gila ataupun

karena boros.

Berkaitan dengan syarat subjektif, maka ketidakapak seorang dan
ketidak bebasan dalam memberikan perijinan padi geajanjian, memberikan
hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yalad tbebas dalam memberikan
sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjidan batas meminta
pembatalan perjanjian menurut pasal 1454 KUHPerdaaya 5 tahun dan
waktunya mulai berlaku sejak orang ini menjadi pakeenurut hukum® Dalam
hal paksaan dapat dimintakan sejak paksaannyantertdalam hal kekhilafan atau

penipuan sejak hal tersebut diketatui.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga usalinya perjanjian ini

menerangkan tentang harus adanya objek perjanjarg jelas, jadi suatu

'8 SubektiHukum Perjanjiancet.20, (Jakarta : Intermasa, 2004), him.24
¥ bid, him.25.
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perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yantgtdu, jadi tidak bisa seseorang
menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan hargabgerupiah misalnya karena

kata sesuatu itu tidak menunjukan hal tertentaptétal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halajugai merupakan
syarat tentang isi perjanjian .kata halal di simkdn dengan maksud untuk
memperlawankan dengan kata haram dalam hukum isje@tapi yang
dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjianeieus tidak dapat bertentangan

dengan undang undang kesusilaan dan ketertiban umum

Dalam hal penafsiran perjanjian, pedoman utama,igilea kata kata suatu
perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuényimpang daripadanya
dengan jalan menafsirkan, dan ada pedoman tamlzdiam menafsirkan suatu

perjanjian, yakrf’ :

a. Jika kata kata suatu perjanjian dapat diberik@nbagai macam
penafsiran ,maka haruslah diselidiki maksud kedelahbpihak yang
membuat perjanjian itu,dari pada memegang teguhatirkata kata

menurut huruf.

b. Jika suatu janji berisi dua macam pengertiankamharus dipilih
pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkami jitu
dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yandak t

memungkinkan suatu perjanjian dilaksanakan.

2 Subekti,Op.cit, him.44.
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c. Jika kata kata dapat memberikan dua macam pgengemaka harus

dipilih pengertian yang paling selaras dengan giaanjian.

d. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan meérapa yang menjadi

kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjadjechakan.

e. Semua janji harus diartikan dalam hubungan ysatg dengan yang

lain;tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka pejijan seluruhnya.

f. Jika ada keragu raguan ,maka suatu perjanj@nshditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjiakauat hal dan untuk

keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinyakuit.

Kesimpulan dari perjanjian itu merupakan sumberikp&an yang
terpenting, dari apa yang kita lihat bahwa perikatalalah suatu pengertian
abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal k@amiyit atau suatu peristiwa,
perikatan hanya ada didalam alam pikiran yang haaymt dirasakan sedangkan
perjanjian dapat dilihat atau membaca suatu péajafn}. Hal atau kondisi yang
menyebabkan batalnya perjanjian dalam konteks hokenfanjian Indonesia
menurut KUH Perdata, terdapat beberapa alasan umérkbatalkan perjanjian.

Alasan itu dapat dikelompokan kedalam lima kategebagai berikut?

L Subekti,Op.cit, him.3.
2 Elly Erawati & Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,
cet.1,Jakarta:NLRP,2010,hIm.5
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a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan otefang — undang
untuk jenis perjanjian formilnya, yang berakibatj@ejian batal demi
hokum;

b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yargkibat :

1) Perjanjian batal demi hokum

2) Perjanjian dapat dibatalkan

c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjiamy yeamsyarat;
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actioinaaul
e. Pembatalan oleh pihak vyang diberi wewenang khusus

berdasarkanundang - undang

Selain perdamaian harus dalam bentuk akta seswsal p&asal 1851
ayat(2) Kuhperdata, menentukan perjanjian perdamdilauat secara tertulig®.
Menurut Pasal 1852 ayat(1) KUHPerdata, untuk mesgad suatu perdamaian
diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan unélépaskan haknya atas
hal hal yang termaktub dalam perdamaian itu layanini di tafsirkan sedemikian
rupa, bahwa :Tentang bunyi “untuk mengadakan spatdamaian diperlukan

“

bahwa seseorang mempunyai kekuasaan “ arti iak tidpas dari fungsi surat
kuasa khusus yang biasa digunakan oleh kuasa hakawmpengacara hal ini

berkaitan dengan pendapat Prof. Subekti mengemaafitas dalam perdamaian.

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun didgattembaga lain

yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang melvsalah satu pihak harus

% Menurut Wirjono projodikoro : Perjanjian perdaami dibuat dengan tulisan
(scrifttelijk) tidak salah berupa akta, melainkdianggap cukup apabila ada surat menyurat antara
kedua belah pihak, yang cocok satu dengan yangyla{hlR.30-6-1949 /N.J.1950,1371.
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dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakilibetrs&eabsahan tersebut
diwujudkan dalam suatu surat pelimpahan yang dikdeagan sebutan Surat
Kuasa.Surat Kuasa secara tertulis ini sifat pellmpaya dapat dilakukan secara
umum dan dapat dibuat dalam pelimpahan yang gdakhusu&’. Dengan
dibuatnya kuasa di depan Notaris tersebut selampuayai kekuatan bukti yang
sempurna juga pihak pemberi kuasa tidak mudah umtrkcabut kuasa tersebut,
terutama bila pihak penerima kuasa merasa kebessga tidak menyetujui
pencabutan tersebut. Bila surat kuasa diberikanawhh tangan maka
pencabutannya dapat mudah dilakukan, salah satanyearadalah dengan
mengirim pencabutan surat kuasanya tersebut kepdalelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut dimana tembusannyaildibekepada penerima
kuasa. Namun bila pemberian surat kuasa dilakukadegan Notaris maka
pencabutannya tidak dapat dilakukan dengan peremathdnya kepada Notaris

dan tembusanya kepada penerima kuasa saja.

KUHPerdata mengatur Pemberian Kuasa dalam Babbéglan kesatu,
yakni mulai dari pasal 1792 KUHPerdata sampai demgsal 1799 KUHPerdata,
Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur pembkuasa, tidak bersifat
imperatif, apabila para pihak menghendaki dapaepikati selain yang
digariskan dalam undang undang , hal ini dimungkmkkarena pada pada
umumnya pasal pasal hukum perjanjian , bersifaigakem (aanvulend rechit)

Didalam pasal 1852 juga menyatak®ading tidak boleh diadakan
mengenai kedudukan orang dalam hukum perseorangaau kekeluargaan
,misalnya tidaklah boleh diadakan dading tentangh atau tidaknya suatu

perkawinan ,pengesahan seorang anak, sahnya pelagakuan anak,juga hak

4 Surat Edaran Menteri Dalam Negri No. 14 Tahun 1@88 ditujukan kepada PPAT
seluruh Indonesia.
% M.Yahya HarahapHukum Acara Perdataet.4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him.2
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hak ketatanegaraan tidaklah boleh dimasukan ddéhimg ,seperti misalnya hak
untuk memilih atau dipilih menjadi anggota badamldn perwakilan rakyat.

Selanjutnya pasal 1853 ayat(l1) Kuhperdata “ tenteepentingan keperdataan
yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggamdadat juga diadakan

perdamaian, mengenai ini subekti juga menjelaskan :

Tindak pidana yang akibat keperdataannya seringlisglesaikan dengan
perdamaian adalah tindak pidana “penggelapan” dam@iadakan perdamaian
antara sipembuat dan perusahaanya, untuk mengé&aibaliang yang telah
digelapkan atau juga pelaggaran lalu lintas damaering kali diadakan
perdamaian antara sipembuat dengan pihak yangemnkerugian, memanglah
banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataag yaerupakan perbuatan
melawan hukum yang memberikan hak kepada pihalg ydrugikan untuk

menuntut penggantian kerugidiselanjutnya pasal 1854 Kuhperdata menjelaskan

“ Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yamgktub didalamnya ;
pelepasan segala hak dan tuntutan yang ditulisisatu darus diartikan
sekedar hak hak dan tuntutan tuntutan itu adairgdn nya dengan

perselisihan yang menjadi lantaran perdamaiaeliat’

Dan kemudian pasal 1855KUHPerdata juga menentukasetiap
perdamaian hanya mengakhiri perselisihan persafisinyang termaktub
didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud raetalam perkataan khusus
atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkangsebakibat mutlak satu

satunya dari apa yang dituliskan.”

% prodjodikoroOp.cit,
2" KuhperdataQp.cit,
8 Subekti,Op.cit, him.179
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Pasal tersebut diatas memperingatkan adanya peatatidak di perluas
melampaui batas batas masalah yang dapat diselesaidalui perdamaian ,untuk
mengetahui batas batas itu setepatnya, harus lgigdapada soal soal yang

menjadi perselisihan yang menyebabkan diadakanerglamaian.

Kekuatan hukum perjanjian perdamaian ,pasal 185&Uhperdata “
segala perdamaian mempunyai diantara para pihaktwskakuatan seperti suatu
putusan hakim dalam tingkat” Tegasnya, perdamaianmempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilag tgdeth memperoleh
kekutan hukum tetap (Inkrach van gewijsde ) .Pealamdapat dilakukan atas
perintah hakim dan menjadi keharusan untuk ditkavar setiap kali sidang
,apabila hakim tidak pernah menawarkan dalam HiRRerma No.1 tahun 2008
dinyatakan putusan hakim yang demikian batal demium , perdamaian yang
diputus oleh hakim dan akta van dading tidak mermgaumerbedaan dalam

kekuatan eksekutorial.
Menurut KUHPerdata perjanjian perdamaian dapattaliken dalam hal yaknf*

1. Menurut pasal 1859 Kuhperdata
“Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apaéidh terjadi suatu
kekhilapan mengenai orangnya, atau mengenai pakaelsihail

2. Menurut pasal 1860 Kuhperdata
“Begitu pula dapat meminta pembatalan suatu perdamgka perdamaian
itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentartukdyerkaranya,
mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apagsita pihak dengan
pernyataan tegas telah mengadakan perdamaianddmhatalan itif

3. Menurut pasal 1862Kuhperdata

9 ProdjodikoroQp.cit, him.154
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Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yanly diadkhiri dengan
suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatdtak, namun tidak
diketahui oleh para pihak atau salah satu dari kagelalah batal.

Jika putusan yang tidak diketahui olehapprhak itu masih dapat
dimintakan banding, maka perdamaian adalat’ sah.

4. Menurut pasal 1863 Kuhperdata.

“Jika para pihak untuk seumumnya telah membuat seguerdamaian

tentang segala urusan yang berlaku diantara memekea adanya surat surat
yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemnddiketemukan tidak

merupakan alasan untuk membatalkan perdamaiaruakespabila surat

surat itu telah sengaja disembunyikan oleh ssdéin pihak.

Namun itu perdamaiannya adalah batal, jika pertlnmbanya mengenai
satu urusan saja , sedangkan dari surat surat gietemukan kemudian

ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidakpunyai sesuatu hak

atas itu.

Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung dRiptr beberapa putusan
mengenai perdamaian yang menjadi Yurisprudensi si@iakk Agung (MA)
adalah :

1. Putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norrakia
perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentandangan undang-
undang. Dalam kasus tersebut, akta perdamaian ggalarketentuan
perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Ta®us°1

2. Putusan MA. No. 792 K/Pdt/2002 tanggal 03 Janu@®@3Perjanjian

perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pitaaga ada paksaan dan

30 http://hukumonline.com
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para pihak cakap untuk membuat perjanjian, mes&hsatu pihak dalam

status penahanan, perjanjian tersebut adalali*

UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alteenadispute resolution ,

memuat pasal yang berkaitan dengan mediasi yakni ;

Pasal 1 angka 10 yakni ‘Alternatif Penyelesaian gReta adalah
lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendalzdii nppeosedur
yang disepakati para pihak ,yakni penyelesaianadilpengadilan

dengan cara konsultasi,negoisasi ,mediasi,konsétsi penilaian ahli.

Pasal 6 yakni tentang alternative Penyelesaiank&emgerdiri dari :

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diketesdéh para
pihak melalui alternative penyelesaian sengketagydidasarkan
pada itikat baik dengan mengesampingkan penyetessgegara
litigasi di pengadilan negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melatunagive
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalat(1)ay
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh parak pialam
waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituanglatam suatu
kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagainraaisdd
dalam ayat(2) tidak dapat diselesaikan ,maka atsepakatan
tertulis para pihak ,sengketa atau beda pendapsgiedaikan

* http://www.pa-bengkulukota.go.id
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melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahulpom melalui
seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 harhgde bantuan
seorang atau lebih penasehat maupun melalui sponadiator
tidak berhasil mencapai kata sepakat , atau medidik berhasil
mempertemukan kedua belah pihak , maka para pilegdatd
mempertemukan kedua belah pihak , maka para pitegatd
menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembtgaative
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang toedia

(5) Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbiatmelembaga
alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu gddima 7 (tujuh)
hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapéii meddiator
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)dengan memeggog
kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puhdri harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yangnd#tangani
oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda perskgmaa
tertulis adalah final dan mengikat para pihak undileksanakan
dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Peliga Negeri
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selekdisdnakan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sggekdaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dglat(1)

sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai,maka panak
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berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat jukaga

penyelesaian melalui lembagaarbitrase atau arbidshoc.

Selanjutnya dalam UU No0.48 tahun 2008 tentang ksdam

Kehakiman , Pasal 10 menyatakan :

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksangaeili dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dahitvdbdaukum
tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib unt@meriksa dan
mengadilinya.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) tidekutup

usaha penyelesaiaan perkara perdata secara peaddmai

Untuk perkara perdata yang diajukan ke Pengadlkgeri menurut perma No.1
tahun 2008 , wajib lebih dahulu diselesaikan melpdrdamaian dengan bantuan

mediator, tahapannya menurut perma yaitu :

1. Pramediasi, diatur dalam pasal 3 sampai pasaliryaisvajib mediasi
,menunda proses persidangan perkara dan dibenikang untuk
berunding untuk menentukan berbagai hal yang bede® dengan
perdamaian .

2. Mediasi, diatur diatur dalam pasal 8 sampai 14ysimenentukan waktu

mediasi selama 7 hari ,mengenai materi perkaraymeskian kesepakatan.

Dan bila mediasi gagal, mediator wajib menyatakecas tertulis dan
disampaikan pada hakim segera setelah itu melamutlpemeriksaan perkara

sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kecun#lik sengketa konsumen

%2 Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Tentang Keknaéetaakiman No.4 Tahun 2004 .
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sesuai UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 199&ailPgan Usaha sesuai
UU PKPU No.5 Tahun 1999, PHI dan Niaga (Pasaleérmia No.1 Tahun 2008).

2.3. Surat Kuasa Bantuan Hukum

Menghadapi dan menjalani proses hukum sesunggumeyapakan hak
setiap orang atau badan hukum yang mempunyaigsaiahan hukum, hal
tersebut berlaku bagi setiap orang sepanjang grang bersangkutan memenuhi
syarat yang ditentukan .Artinya, secara prinsippatrang dapat menghadapi dan
menjalani proses hukum bagi dirinya sendiri. Megama pengecualian,
misalnya bagi mereka yang berada dalam pengamgaaena ke-tidak cakapan
hukum .Sekalipun demikian berbagai peraturan meimheng bagi mereka yang

menghadapi dan menjalani masalah hukum untuk marbantuan pihak lain .

Dalam undang undang untuk menghadap di persidan@ardata)
dibolehkan datang sendiri atau dikuasakan padakpi@i@m yang dipercaya
menguasai tentang hukum acaranya dan materinygelming untuk lancarnya
proses persidangan karena sifat dari hukum pemdtah formalitasDalam
peradilan para pihak yang bersengketa masing matapgt didampingi atau
diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasamb®®an kuasa dapat
dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapakukdda dengan lisan
dipersidangan .Surat kuasa yang dibuat diluar négetuknya harus memenuhi
persyaratan dinegara yang bersangkutan dan Hikeskeh perwakilan Repoblik
Indonesia di Negara tersebut, serta kemudian enefkan kedalam bahasa

Indonesia oleh penerjemah resmi.

2.3.1 Definisi Surat Kuasa
Sebelum kita mengetahui tentang Suat Kuasa ma&eh&itus mengetahui
terlebih dahulu apa itu pemberian kuasa :MenurutHRErdata'PEMBERIAN
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KUASA"”, Pasal 1792 BW menyatakanPémberian kuasa adalah suatu
perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasapada seorang lain,

yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggasalatu urusan”.

Pemberian kuasgang terdapat dalam Pasal 1792 BW itu mengandung

unsur :

a. persetujuan;

b. memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suegan dan

c. atas nama pemberi kuasa
Ad.a. Unsumpersetujuanni harus memenuhi syarat-syarat persetujuan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW :

1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) suatu hal tertentu; dan

4) suatu sebab yang halal.

Ad.b. Unsutmemberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan susanadalah
sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, yang dirumuskan
secara umum maupun dinyatakan dengan kata-katatggas,

Ad.c. Unsuratas nama pemberi kuasaerari bahwa penerima kuasa diberi
wewenang untuk mewakili pemberi kuasa.

Beberapa sifat pokok yang dianggap penting dalanagian kuasa yang penting

diketahui adalah sebagai beriReit

a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagaipeakileri kuasa
b. Pemberi kuasa bersifat konsensual

c. Berkarakter garansi kontrak

% M.Yahya harahap, HAP tentang GPPP dan PP,cetaf(Sirafika,Jakarta,2006)him.2-3
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Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penari kuasa
merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Peambeurat kuasa dapat
dilakukan secara khusus atau secara umum , surasakkhusus berarti
menyangkut 1 (satu) kepentingan saja ,sedangkat &uasa umum meliputi
segala kepentingan sipemberi kuasa, sedangkanepamikuasa secara umum
hanya meliputi perbuatan perbuatan pengurusan |(1396 BW}“. Selain itu
surat kuasa khusus ini harus memenuhi ketentuaat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Kkugang menyatakart
1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurdangaUndang harus

dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa ituahdipergunakan untuk
keperluan tertentu.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus disebutkan d&uasa tersebut mencakup
pula pemeriksaan pada tingkat banding dan kasaka marat kuasa khusus
tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan padkat kasasi tanpa
diperlukan surat kuasa khusus yang baru. Akan itétiggmana surat kuasa
khusus tersebut hanya mencakup pemeriksaan pagleatipertama, harus

dibuatkan kembali surat kuasa khusus untuk penaaikpada tingkat kasasi.

Menurut Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985kuntangajukan kasasi dalam
perkara perdata oleh seorang kuasa harus secamuskhdikuasakan untuk
melakukan pekerjaan ituDalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2@d®ahg perubahan atas
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Moldhun 1985, Pasal 44
ayat (1) dinyatakan bahwa :

3 Darwan Print$Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdett8(PT.Citra
aditya Bhakti,Bandung,2002),him.6

%Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 6 Tah@®ltentang Surat Kuasa
Khusus
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(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud Pasahg&t dliajukan oleh:
a. pihak yang berperkara atau wakilnya yang seddrasus dikuasakan untuk itu
dalam perkara perdata atau perkara tata usaha Nagsang diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tirigkarakhir di Lingkungan
Peradilan Umum,
Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilata Usaha Negara;
b. terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dékes untuk itu atau Penuntut
Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang dipaikdan diputus oleh
Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhindkungan Peradilan Umum
dan Lingkungan Peradilan Militer.
Menurut sifatnya ,pemberian kuasa adalah sebag&iib&®:
a. Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma — Cuma, kgdwalliperjanjikan
sebaliknya.
b. Sikuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apgaog melampaui
kuasanya
c. Sipemberi kuasa dapat menggugat secara langsung ckengan siapa
sikuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan mbgindari padanya

pemenuhan persetujuannya.

Surat kuasa khusus ini pada pokoknya harus memesyanat formil sebagai

berikut:

1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak BemKuasa dan Pihak
Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;

2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangahi penerima kuasa yang
disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebnwykamtau terdapatnya

kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkaat dwasa khusus

% Darwan prints, ibid,hlm.7
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tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalaalah satu putusan MA
bernomor 288 K/Pdt/1986:
“surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau kefliemyebut objek gugatan
menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” .
3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetenaiifrelimana surat kuasa
khusus tersebut akan digunakan.

2.1.2. Kewajiban Para Pihak dalam Kuasa

Menurut RV yang berlaku untuk golongan eropa sep@anerima kuasa itu harus
seorang ahli hukum tamatan universitas yang bemnieester in derechten .tetapi
menurut HIR /RBG tidak ada ketentuan yang mengatang syarat keahlian
itu. jadi setiap orang dapat menjadi penerima kuasakah ia sarjana hukum atau
tidak, boleh saja menjadi penerima kuasa dalanmgsigengadilari’.hal ini bisa
dimaklumi karena pada jaman dahulu masih sedikifasa hukum . Pada
umumnya kuasa diberikan secara sepihak, dan hamyamiulkan wewenang
bagi penerima kuasa (substitutor), tapi tidak mdnikan kewajiban bagi

penerima kuasa .

Kewajiban si kuasa diatur dalam pasal 1800 saagragan pasal 1806 BW, yaitu
sebagai berikut:
a. Melaksanakan kuasanya :
1. Menanggung segala biaya
2. Menanggung segala kerugian
3. Menanggung segala bunga yang dapat ditimbulkannkatelak di
laksanakan kuasa itu.

37 Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoreeid(Liberty,Jogjakarta,2006)him.19
% Darwan Prints,Ibid,him.7
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b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakashapaaktu sipemberi
kuasa meninggal.

c. Bertanggung jawab tentang perbuatan perbuatan gidakukan dengan
sengaja

d. Bertanggung jawab tentang kelalaian kelalaian yditakukan dengan
sengaja

e. Member laporan tentang apa yang telah diperbugadann

f. Memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tergaggla apa yang
telah diterimanya berdasarkan kuasanya (termagk yang telah
diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepadensijeri kuasa)

g. Bertanggung jawab untuk kuasa subsitusinya :

1. Jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjudsgusinya .

2. Jika kekuasaanya itu telah diberikan kepadanyaatanpnyebutkan
seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihloygeinyata seorang
yang tidak cakap atau tidak mampu.sipemberi kidemzat secara
langsung meminta orang yang ditunjuk oleh sikuashagai
penggantinya itu.

h. Dalam hal kuasa lebih dari 1 (satu) orang, makeaekaetidak tanggung
menanggung

i. Membayar bunga atau uang - uang pokok yang dipgkajaona keperluan
sendiri.

J. Tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjaldiadibatas kuasa

itu,kecuali jika ia secara pribadi telah mengitait untuk itu.

Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam pasal 180 paadengan pasal 1812 BW
sebagai berikd? ;

%9 Darwan printsQp.cit, him.8-9.
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a. Memenuhi perikatan — perikatan yang diperbuat diéduasa menurut
kekuasaan yang telah diberikan kepadanya.

b. Terikat dengan apa yang telah diperbuat oleh kyasafluar yang
dikuasakan kepadanya, asal hal itu telah disetgoara tegas atau secara
diam-diam.

c. Mengembalikan kepada kauasa persekot-persekot idga-biaya yang
telah dikeluarkan oleh kuasa untuk melaksankanayas

d. Membayar upah kuasa yang telah diperjanjikan

e. Member ganti rugi kepada sikuasa tentang kerugenghan yang diderita
sewaktu menjalankan kuasanya.

f. Membayar bunga atau persekot-persekot yang tel&bludrkan oleh
kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persefetsekot itu.

g. Dalam hal pemberi kuasa secara kolektip, maka mas@sing pemberi
kuasa bertanggung jawab untuk seluruhnya terhada@msa mengenai
segala akibat dari pemberian kuasa itu (renteng).

h. Sikuasa berhak menahan segala kepunyaan sipemlzea kyang berada

ditangan nya, sampai dibayar lunas segala hak sika&sa (hak retensi).

Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterimardasuatu akta umum,
dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan daggncsik surat ataupun dengan
lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdata). Pada umunpgmaberian kuasa di
pengadilan adalah secara khusus yang dipersyaratitas dalam bentuk tertulis.
Surat kuasa khusus ini diberikan kepada Advokatlumewakili (dalam perkara
perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidamakpiang memberikan kuasa
kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam madiduar pengadilan.

Surat kuasa khusus ini yang akan digunakan seladgiabukti di muka

pengadilan, harus dibubuhi materai untuk memenatarkuan UU No. 13 Tahun
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1985 tentang Bea Materai dan PP No. 24 Tahun 28@@rig Perubahan Bea Tarif
Materai dan Besarnya Batas Pengenaan tentang Nogang Dikenakan Bea
Meterai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegadseputar surat kuasa yang
menimpa advokat-advokat dipengadilan. Bahkan sahaghakim masih
menjalankan ‘rutinitas’'memeriksa kelengkapan sukabsa yang digunakan
Advokat ketika bersidang, khususnya tentang kewsjibpara pihak
menandatangani surat kuasa untuk menyatakan sabrgtekuasa tersebut.

Oleh karena itu, tindaan tindakan yang dapat diakuoleh seseorang
penerima kuasa hanya terbatas pada hal hal yangsdikan kepadanya .pasal
1797 BW menentukan  seorang kuasa yang diberi wewgen untuk
menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamdidak dibenarkan
menyerahkan perkaranya kepada wasit( arbitfase)

Menurut sifatnya, pemberian kuasa adalah sebagiib&"

a. Pemberian kuasa terjadi dengan Cuma Cuma, kedwalliperjanjikan

sebaliknya.

b. Sikuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapog ynelampaui

kuasanya

c. Sipemberi kuasa dapat menggugat secara langsung demgan siapa

sikuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan mbenu

daripadanya pemenuhan persetujuannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1814 BW nakayabahwa :
S pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu
dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa s kuasa untuk

mengembalikan kuasa yang dipegangnya, yang berarti kuasa tetap dapat ditarik

“? Darwan printsbid, him.7
“Libid,hlm.7
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apabila ada alasan misalnya bertentangan dengamgHohdang, kesusilaan atau

ketertiban umum. Namun jika tidak, maka kuasaptdtakui keberadaannya.

Jadi pemberian kuasa dapat dibenarkan apabilaadesygrat :

* Pemberian kuasa merupakan bagian yang tidaksédrkan dari suatu perjanjian
yang mempunyai alas hukum yang sah

» Kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa.

2.1.3 Yang berhak menerima kuasa

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMARNG@hun 1959 dan
SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 rabotkan syarat surat

kuasa khusus yang sah, yditu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuas&kurgrperkara di
pengadilan;

2. Menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeanesurat kuasa
khusus itu digunakan;

3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihakidemyebutkan secara
ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yamerkbrakan.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artingtak dipenuhinya satu syarat

mengakibatkan surat kuasa tidak sah.

Jadi, apabila majelis hakim menyatakan surat kdigisk sah tidak selalu
berarti advokat penerima kuasa tidak berhak memrekuasa, tapi terdapat

alasan-alasan lain yang menyangkut syarat-syanayaaurat kuasa khusus.

* http://www.pengacaraonline.com
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Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal 6 UU NoTdhun 2003 tentang
Advokat*®* menyatakan syarat untuk menerima kuasa sebagaicate
dapat dikenai tindakan tegas dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentinganrileen

2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patintagap lawan atau rekan
seprofesinya;

3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, ataengeluarkan pernyataan
yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukymeraturan
perundang-undangan, atau pengadilan;

4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan keargjikehormatan, atau
harkat dan martabat profesinya;

5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan pengraiadangan dan atau
perbuatan tercela;

6. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode @ifesi Advokat.

Selain dalam BW, SEMA tentang kuasa juga disebutkelam HIR Pasal 123
ayat (1) HIR** Bilamana dikehendaki ,kedua belah pihak dapat dibarau

diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk meédak itu dengan surat
kuasa teristimewa,kecuali kalau yang member kutsaandiri hadir.penggugat
dapat juga member kuasa itu dalam surat permintgamng ditandatangani dan
dimasukan menurut ayat pertama pasal 118 ataugikgatan dilakukan dengan

lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhang demikian itu harus

** Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Tentang Advbial8 Tahun 2003 .
4 R.SoesiloRIB/HIR dengan penjelasanny@glitea,Bogor,1995,)him.81
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disebutkan dalam catatan yang dibuat surat guigiat Dalam isi tersebut tidak
menentukan siapa yang dapat bertindak sebagaiakassl tersebut hanya
menentukan syarat untuk bertindak sebagai kuasaveakil dari penggugat
adalah sebagai berikfrt

a. Harus mempunyai surat kuasa

b. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat

c. Ditunjuk sebagai kuasa atau wakildalam catatan tgngaapabila

gugatan diajukan secara lisan.

d. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa atau walahagersidangan.

Dari ketentuan pasal tersebut ternyata bukan hadyecate/pengacara yang

dapat menjadi kuasa atau wakil, melainkan jugéaserang.

Surat kuasa biasanya mulai ada sejak pemberiara kdes berakhir pada
saat hal-hal yang dikuasakan selesai dilaksan&tau ,surat kuasa dicabut
kembali oleh pemberi kuasa atau penerima kuasgendalikan kuasanya. Dan
terhadap surat kuasa subsitusi khusus haruslaradesgrat kuasa subsitusi dan
tidak bisa dengan membuat surat pernytaan saf@patan kuasa secara intern
tidak dapat dipertanggung jawabkaan kepada pitetig& .oleh karena itu
seandainya ada pencabutan surat kuasa,maka suratpesscabutan  itu
disampaikan kepada sikuasa sedangkan tembusanrsmnpdiikan kepada
pengadilan dan lawan berperkara

2.1.4. Isi Surat Kuasa

Tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khususebut, khususnya dalam

perkara perdata, dapat menyebabkan perkara tidpkt dditerima. Sehingga

8 Darwan Printdbid,him.11
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walaupun tidak ada bentuk tertentu surat kuasa ydiagggap terbaik dan
sempurna, namun surat kuasa pada pokoknya teadit} d
a. Pertama - tama, yang harus diperhatikan adalah emangdentitas
pemberi kuasa dan penerima kuasa,yaitu : namapekerjaan ,dan
alamat.kalau pemberi kuasa adalah badan hukum ,dsd&m kuasa harus
disebutkan dulu nama badan hukumnya,lalu identdeang yang
berwenang member kuasa menurut anggaran dasaufperatyang
berlaku.kalau penerima kuasanya adalah seorangat@ypengacara,maka
biasanya hanya disebut nama,kemudian profesi sebaga
pengacara/advocate dan kantornya.
b. Kedua menyangkut isi/materi surat kuasa itu sehdinis secara jelas dan
terperinci disebutkan untuk apa kuasa itu dilzerik
c. Ketiga, harus secara tegas diuraikan batas bawmsenkangan penerima
kuasa untuk menjalankan kuasanya.
d. Keempat, surat kuasa harus diberikan materai seoyku dan
ditandatangani  oleh pemberi kuasa.ada pula bedecspng hakim
mensyaratkan dalam kuasa juga haruss ditandataolgénpenerima kuasa

disamping pemberi kuasa.
Perlu juga dicantumkan tempat dan tanggal dibuaswat kuasa guna

menghindari kerancuan waktu sejak kapan penasib&tinm dapat melakukan

pembelaan atau pendampingannya.

2.1.5. Berakhirnya Surat Kuasa

“¢ Darwan prints,strategi menyusun dan menanganitgngserdata,cet.3(Citra adtya
bhakti,bandung,2002)him.9-10.
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Tentang berakhirnya surat kuasa diatur dalam @88 — 1819 KUH Perdata,

yaitu sebagai berikdft:

a. penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

b. pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pendriraaa dengan catatan
bahwa pemberitahuan penghentian ini bukan karemeerserima kuasa tidak
mengindahkan waktu pemberian kuasa maupun karémarakibat kesalahan
pemegang kuasa yang membawa kerugian kepada pembsa;

c. meninggalnya baik pemberi maupun penerima kudsa meninggalnya si
pemberi kuasa ini harus diberitahukan oleh ahlisMegpada penerima kuasa,

d. Dengan kawin nya perempuan yang member kuasanaaerima kuasanya,
setelah SEMA No0.1115/B/3292/M/1963 dan undang —aogd Pokok
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka ketentuanidiék berlaku lagi.

d. Pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal gantga menyebabkan
ditariknya kuasa.

Dampak yang timbul dari surat kuasa khusus tidatemeihi syarat yaif(i :

I. Surat gugatan tidak sah,apabila pihak yang mengajukan menanda
tangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat tarasbut.
il. Segala proses pemeriksaan tidak sah,ataamafssmeriksaan dihadiri oleh

kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yangenehi syarat.

2.1.6 Memperbaiki surat Kuasa

Adakalanya surat kuasa khusus yang telah dibuatidaarahkan kepada
pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekelirusan kekurangan mengenai
pengisian . Untuk memperbaikinya hanya sipemberasklah yang dapat

melakukannya .Sipenerima kuasa tidak berkuasakumtelakukannya .oleh

" Darwan prints,ibid,him.10

8 M.Yahya.Harahap,Hukum Acara Perdata tentang
Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan RuReseadilan,cet.4(Sinar Grafika,Jakarta,
2006)him.1
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karena itu,dalam praktek hal tersebut haruslabrbgiikan sebab kalau dilakukan
secara salah, dapat berakibat fatal ;yakni gugttik dapat diterima karena
diajukan oleh orang yang tidak berwenang ataunkaserat kuasa tidak $&h

Salah satu tidak sahnya surat kuasa “Action envde® yakni seorang kuasa
hanya dapat bertindak sepanjang hal hal yang teédtir secara rinci dalam surat
kuasa.oleh karena itu,ija sama sekali tidak boletindak diluar hal hal yang
diatur dalam suart kuasa . untuk hal itu sipemksasa dapat memajukan
bantahan dengan tujuan membatalkan /menghapusiamallyang merugikan itu
dari berita acara siding ataupun dengan tujuark tidangakui perbuatan kuasa
tadi.tindakan ini disebut Action en desavvd(M.Yahya
Harahap,1977,140).tindakan ini dapat dimajukannsalproses persidangan masih
berjalan,melalui “gugatan insidentil” dan untuk &kan diputuskan dalam putusan
sela (tussen vonis). Apabila kesalahan itu diketabtelah perkara diputus, maka

action en desavau” diajukan dalam bentuk Peninj&gsmnbali”

2.1.7 Macam — macam kuasa hukum

Salah satu Profesi yang terlibat aktip dalam p&adian berkaitan erat dengan
kuasa yakni adalah penasehat hukum /praktisi daifig hukum yakni dalam hal
mendampingi pihak yang membutuhkan nasehat datmmagsalahan hukum ada
beberapa nama yang cukup dikenal ditengah masyayalkai °":

- Advocat

- Proceur

- Pengacara

- Penasehat Hukum

9 Darwan Prints,ibid,13

0 Darwan prints, Ibid,14

*1 Moh.Taufik MakardPokok-Pokok Hukum Acara Perdatat.1(PT.Rineka
Cipta,Jakarta,2004),him.24
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- Lawyer

- Pembela

- Pokrol

- Legal Advisor

- Public defender

Dewasa ini penerima kuasa untuk beracara dimukagaoiian dapat
dklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkestekia pengangkatannya

atau ijin yang diberikan ,yaitif:

1. Advocat atau procureur, yang merupakan penasehatm resmi.mereka
adalah sarjana hukum yang diangkat secara resmagaeladvovat oleh
pemerintah(menteri kehakiman dengan persetujudikanaah agung) dan
bukan pegawai negeri .seorang advocate dapat memkaktor atas

namanya sendiri.ijin operasionalnya diseluruh |recoa

2. Pengacara praktek, yaitu penasehat hukum retami gembela umum,
public defender Mereka diangkat oleh pengadilan tinggi berdamark
peraturan  menteri kehakiman No.1 tahun 1975 lagetenengikuti
ujian.dulu mereka ini ada yang sarjana hukum dagab sarjana hukum
dan bukan pegawai negeri.tetapi sekarang ada syargy menentukan
bahwa mereka harus sarjana hukum .mereka dapat ukankantor atas
nama mereka sendiri diwilayah tempat pengadilaggt tempat mereka
diberi ijin melakukan pekerjaan sebagai pengactaa penasehat hukum
.dengan demikian wilayah pekerjaannya hanya mielipsatu propinsi
dimana tempat mereka mendapat ijin dan tentunyh ledzil dibandingkan

dengan advocate yang seluruh Indonesia.

52 Moh.Taufik MakaroJbid, him.25
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3. Penasehat Hukum Insidental. Pengacara insidéitatikan ijin oleh ketua
pengadilan .Mereka ini terdiri dari siapa saja kapasarjana hukum atau
memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukurataapnjadi seorang
kuasa .Setiap menangani satu perkara harus mengiapani tentunya
lebih sempit wialayah hukumnya yaitu hanya terbgtada wilayah satu
pengadilan tingkat pertama .mereka ini tidak dapembuka kantor
pengacara atas nama diri mereka, mempunyai ijiageebadvocate atau

pengacara praktek.
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UPAYA HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM

Ujung dari proses persidangan perdata membuahkamsgu hakim, di
dalamnya berisi putusan yang memenangkan dan nadtkged ( putusan yang
sifatnyacondemnatoir) diluar putusan deklatoir atau konstitutip. Sangat wajar jika
pihak yang kalah tidak puas dan ada kalanya pyealg awalnya tidak terlibat
dalam proses persidangan mengajukan keberathadsgy putusan hakim, baik atas
putusan hakim yang sama atau putusan hakim yangtialggi tingkatannya. Untuk
dapat membatalkan putusan yang tidak bisa ditetersebut maka digunakanlah
upaya hukum, dalam hukum acara Perdata terhadaya upzkum biasa dikenal
adanya perlawananefzet), banding (revisi) dan kasagigssatie)*

Pada prinsipnya peradilan dilakukan dalam dua aihghitu tingkat pertama
oleh Pengadilan Negeri dan tingkat banding olehgadilan Tinggi yang sifatnya
peradilan ulangan, untuk kasasi terhadap putusag yiajukan keberatan tidak
diperiksa keseluruhan disini hanya memeriksa dpakalec factie telah

menerapkan hukum secara benar.

3.1 Upaya Hukum Biasa
Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk gmitapan selama tenggang
waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan upayzersifat menghentikan
pelaksanaan putusan untuk semerftarsPutusan yang belum mempunyai
berkekuatan hukum tetap dan masih ada tengganiy wakuk melakukan upaya
hukum, ini dibedakan menjadi :
1. Perlawanan\(erzet) dasar hukumnya pasal 1P9R

Perlawanan adalah Upaya terhadap putusan yanghkgt pengadilan karena

tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan mkampaipaya hukum

! Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata, Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), him.223
2 Moh.MakaroQp.cit., him.160.
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terhadap putusan putusan diluar hadirnya tergugesték)® pada hari sidang
pertama, ketika tergugat tidak hadir meskipuahtedipanggil dengan patut
dan sah dan putusan dibacakan tanpa hadirnyaggrdiuar hadirnya
tergugat.Verzet didalam pasal 129 ayat(®)R ¢ dalam tempo atau tenggang
waktu 14 empat belas hari (termasuk hari liburi/imanggu ) setelah putusan
verstek diberitahukan/ disampaikan.Dalam mengajulgaaya hukunmverzet
haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan panugerstek atau pihak —
pihak dalam perkara. Tidak di perkenankan, menpamdangan Mahkamah
Agung RI apabila perlawanan dilakukan oleh pihakg tidak dijatuhkan
putusan verstek.Misalnya, tidaklah dibenarkan dpabupaya hukum
perlawanan dilakukan oleh pihak ketiga sebagaindéegaskan oleh putusan
MARI No.524 K/Sip/1975 tanggal 7 Februari 198Pada persidangan perkara
verzet maka kedudukan pelawarmopfsant) tetap sebagai tergugat semula
sedangkan pihak terlawan adalah penggugat asal s@lagjutnya diletakan
beban pembuktiah
3.1.1 Banding
Peradilan tingkat banding dilakukan oleh PengadilBinggi yang
merupakan peradilan “Ulangan “ atau “Revisi” damtysan Pengadilan
Negeri . Konkretnya, sebagai peradilan ulangan npeayadilan tinggi
memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluriad mengenai
faktanya maupun penerapan hukumnya sehingga dewnlgamkian
peradilan tingkat banding lajim juga disebut denggitah “ peradilan
tingkat kedua atayjudex facti’. Dimohon perhatian terhadap perkataan

“putusan” yang berarti bahwa hanya terhadap putusamgadilan negeri

3 Moh.MakaroQp.cit., him.161

* Pasal 129 ayat(1) HIR menyatakan “Jika putusamlitbberitahukan kepada yang dikalahkan
itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterimaagatempo empat belas hari sesudah pemberitahuan
itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepadagyaikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu
dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah pggimyang tersebut pada pasal 196, atau dalam hal
tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patoipaahari kedelapan sesudah didijalankan
keputusan surat perintah kedua ”

® Yurisprudensi Indonesia Jilid | Tahun 1979, (J&kaPenerbit : Mahkamah Agung RI,
,1979), him.203-223.

® Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata,Cet.3, (Jakarta : Djambatan, 2005), him.225

" 1bid., him.226.

Universitas Indonesia
Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



58

dapat diajukan permohonan banding.Perkataan itak tichencakup
“penetapan” yaitu putusan declaratoir yang dikmarikakim pengadilan
negeri atas suatu surat permohdhaspaya hukum Banding dilakukan
apabila salah satu pihak tidak puas terhadfyspn pengadilan negeri
( Tingkat Pertamd) hal ini diatur dalam UU No.20/ 1947 tentang
peradilan ulangan diberlakukan di jawa dan Madiama untuk diluar itu
diberlakukan RBG® dan Pasal 26 UU No0.48 Tahun 28/08erta pasal
1layat (1) UU No.20 Tahun 1947 menentukan bahwgkmmwaktu untuk
mengajukan permohonan banding adalah 14 hafaketwibacakan oleh
hakim jika hadir dalam persidangan atau setelabrdédhukan (termasuk
hari libur dan minggu) sejak para pihak mengetaluitusan pengadilan
negeri dan jika pemohon banding berdiam diluar atagpengadilan
negeri itu 30 hari, untuk luar jawa Madura menjddiminggu *2.
Permohonan banding harus di ajukan kepada parRengadilan negeri
yang mengajukan putusan dan pihak yang mengajuklbanding
(pembanding) boleh mengajukan alasan — alasan obeman banding
dan bukti baru dalam memori banding, sedangkabarteling boleh
menjawab banding ini dengan mengajukan kontra mierbanding,
keberadaan memori banding tidak wajib dengan &tapa hal tersebut
proses tetap berjalan .Semua putusan akhir peagatitigkat | (pertama)
dapat dimintakan pemeriksaan ulang ditingkat bandileh para pihak
yang bersangkutan kecuali UU menentukan lain didélam pasal 26
UU 48 Tahun 2009. maka berdasarkan substansi pgagutiatas dalam
mengajukan upaya hukum banding (revisi) ruang lipglya adalah

sebagi berikut?

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawirtatg&um Acara Perdata,cet.8,
(Bandung: Mandar Maju, 1997), him.149

° Moh.Makaro Op.cit., him.164

12 Republik Indonesi&jndang-Undang tentang Peradilan Ulangan dijawa dan Madura,UU
No.20 Tahun 1974.

" Republik Indonesia,Undargndang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun
2009, TLN No.5076, Pasal 23.

2 Moh.MakaroQp.cit., him.166

13 Lilik Mulyadi, Op.cit,him.227-246
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Prosedur Administrasi Permohonan banding
Alasan — alasan diajukannya permohonan banding

Tatacara Pemeriksaan Tingkat Banding

P W Dbd PR

Putusan Peradilan Tingkat Banding
Ad.1 Prosedur pengajuan permohonan bandihg :

1. Permohonan banding dapat diajukan dalam wak{eriat belas) hari
setelah putusan diucapkan, atau seielah diberigahubalam hal
putusan tersebut diucapkan diluar hadir.Dan permahobanding
dapat diajukan tertulis atau lisan oleh yang begkatan atau
kuasanya (Pasal 7 UU No0.20 Tahun 1947)

2. Terhadap permohonan banding yang diajukan melami@nggang
waktu tersebut diatas, tetap dapat diterima dastaicdengan membuat
surat keterangan Panitera. Bahwa permohonan batelaiglampau.

3. Pernyataan banding dapat diterima, apabila pabijaya perkara
banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja peatatelah
dibayar lunas.

4. Apabila panjar biaya banding yang lelah dibayanas, maka
Pengadilan wajib membuat akta pernyataan bandiag, rdencatat
permohonan banding tersebut dalam Register IndukaRe Perdata
dan Register Banding.

5. Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) harrudatelah
disampaikan kepada lawannya.

6. Tanggal penerimaan, memori dan kontra memonding, harus
dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masasijagn lawannya,
dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahannya.

7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilaggiirharus diberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempfehgeeriksa
berkas perkardrfzage) dan dituangkan dalam akta.

! Prosedur Pengajuan Permohonan Banding, http://pmsibinong.go.iddiakses tanggal
14 januari 2011.
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8. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permomobanding diajukan,
berkas banding berupa berkas A dan B harus sudihndike
Pengadilan Tinggi.

9. Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggiub disampaikan
melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos. dan téodé pengiriman
uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman abenkang
bersangkutan.

10. Dalam menentukan biaya banding harus diperdpitam :

a. biaya pencatatan peryataan banding ;

b. besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh &Ké&angadilan
Tinggi ;

c. biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos ;

d. ongkos kirim berkas ;

e. biaya pemberitahuan, berupa :

i. biaya pemberitahuan akta banding ;

ii. biaya pemberitahuan memori banding ;
lii. biaya pemberitahuan kontra memori banding ;
iv. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembgndin
V. biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbgndin
vi. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembanding ;

vil. biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

Ad.2 Alasan — alasan diajukannya permohonan banding

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkarag telah
diputus oleh pengadilan Negeri ( pasal 6 UU No.280rltentang
besarnya nilai gugat dari perkara yang telah dgpittulebih dari
Rp.100,- atau kurang dan saat ini tidak ada lagkgra yang
nilainya sekecil itu dan praktis semua perkara g@@rdyang
diputus oleh Pengeadilan negeri dapat dimintakarding ) dan

untuk hukum acara perdata yang akan datang pephkirian
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tentang nilai yang diperkenankan untuk bandtg.Oleh salah
satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentinganatiajminta
supaya pemeriksaan itu diulangi oleh pengadilaggtinyang

berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

ad.3 Tata cara Pemeriksaan Tingkat Banding
Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan dengameriksa
berkas perkara pemeriksaan pengadilan negeri sd&t surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara terselaut.bi
dipandang perlu hakin dapat mendengar langsungpeleai pihak
yang berperkara juga saksi dan juga memerintahkatoku
melengkapi bahan yang diperlukan, pemeriksaan wikak oleh
pengadilan tinggi dengan tiga orang hakim sebaggelim hakim
,satu orang hakim sebagai ketua dan lainnya selaggota dan
dibantu oleh seorang panitia.pada tingkat bandpemeriksaan
ulang terhadap perkara yang telah diperiksa dantusp oleh
pengadilan negeri, dalam pemeriksaan ini majelishakim
banding mempertimbangkan dalil dalil nya, apakalaeat hal
yang baru dalam memori bandingnya, jika tidak maiaelis
akan mengesampingkan, dengan dikoreksi oleh mdjalism
maka akan terjawab apakah putusan hakim pengaddgeri
sudah tepat atau ada kesalahan. pemeriksaan akukdn dari
awal meliputi semua fakta dan hukumr$a.

ad.4 Putusan Peradilan Tingkat Banding
setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan elismdakim
banding segera menjatuhkan putusannya. Putusamnigadapat
berupa’

I. Menguatkan putusan pengadilan negeri

' Abdulkadir MuhammadHukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti, 2000), him.166

**Ipid., him175-176

Y bid
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Ii. Memperbaiki putusan pengadilan negeri
lii. Membatalkan putusan pengadilan negeri

Apabila pengadilan negeri memutuskan tidak berwgnan
memeriksa perkara, kemudian oleh yang bersangkutan
dimintakan banding dan pengadilan berpendapat laitinya
pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara, maka
pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilagemelan
memerintahkan kepada pengadilan negeri yang bedastarg
untuk memeriksa dan memutus perkara.Demikian pika |
putusan pengadilan negeri kurang memperhatikanrécegan
mengenai peristiwa yang dikemukakan oleh pihak kpibdan
syarat syarat yang diharuskan undang undang yamigkbe
pengadilan tinggi membatalkan putusan itu dan migadakan
supaya pengadilan negeri memeriksa kembali, ataiggu#an
tinggi akan memeriksa sendiri itu dan memberikanugan
sendiri.setelah pengadilan tinggi memberikan putoga, maka
salinan resmi putusan dan berkas perkaranya dikamnkembali
kepada pengadilan negeri yang besangkutan.sqiataban itu
diterima pengadilan negeri ketua memerintahkan ayap
memberitahukan isi putusan pengadilan untuk melkgaj
permohonan kasasi kepada mahkamah agung ataspadasdah
ketua pengadilan negeri, panitera memerintahkausitar untuk
memberitahukan isi  putusan banding dengan surat

pemberitahuan.

Menurut Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinatard bukunya Hukum
acara Perdata bahwa pihak yang telah memenangrpedkingkat pertama

tidak boleh mengajukan banding karena yang dimaland berkepentingan
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lalah pihak yang kalah, bila pihak yang menang yarmangajukan banding
ada kemungkinan bermaksud jatat.

Dengan adanya SEMA 14/2010 tentang dokumen elg@ktmmaka perkara
yang diajukan setelah 1 Maret 2010 bisa diseleralkhih cepat proses
minutasinya. Hal ini karena operator tidak lagilakakan pengetikan ulang
bagian-bagian putusan hal ini bagian dari dan pleragiang cepat murah dan

sederhana dapat dicapai.
3.1.2 Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yakni “casgarig berarti
membatalkan atau memecahkdh Tugas pengadilan kasasi adalah
menguji (meneliti) putusan pengadilan —pengadil@awahan tentang
sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yanguida terhadap
kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranys tifietapkan oleh
pengadilan -pengadilan bawahan tersébuitada asasnya, landasan
hukum kewenangan kasasi diatur dalam ketentuaal 24\ ayat (1)
perubahan ke-3 UUD 1945, dan pasal 43 UU No.14nt&alf885 jo UU
No.5 tahun 200%4 , pasal 20 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009, pergelas
umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU no. 48 tahun,Zi¥f§elasan umum
angka 2, pasal 28 dan 30 UU No. 3 tahun 2009. Dhs&umnya
menentukan bahwa terhadap putusan yang dibergdamdingkat akhir
oleh pengadilan pengadilan lain daripada Mahkamghng demikian

juga terhadap putusan pengadilan yang dimintakbanding dapat

'8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawir@gegit., him.150

Y Lilik Mulyadi, Op.cit.,him.247

% R.SubektiHukum Acara Perdata,cet.1, (Jakarta : Binacita/BPHN, 1982), him.160

L Republik Indonesid,ndang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No.5 Tahun 2004.
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dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung oleh pihakngya
berkepentingan .Menurut pasal 29 dan 30 UU No.hdrta 985 jo pasal
28 UU No.5 tahun 2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas
penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkupgradilan dalam
tingkat peradilan akhir. Permohonan kasasi diajukapada panitera dari
pengadilan yang menjatuhkan putusan yang dimaronfangka waktu
permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusatatiisi oleh pemohon
, dalam waktu 14 hari sejak permohoanan kasasildiaj*> Permohonan
kasasi wajib menanggapi memori kasasi dengarr&enemori kasasi.
Dan putusan yang diajukan kasasi adalah putusadirizg alasan yang
dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditemtudadam pasal 30
UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 28b4dalah :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

2. Salah dalam menerapkan /melanggar hukum yang lberlak

3. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan ofsdraturan
perundang undanngan yang mengancam kelalaian itugade

batalnya putusan yang bersangkutan .

Adapun ruang lingkup permohonan kasasi yang petinjal lebih
jauh adalah terhadap hal hal sebagai betikut

(1).Prosedur Administrasi Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi tenggang waktunya 14 hari baldaritahukan
atau diucapkan, permohonan diajukan dihadapan gpanPN dan

akan diterima jika telah dibayar lunas panjar bidgsasi yang

2 Republik Indonesia,Undang-Undang tentang Mahkaftamg, UU No5 Tahun 2004.
% Moh.MakaroQp.cit., hal.193

#0p.cit., UU No.5 Tahun 2004 pasal 30

% Lilik Mulyadi, Op.cit, him.248-264
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ditaksir dalam Surat Keterangan Uang Muka (SKUM) &amudian
pengadilan membuat akta kasasi dan register kasasikemudian
akta kasasi diberikan ke pihak lawan dalam wakbar?, untuk lebih

lengkapnya berikut prosedur yang harus dil&iui

1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda R
sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang ima
pendaftaran terhadap permohonan Kasasi.

2. Permohonan Kasasi dapat diajukan di kepaniterangadiar
Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalenedritunc
keesokan harinya setelah putusan Pengadilan 1
diberitahukan kepada para pihak. Apabila hari ke(dmpa
belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari I ilmiake
penentuan hari ke 1dempat belas) jatuh pada hari ki
berikutnya.

3. Permohonan Kasasi yang melampaui tenggang waldebie
di atas tidak dapat diterima dan berkas perkarainyak
dikiimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan |
Pengadilan (Pasal 45 A UU No. 5/2004).

4. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan panjar biaya k
yang dituangkan dalam SKUM, yang diperuntukkan:

1. Biaya pencatatan pernyataan Kasasi;

2. Besarnya biaya Kasasi yang ditetapkan oleh k
Mahkamah Agung ditambah biaya pengiriman melalak
ke rekening Mahkamah Agung;

3. Biaya pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;

1. BP pernyataan Kasasi;
2. BP memori Kasasi;

3. BP kontra memori Kasasi;

% Tata cara Permohonan Kasasi di Pengadilan Negearabulian, http://www.pn-
muarabulian.go.id/indexdiakses tanggal 14 januari 2011.
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4. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage)
pemohon;

5. BP untuk memeriksa kelengkapan berkas (inzage)
termohon;

6. BP amar putusan Kasasi kepada pemohon;

7. BP amar putusan Kasasi kepada termohon.

5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam kaip
tiga:
1. lembar pertama untuk pemohon;
2. lembar kedua untuk kasir;
3. lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas pexkar

6. MenyerahkanSKUM kepada pihak yang bersangkutan .
membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUMda
pemegang kas Pengadilan Negeri.

7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menayats
dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

8. Pernyataan Kasasi dapatetitna apabila panjar biaya perk
Kasasi yang ditentukan dalam SKUM telah dibayaasun

9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar
perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada
jurnal keuangan perkara.

10.Apabila panjar biaya Kasasi telah dibaylunas mak
pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akraysaal
Kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara dancabe
permohonan Kasasi tersebut dalam register indukape
perdata dan register permohonan Kasasi.

11.Permohonan Kasasi dalam waktijtujuh) hari kalender har
telah disampaikan kepada pihak lawan.

12.Memori Kasasi harus telah diterima di Kepanite

Pengadilan Negeri selamdatmbatnya 14 (empat belas) t
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kalender terhitung sejak keesokan hari setelah yp&ar
Kasasi. Apabila hake 14 (empat belas) jatuh pada hari St
Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke érhfa
belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

13.Panitera wajib memberikan tanda terima atas pem@r
memori Kasasi dan dalam waktu selamlbatbatnya 30 (tig
puluh) hari kalender salinan memori Kasasi ters
disampaikan kepada pihak lawan.

14.Kontra memori Kasasi harus telah diterima di Kefeaar
Pengadilan Negeri selamdambatnya 14 (empat belas) t
kalender sesudah disampaikannya memori Kasasi.

15.Sebelumberkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung h
diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk majaut
memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage)
dituangkan dalam akta.

16.Dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak pernmain
Kasasi diajukan, berkaKasasi berupa bundel A dan B h:
sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

17.Biaya permohonan Kasasi untuk Mahkamah Agung |
dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabarmgevar
- JI. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening K
31.46.0370.0 dan buktpengirimannya dilampirkan dale
berkas perkara yang bersangkutan.

18.Tanggal penerimaan memori dan kontra memori Kdsasis
dicatat dalam buku register induk perkara perdataregiste
permohonan Kasasi.

19.Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamahngigu
wajib dikirim ke Mahkamah Agung.

20.Pencabutan permohonan Kasasi diajukan kepada

Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri -
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ditandatangani oleh pemohon Kasasi. Apabila periaa
permohonan Kasasi diajukan oleh kuasanya maka
diketahui oleh principal.

21.Pencabutan permohonan Kasasi harus segera dikilem
Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta penca

permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Pafiitera

(2).Alasan — alasan diajukan permohonan Kasasi

Berdasarkan ketentuan pasal 30 UU No.14 tahun bt@8%/ebutkan

alasan alasan yang dapat diajukan untuk melakkdsesi adalah :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

c. Lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan olemaran
perundang undangan Yyang mengancam kelalaian ibhgade

batalnya putusan yang bersangkutan.
(3). Tatacara pemeriksaan Kasasi

Pemeriksaan kasasi didasarkan atastvankelijkheid ( dapat
diterimanya) permohonan kasasi. Yang dianggap sebagktu
mengajukan kasasi ialah waktu penerimaan permohkasesi yakni
sebagai dasar pemeriksaan kasasi, walaupun risalah diterima
lebih dahulu dan yang dipandang sebagai tanggaigiednan kasasi
adalah pada waktu biaya perkara diterima oleh @anipengadilan
negeri yang bersangkutan. setelah permohonan kdsasnpaikan
pada panitera maka panitera selanjutnya menyampaikpada
panitera Mahkamah Agung surat turunan surat putysanetapan
atau surat surat pemeriksaan, surat surat bukti pgsbuatan lain.
Yang selanjutnya menulis permohonan dalam daftam da

memberitahukan pada ketua MA. Dikepaniteraan bidpegdata

%’ Mahkamah Agung RMengadaptasi dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008n. 7-10

Universitas Indonesia
Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



69

berkas diteliti tentang dipenuhi kelengkapann$&EMA No.03 tahun
1973 dan SEMA No.1 tahun 1974).Kemudian oleh kgtegkara
dibagi dan ditunjuk majelis yang sekurang kurangteydiri dari atas
3 hakim anggota untuk memeriksa dan memutusnyasdiah satu
dari ketiganya ditunjuk menjadi ketua majelis yangemimpin
pemeriksaan dan sidang. Pemeriksaan dilakukansdieggas untuk
menjaga kesimpang siuran maka diadakan sidang pktrap minggu
untuk membahas masalah hukum secara umum untuk eneleip
pengertian bersama, kemudian dalam rapat majelis

dimusyawaratkaf®
(4). Putusan Peradilan Tingkat Kasasi

Putusan Peradilan Tingkat Kasasi ini pada asasngpatd
diklasifikasikan kedalam tiga (3) golongan, yaitu

a. Permohoanan kasasi tidak dapat diterima
Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhasyésrmal
untuk mengajukan kasasi seperti : dilampauinyggang waktu
melakukan kasasi, surat kuasa khusus tidak memesydrat,
belum dipenuhinya upaya hukum laierzet,banding), tidak atau
terlambat menyampaikan memori kasasi.

b. Permohonan kasasi ditolak
Mahkamah Agung RI menolak karendudex factie tidak salah
menerapkan hukum, kasasi tidak relevan dengan podédara.

c. Permohonan kasasi dikabulkan
Permohoanan ini dikabulkan jika alasan —alasamu lk¢heratan —
keberatan yang dikemukakan mengepalex factie dapat
diterima oleh hakim ,terhadap tidak dikabulkanpgamohonan

kasasi terdapat dua kemungkinan yakni ;

%8 Soedirjo,Kasas Dalam Perkara Perdata, (Jakarta: Akademika Pressindo,1983), him.69-
70.
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1. Mahkamah agung menyerahkan perkara tersebut ke
Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan
memutuskannya.

2. Mahkamah Agung Rl memutus sendiri perkara yang dono

kasasi itu.

Setelah dijelaskan sekelumit mengenai mengenaskdsstas, menurut
H.P.Panggabean seorang mantan hakim agung dasgogang pengajar
bahwa pada umumnya yurisprudensi dibentuk melaltugan — putusan

kasasi di mahkamah agung. Fungsi peradilan kadakita®®

1. Menyatakan satu kesatuan hukum(yang dapat diartik@mciptakan
unifikasihukum melalui yurisprudensi)
2. Menjaga kesamaan dalam peradilan (yang dapatkdiartnenjamin

peradilansecara cepat, sederhana dan biaya ringan).

3.2 Upaya Hukum Luar Biasa
3.2.1 Peninjauan Kembali (PK)

Menurut Sudikno Mertokusumo, reques civil yang utiatalam pasal 385
sampai dengan 401 RV, tidak lain adalah peninjakeambali suatu
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum téfapPada
hakekatnya, upaya hukum Peninjauan Kembali (PKarseamum diatur
dalam ketentuan Pasal 24 undang-undang Nomor 48nT2009, Pasal
34 dan Pasal 66-77 Undang-undang nomor 3 Tahun 2@@9untuk
perkara perdata Niaga diatur dalam ketentuan Rds&95, 296, 297 dan

298 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menyatakdmva apabila

29 H.P.PanggabeaPRenyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden)sebagai alasan
(baru) untuk pembatalan perjanjian(berbagai perkembangan hukum dibelanda dan Indonesia),
(Jogjakarta : Liberty,2010), him.xi.

30 Moh.MakaroQp.cit., him.205.
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terdapat hal hal keadaan baru yang ditentukan derigadang-Undang,
terhadap putusan pengadilan yang telah berkekinateum tetap (BHT)
dapat dimintakan peninjauan kembali (PK) kepadéanbhdemah Agung
dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak pibhak yerkepentingan.
Pada prinsipnya peninjauan kembali tidak menangaguhdksekusi dan
peninjauan kembali ini harus diajukan sendiri olgdwra pihak yang
berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnyang khusus
dikuasakan untuk itu(pasal 66 ayat(2) dan pasahy&f(1) UU No.14
Tahun 1985 jo UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkanggimg:™.

Alasan - alasan Peninjauan Kembali adalféh :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohong#au tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah @erkya diputus
berdasarkan pada bukti bukti yang kemudian olekinlhgidana
dinyatakan palsu.

b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surattSoiakti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara dgeeridak dapat
ditemukan.

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak ditinatau lebih dari
yang dituntut.

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan nbelyputus tanpa
di pertimbangakan sebab sebabnya.

e. Apabila antara pihak pihak yang sama oleh peteyadiang sama
atau sama tingkatannya telah diberikan putusarn Yeemtentangan

satu dengan yang lainnya.

3L Lilik Mulyadi, Op.cit., him.264
32 Moh. Taufik Makaro Pokok Pokok Hukum Acara Perdata, cet.1,( Jakarta:PT.Rineka Cipta,
2004), him.205-206
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f. Apabila antara pihak pihak yang sama oleh pengladiang sama
atau sama tingkatanya telah diberikan putusang ymtentangan
satu dengan yang lainnya.

g. Apabila dalam satu putusan terdapat satu ke khildpkim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas mengenairafasainjauan kembali

dibagi menjadi 2 kelompok alasah

1. Alasan alasan yang dasarnya diketemukan dalam ggerbualari salah
satu pihak yang berperkara atau orang ketiga.

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongéau tgpu
muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelarkg@a diputus
atau pada suatu keterangan saksi atau surat sukait yang
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

b. Apabila setelah perkara perkara diputus ,diketemudwrat surat
bukti yang bersifat menentukan ,yang pada waktupdr&ara
diperiksa tidak dapat di ketemukan.

2. Alasan — alasan yang dasarnya diketemukan dalamil&in atau
kekeliruan hakim  sendiri dalam  melaksankan hukacara
sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 196820% isinya
mengenai peninjauan kembali) yang disempurnakeseltat ,ialah :

a. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak didiratau lebih
dari pada yang dituntut.

b. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan beliputds tanpa
dipertimbangan sebab — sebabnya.

c. Apabila antara pihak — pihak yang sama mengersusoal yang
sama , atas dasar yang sama oleh pengadilan garegatau sama
tingkataanya telah diberikan putusan yang satuas&mnya

saling bertentangan .

%3 Soedirjo,Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata,cet.1(Jakarta:Akademi pressindo,
1986), him.18.
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d. Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan enkedn yang
bertentangan satu dengan yang lainnya.

Terhadap alasan bagian kesatu diatas ada belmagangan, yakni

a. Peninjauan Kembali hanya dapat dipakai atas kefnifeerhadap fakta
(faithelijke dwaling).
Pokok masalah dalam Peninjauan kembali adalah ndekga koreksi
terhadap suatu koreksi terhadap suatu putusam dalam satu segi
tidak sesuai, tidak tepat, sebab —sebab fakta yhjagikan dasar
putusan hakim tidak beres (tidak memenuhi syarateh karena itu
hakim melakukan ‘dithelijke dwaling”, “ error de fait ”
Bila mana hakim melakukan faithelijke dwaling “ Ment ten kate
bila hakim memberikan dasar putusan yang diambiitsa dasar fakta
yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, jikamhaelah
mengambil putusan dengan mempergunakan fakta guoale atau
materil yang bertentangan dengan kebenaran selisyar atau
sebagai cukup lengkapdledig);dalam hal mana dengan fakfai{)
melihat hal yang tersebut diatas — harus dimaksudkgala hal, yang
tidak dapat diberi kualifikasikan sebagai das&sumu “(rechtground)
dalam arti pasal 48 RV (pasal 178 HIR) atau yamghldagus segala
hal, yang didalamnya- dan sepanjang dalam hatitakim harus
menilai tidak terlepas dari para pihak atau oregtgga secara mandiri
—dilihat dari tugas dan jabatnnya.
Pada umumnya, sebaiknya daripada evaluasi terhhdlpm yang
diterapkan, hakim dalam menetapkannya fakta fakl@am suatu
perkara bergantung pada penjelasan dan bantuag dylaerikan oleh

pihak pihak yang berperkara.
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b. Peninjauan Kembali hanya dapat diterim®nt{ankelijk), jika

kekhilafan factual dibarengi dengan putusan yangndasatu segi
merugikan.
Agar permohonan peninjauan kembali dapat diteritidak cukup
dikemukakan dalil, bahwa terdapdithelijke dwaling” tetapi juga
bahwa perbuatan tersebut telah merugikan.Adalalurens yang
mendasar bahwa pihak yang mengajukan keberataadsgshputusan
dipersoalkan dalam satu segi dirugikan, sedangyad&garugian itu
timbul dari “kekhilafan terhadap fakta” yang terdagalam putusan

c. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas)

Agar peninjauan kembali dapat diterima sebagi dasmeriksaan
harus dapat dipastikan bahwa adanya hal yang nkamgialam satu
segi dalam putusan itu melalui dasar yang fakttafeya tidak benar
disebabkan oleh satu alasan atau lebih, hanyadatss inilah dapat
diperiksa.

keadaan menurut hukum dapat ditunjuk sebagaibseba suatu
akibat ,syarat ini harus ada untuk timbulnya aKilzondition sine
gua non) Peninjauan kembali hanya menghendaki ppaenya
dalam hal , dimana tuntutan kepastian hukum btmgan dengan
tuntutan keadilan.

d. Wajib dalil dan beban pembuktian
Pemohon prinsipnya wajib mendalilkan semua fakta &aadaan
yang diperlukan agar permohonan PK dapat diterttaa, sekurang
kurangnya harus ternyata bahwa salah satu diaktadaan atau
fakta — fakta yang ditentukan terjadi penyerangim menimbulkan
ketidak beresan bagi putusan sehingga putusarbaréman kerugian

bagi pihak lawan dalam satu segi.

Kemudian dalam pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 jo N&5 Tahun
2004 mengatur mengenai tenggang waktu untuk mekaaj peninjauan

kembali yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hatuk ;
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1. Yang disebut dalam hurup a sejak diketahui keboaoragau tipu
muslihat atau sejak putusan hakim pidana berkakubtikum
tetap dan telah diberitahukan kepada para pibag perperkara,

2. Yang disebut pada hurup b sejak ditemukan surat sukti yang
hari serta tanggal diketemukan harus dinyatakambawhh
sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang

3. Yang disebut pada hurup c,d dan f sejak putusakekeatan
hukum tetap (BHT) dan telah diberitahukan keppde pihak

yang berperkara.

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap Penirfambali dalam
perkara perdata dapat diklasifikasikan kedalarftigh) golongan
yaitu** :

a. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan
Kembali tidak dapat diterima.

b. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan penirkauamali
ditolak

c. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan penirjauaoali
dikabulkan.

3.2.2 Perlawanan Pihak Ketig®érdenverzet)

Pada asasnya derden verzet/verzet door derdenhadpdya hukum luar
biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan gariuhakim yang
merugikannyZ. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilarugiien
kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketigadieut dapat mengajukan
perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 37208 HIR). Dalam
praktek terdapat dua (2) macam perlawanan pihagekgaitu’® :

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan

3 Lilik Mulyadi, Op.cit, him.272
*bid.,nim.275
% Moh.MakaroQpcit., .him.211
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Terhadap perlawanan pihak ketiga ini  tidak menured@ekusi atau
pelaksanaan putusan , kecuali ada perintah laim kitua Pengadilan
negeri.dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa peonah perlawanan pihak
ketiga ini diajukan kepada ketua Pengadilan negkhi.Knottenbelt dalam
majalah Indisch Tijdschrift van het recht penemig&eptember 1939 No.149
halaman 168 dan seterusnya mengemukakan bahveavpaen pihak ketiga
terhadap sita conservatoir harus diperkenankanh &lrena dibutuhkan
dalam prakteK. Dalam melakukan derden verzet maka yang perlu
diperhatikan oleh pelawan agar perlawanan berhaslka pelawan harus
dapat membuktikan bahwa barang yang disita ituupakan miliknya,
praktiknya sehubungan dengan diajukannya derdexetvini ketua majelis
hakim yang memeriksa perkara selalu harus melg@okembangan perkara
kepada ketua PN. Hal ini dimaksudkan agar ketua é&pat menentukan
kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditakggulya eksekusi

terhadap perkara tersebut.

3.3 Putusn Hakim.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi prosesgapgkan gugatan
penggugat ,jawaban tergugat ,replik penggugat kiupgligugat,pembuktian
dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugaipun oleh tergugat
selesai dan pihak pihak yang berperkara sudah tdik lagi yang ingin
dikemukakan ,maka hakim akan mengajukan putusdmdep perkara
tersebut agar putusan dapat ditegakan maka putiisasendiri harus
memenuhi asas yang terkandung dalam pasal 178 88RBG dan pasal 50
UU No.48 tahun 2008yakni :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

37 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawir@gegit., him.143
3 M.Yahya HarahapQp.cit., him.797- 803.

Universitas Indonesia
Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



77

d. Diucapkan dimuka umum bersifat imperatif
Putusan hakim merupakan saat saat yang ditungdupalra pihak yang
berperkara , dengan putusan hakim itulah ditemigastian hukum
untuk memperoleh keadilan .Pengertian putusan hadalah Suatu
pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negarsgy ydiberi
wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dartujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagketa antara para
pihak®®. Dan menurut Sudikno Mertokusumo ,keputusan hakétalah
Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusamaitken juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulim da@mudian
diucapkan oleh hakim dipersidang@n.
Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yangpkan pada sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyiasa atau
mengakhiri perkara perdata.

Keputusan Pengadilan menurut pasal 14 (2) UU &d.dhun 2009
adalah Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakvagib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertutlsadep perkara
yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tieigksahkan dari
putusan. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman No. 48 Tahun 2009, bahwa hakim dalam nhesnguatu
perkara wajib bermusyawarah untuk mencapai kes&aldan apabila
gagal mencapai kesepakatan, maka terbukalah trsgespinion, dan
semua pendapat harus masuk dalam putusan dandiakses oleh para
pihak dan oleh siapa saja artinya Putusan diandeitdasarkan
sidang/rapat permusyawaratan hakim yang bersifaisia (vide Pasal 14
ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan HKeta juga
Ikhtisar rapat/sidang permusyawaratan tersebutditdaangani oleh ketua

39 Moh.Makaro,Op.cit., him.124-125.

0 Sudikno Mertokusumejukum Acara Perdata Indonesia, (Jogjakarta: Liberti, 1998),
him.210.

“1 Moh. Makaro Dalam Pokok- Pokok Hukum Acara Pexdméngutip dari tulisan Riduan
Syahrani,1988:83.
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majelis dan panitera sidang (vide Pasal 51 UU N®.Téhun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman).

3.3.1 Susunan dan Isi Putusan

Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari senmgguhgan

peradilan disebut Jurisprudensi, yang berarti ganupengadilan yang

penetapan kaedahnya menimbulkan keyakinan, sgidgkuti oleh

hakim lain, agar dapat diikuti mengikuti kaedah gamenar dengan

bentuk suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagiatuya

1. Kepala Putusan
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai keada bagian
atas putusan yang berbunyi” Demi keadilan berdasaketuhanan
yang maha esa” Pasal 2 ayat (1) UU No0.48 Tahun 280@fang
kekuasaan kehakimdh. Kepala putusan ini member kekuatan
eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan tidak
dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, makanhidkak dapat
melaksanakan putusan tersebut.

2. ldentitas Pihak-pihak yang berperkara
Dalam suatu perkara atau gugatan mempunyai seklkaragngnya
dua pihak yang saling berhadapan vyaitu penggugat tdrgugat
,maka dalam putusan harus dimuat identitas dara gahak :
nama,alamat,pekerjaan,dan namaa dari pengacaralayagara pihak
menguasakan kepada orang lain.

3. Pertimbangan atau alasan-alasan
Pertimbangan atau alasan —alasan dalam putusam hatdiri dari
dua bagian vyaitu pertimbangan tentang duduknya aparkdan
pertimbangan tentang hukum .pasal 184 HiIRan pasal 14 UU No.
48 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap putusan gitargaalam
perkara perdata harus memuat ringkasan gugatajawaban dengan

“’Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1) UU No.14 tat@i70.
**Baca Pasal 184 HIR.
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jelas, alasan dan dasar putusan, pasal —pasal lsgktan tidak
tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadiaknya pihak
pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilacapkan
.Meskipun pasal tersebut sudah menetukan bahwatagyugdan
jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas sajaum dalam
praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawahamuat dalam
putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan nagakggbputusan
mempunyai nilai objektif, selain itu juga mempunyalbawa. Putusan
pengadilan yang kurang cukup pertimbangan hukummerupakan
alasan untuk kasasi dan putusan tersebut hahztatkan (MA
tanggal 22-7-1970) No0.638K/sip/1969; MA.tgl 16-1270
N0.492/K/sip/1970) namun tidak menyebutkan dengayag
peraturan hukum mana yang menjadi dasar putusaak tid
mengakibatkan putusan tersebut batal.(MA,tanggal-2970 No.80
K/sip/1969).selain itu, putusan pengadilan yandasarkan atau
pertimbangkan yang menyimpang dari dasar gugdtarus
dibatalkan .(MA, Tanggal 1-9-1971 No.372 K/sip/1R@asan alasan
hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik<tdiari ketentuan
VI

i. Pasal — pasal tertentu peraturan perundang — uadang

ii.  Hukum kebiasaan

lii.  Yurisprudensi

iv. Doktrin hukum

4  Amar atau Dictum Putusan
Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum , tapa@ suatu hak,
lenyap atau timbulnya keadaan hukum isi putusamg ydisebut hukuman
yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentng paling penting dari
amar atau dictum ini adalah tentang pokok perkga&ty menjadi pokok
perselisihan. dalam dictum ini ditetapkan siapagyberhak atau siapa yang

4 M.Yahya HarahapQp.cit., HIm.798
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benar atau pokok perselisihan itu. putusan tidd&hbmengabulkan melebihi
tuntutan yang yang dikemukakan dalam gugatan ndana ini disebut ultra
petitum partium dan hakim yang melanggar ini dgapmtelah melampaui
batas wewenang, Apabila putusan mengandung dtium partium harus
dinyatakan cacatirfvalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikat
baik(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umyubliC interest).
oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip uftetitum sama dengan
pelanggaran terhadapinsip rule of law *>:

i. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukundalpal sesuai dengan
prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum
(accordance with the law),

ii. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dangyalituntut,nyata —
nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pagaayat (3) HIR
kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip ruleagfsiapapun tidak boleh
melakukan tindakan yang melampaui batas wewebayad the powers of

his authority).

3.3.2 macam — macam putusan hakim
Pasal 190(1) HIR/201(1) RBG menentukan bahwa potask hanya
dapat dimintakan banding bersama —-sama permintaardiriy
terhadap putusan akhir dan pasal 185 HIR/196 RBfang bukan
putusan akhir walau harus diucapkan dipersidangaoat tidak
terpisah hanya dibaut berita acara.
Dari hal tersebut diatas, putusan dibedakan megjascant®:
1.Putusan seldyssen vonis)
Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sehmltusan akhir
yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkamalam hal ini

pasal 136 HIR menentukan eksepsi (tangkisan) yaigramya

4> M.Yahya harahapQp.cit., him.802
6 Moh.Makaro,Op.cit., him.129
4" Moh.Makaro,Op.cit., him.129
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hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, keterstang hal

hakim tidak berkuasa ,tidak boleh dikemukakan, d@&mbang

sendiri sendiri, tetapi harus dibicarakan dan wigkan bersama —
sama dengan pokok perkara.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putuksrya#u :

1. PutusanPreparatoir, yaitu putusan persiapan mengenai jalanya
pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna
mengadakan putusan akhir, sebagai contoh putuséunk u
menolak pengunduran pemeriksaan saksi.

2. Putusarinterlocutoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan
pembuktian, Contoh : Putusan untuk pemeriksaani ksl
pemeriksaan tempat.

3. Putusanincidentiel adalah putusan yang berhubungan dengan
insiden, yaitu peristiwva yang menghentikan prosguadilan
biasa. Contohnya putusan yang membolehkan masykhgk
ketiga ikut serta dalam suatu perkara.

4. PutusanProvosional, vyaitu putusan yang menjawab tuntutan
provisi yaitu permintaan pihak yang berperkarar aladakan
tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satak pi

sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan akhigind Nonnis)
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkeda
tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengaditargkat
pertama,pengadilan tinggi dan mahkamah adfing.
Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnyaptidgpedakan
atas 3 macam vyaitu ;
1. Putusan Condemtoir yaitu putusan yang bersifatgmekum

pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi .

*® |bid., him.130
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2. Putusan Declaratoir ,yaitu putusan yang amarnyayatakan
suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut huku
3. Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang amarnya aiptakan

suatu keadaan baru.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir diatas, makdusan yang
memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yangifdielcondemtoir,
sedangkan putusan yang bersifat konstitutif datadsoir tidak memerlukan
pelaksanaan /tidak memerlukan perbuatan dari ssdah pihak dan upaya
paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanptuda pihak yang
kalah untuk melaksankanrya Dan untuk dapat dijalankannya (eksekusi)
putusan perdamaian yang mengandung eksekusi raur dlalam pasal 200
ayat (11) HIR/pasal 1033RV, yang mengandung pembayaang diatur
dalam pasal 195 HIR sampai dengan 200 HIR sedangkag mengandung
pelaksanaan suatu perbuatan (untuk melakukan s@¢sdiatur dalam 225
HIR.*

3.3.3 Kekuatan Putusan hakim

HIR/RBG sama sekali tidak memuat ketentuan tentesiguatan putusan
hakim, kecuali dalam pasal 180 HIR/191 RBG hanyayebutkan adanya
suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetsq.FL.917 dan 1918
KUHPerdata juga menyebutkan kekuatan suatu putbakim yang telah
memperoleh kekuatan mutlak juga disebutkan tenteeiguatan putusan
hakim dalam pasal 13 UU no.48 tahun 2009 tentagkudsaan Kehakiman .

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum ydag thdalam perkara

perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu

1. Kekuatan Pembuktian mengikat yakni putusan hakim sebagai

dokumen yang merupakan suatu akta otentik men@nggrtian undang

9 Moh.Makaro,Op.cit., him.131

0 M.Yahya HarahajRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2005), Hal:304.

*1 M.Yahya Haraha@p.cit., him.131-132
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— undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatambpktian
mengaikat antara para pihak yang berperkara,tg@mbuktian bahwa
telah ada suatu perkara antara pihak pihak yamipdlikan dalam putusan
itu.

2. Kekuatan Eksekutorial yaitu kekuatan untuk dapgiakakan dengan
bantuan para aparat keamanan terhadap pihak ydaly thenaatinya
dengan suka rela.

3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisn) yaitu kekuahtuk menangkis
suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah perimatusl atau
mengenai hal yang sama bardasarkan asas neithsnn

Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikatgrkaehkedua belah pihak
(pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusenimbulkan beberapa
teori yang hendak mencoba memberi dasar tentangakak mengikat daripada

putusan, berikut teori tentang dasar kekuatan pattis
- Teori Hukum Materil

Kekuatan mengikat dari putusan mempunyai sifauhuknateril oleh karena
mengadakan perubahan terhadap wewenang dan  kawajib
keperdataan:menetapkan,menghapuskan,atau mengebaiuin teori ini
putusan dapat menimbulkan atau menghapuskan hutiogam.

- teori hukum acara

Putusan bukan lah sumber hukum materil melainkarbsu sumber wewenang
prosesuil .artinya siapa yang dalam suatu putuskuidsebagai pemilik ,maka

ia dengan sarana prosesuil terhadap lawannya dapatdak sebagai pemilik.

- teori Hukum Pembuktian
putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetagidalamnya ,sehingga
mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menuruti i@o0 pembuktian

*2 Sudikno mertokusuma@p.cit., him.214-215
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lawan terhadap isi putusan yang telah memperolkbatan hukum yang pasti
tidak diperkenankan .
- Teori terikatnya para pihak pada putusan

Terikat para pihhak kpada putusan dapat mempunyaipasitip dan

daapat pula mempunyai arti negative.arti posité gang telah diputus

diantara para pihak berlaku sebagai:

a. positip benar.apa yang diputus hakim harus dianggeapar :res
judicatto pro veritate habetur (pembuktian lawaaki dimungkinkan,
terikatnya para pihak ini didasarkan pada UU (ds7B3V)

b. negatip adalah bahwa hakim tidak boleh memutus aparkang
pernah diputus sebelumnya antara para pihak yamga sserta

mengenai serta pokok perkara yang sama(ne biem id.34 RV).
3.3.4 Putusan hakim yang dapat dilaksankan

Pada dasarnya putusan hakim dapat dijalankan apegiéh mempunyai kekuatan
hukum tetap.Dan menurut Mahkamah agung pada asasmyumumnya kesalahan
hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang pearadiéperti yang dinyatakan
oleh pasal 3 (1) UU 48 tahun 2009 tidaklah merapa&lasan untuk mengajukan
gugatan perdata terhadapnya sehingga pasal 1365 PKtkdita tidak dapat
diterapkan untuk kesalahan kesalahan hakim dalamnjataekan tugas

peradilanny®®

Pasal 180 (1) HIR/191(1) RBG menentukan, Pengadildegeri dapat
memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lelahulu walaupun ada

perlawanan atau banding, jia

a. Ada surat yang sah (akta otentik) atau tulisan wigdta tangan yang
menurut undang undang mempunyai kekuatan bukti.
b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah memipkekuatan

hukum yang tetap.

*3 Sudikno MertokusumdQp.cit., him.212
>4 Moh.Makaro,Op.cit., him.132
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c. Dikabulkannya gugatan yang didahulukan (gugatarvgsionil),dalam
sengketa tentang hak milik.
Ada beberapa surat mahkamah agung yang berhubdegaan masalah
menjalankan putusan hakim :

Surat Edaran mahkamah agung No.13 tahun 1964 :smeksikan

kepada hakim jangan memberikan putusan yang dapagsuing
melaksankan jika dibanding,kecuali apabila dipagdaemang perlu
dan perlu persetujuan dari MA

- Surat Edaran MA No.15 Tahun 1969 : menyerahkan paldgang
bersangkutan untuk memeriksa,mempertimbangkan danutuskan
dapat atau tidaknya dikabulkan permintaan persatupelaksanaan
putusan yang dapat dilaksankan lebih dahulu.

- SE No.3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 isinya agangindahkan
syarat — syarat yang diperlukan untuk dapat memjan putusan
yang dapat dilaksankan lebih dahulu.

- SE No.6 tahun 1975 yang isinya agar seluruh PN tidak dapat
menjatuhkan putusan yang langsung dilaksankan ledahulu
walaupun syarat pasal 180 HIR telah terpenuhi.

Dalam hal inipun hendaknya diingat bahwa putusadiierikan :

a. Apabila ada konservatoir beslag yang harga baramgng yang
disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlahgydigugat.

b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemo
eksekusi yang seimbang.

- SE No0.03 tahun 1978 yang isinya kurang lebih saergan SEMA
tahun 1975.

Sedangkan menurut yurisprudensi MA berkaitan dentyadakan aparat
peradilan telah dinyatakan dalam Putusan MARI. Blb.K/Pdt/1990 tanggal 27
Pebruari 1992. Aparat peradilan yang pelaksanakgeasttugas teknis peradilan atau
kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan segoardata.Tindakan aparat
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peradilan yang melanggar kewenangan atau melamipaiais yang dibenarkan
hukum, dapat diajukan kepada instansi peradilarg yahih tinggi, dalam hal ini

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk diadatkadakan pengawasan.
Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang melogan cacat hukum dapat
diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengaramk sebagai tergugat pihak
yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, ddw@rbinakim, jurusita atau

panitera yang bersangkutah.

> Baca buku Yurisprudensi MA tahun 1992 yang diketaaroleh Mahkamah Agung.
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BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH

4.1 KasusPosisi

Pada awal terjadi sengketa yang didaftarkan padagoan Negeri Jakarta
Selatan, pihak penggugat adalah Sdr.Raden Prabavwyon8 dengan pihak tergugat
pihak yayasan Fatmawati cq pengurus, atas perkamg yerdaftar pada pengadilan
Jakarta selatan:

1. Perkara derden vezet dengan No. Reg. 533/Pdt. GRRQak.Sel

2. Perkara PMH/Onrecht Matigedaad dengan No Reg.
147/Pdt.g/2001/PN.Jak.Sel

3. Perkara ingkar janji/wanprestasi dengan No. Reg.4/Pd.
G/2001/Pn.Jak.Sel

Pada pengadilan tingkat pertama akhirnya pihak gega dimenangkan oleh
majelis hakim, pihak yasasan akhirnya mengajukamdibg atas putusan pengadilan
negeri jakarta selatan, akhirnya Pihak yayasak fd@s dengan hasil tersebut sehingga
kemudian mengajukan upaya hukum banding, tapi sBebploses banding selesai atau
vonis, terjadi perdamaian antara Yayasan Fatmdteafjugat) dan Sdr.Raden Prabowo
Sarjono (Penggugat) dengan menandatangani aktempar@h melalui kuasa hukum
pihak Yayasan Fatmawati, yakni saudara Wahyu Afa®dH sebagai pengacara,
kemudian saudara Wahyu Afandi, S.H yang menandgtam akta perdamaian dengan
pihak penggugat dimana isi dari putusan perdantargebut adalah bahwa antar kedua
belah pihak, yaitu Yayasan Fatmawati (tergugat) Banggugat, telah sepakat untuk

menyelesaikan perkara-perkara yang dalam prosesvdibini dengan jalan damai atau
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mufakat yang hasil permufakatannya termaktub dalamdari akta perdamaian

tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkangan penetapan pengadilan
negeri dengan No. Reg. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sehn derkara-perkara yang

diselesaikan berdasarkan akte perdamaian tersebut :

1. Bahwa Tergugat sepakat memberikan Penggugat rgantberupa uang sebesar
Rp.20 Miliar dan atau tanah hibah milik pihak para yang dikenal dengan akta
hibah PPAT Camat Cilandak , Nomor 018/1.711.03/1986ggal 1 Januari
1986 ,luas 10.000 M2 yang digunakan untuk aredtipgrdan RSKO Rumah
Sakit Umum Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat,Kdandak Kodya Jakarta
Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan mugebesar Rp.35Milyard
pihak kedua Yayasan Fatmawati tidak ada kewajilma@mbayar/memberi uang
kontan dari uang kas Yayasan.

2. Bahwa Tergugat menerima 90 Milliar dan PenggugetsAl-Amin menerima
55 Milliar dari hasil penjualan seluruh tanah a¥&sfasan Fatmawati .

3. Bahwa kewajiban — kewajiban Tergugat kepada :

4. Sdr.Hadi telah dianggap selesai karena yang bétstargtidak mau mengambil
uang sebesar 300 juta yang berada di Perpahi.

5. Sdr.Haryono telah diberikan uang transport seldepa’ juta

6. Bahwa pembangunan kamar mayat,rumah dokter,flat ddaksankan setelah
tanah asset Yayasan Fatmawati selesai /laku dkephda investor yang
disetujui kedua belah pihak.

7. Bahwa para pihak sepakat dan menyatakan semuarpetdidadap perkara
N0.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel, Nomor  533/Pdt.G/2000&kSel,Nomor
124/Pdt.G/2001/PN.JakSel dinyatakan selesai daryatekan untuk mencabut
kembali.

8. Bahwa dengan telah diputuskankannya perdamaiamaak&ua belah pihak

oleh majelis hakim PN Jaksel dinyatakan peneta@ta Jaminan
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Nomor:147/Pdt.G/2001/PN.Jaksel atas tanah Golf asel@30.000M2 dan
rekening yayasan Fatmawati di Bank BNI 46 dinkatadicabut setelah kuasa
jual aset tanah yayasan Fatmawati diberikan kepéthk penggugat .

9. Bahwa pihak kedua memberi surat kuasa /surat tkgpada pihak pertama
untuk menjual seluruh aset tanah Yayasan Fatma@ali course yang terletak
dijalan RS.Fatmawati dan TB Simaatupang seluasHa3dan semuanya
dilaporkan dan diketahui oleh pihak kedua/ketuagpeus Yayasan Fatmawati ,
dan surat kuasa/tugas dibuat dihadapan notarg lyamsi bahwa pihak pertama
adalah kuasa sah satu — satunya dari yayasanwatmaintuk menjual aset
tanah dimaksud.

10. Bahwa para pihak memohon kepada majelis hakim d&klag Negeri Jakarta
selatan agar putusan perdamaian berisikan asiara |
1) Menyatakan Akta Perdamaian ini sah menurut hukum
2) Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk mentaapesdamaian tersebut
3) Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakarspatini

4) Kuasa Hukum sah menurut hukum.

Tergugat tidak puas dengan Putusan Perdamaiadl NBdt. G/2001/PN.JakSel
dan tidak dengan sukarela menjalankan isi putusatiamaian. Maka atas hal tersebut
melakukan upaya hukum :

1. Mengajukan perlawanan Pengadilan Jakarta Selatahad@ putusan
perdamaian tersebut yang subjek, objeknya samaadegggatan Pemohon atas
perbuatan melawan hukum, dengan nomor 213/Pdt.G/RB0JakSel, tanggal
10 juni 2002 dengan amarnya “Mempertahankan, PatuBgrdamaian
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 147/F2003/PN.JakSel.

2. Melakukan upaya banding ke PT DKI Jakarta atas saumuperlawanan PN
JakSel No. 213/Pdt.G/2002/PN.JakSel. bandingngk titerima oleh PT
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3. Mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah AgunguBipIndonesia atas
putusan Perdamaian N0.147/Pdt.G/2001/PN.JakSel sualnigk, objeknya sama
dengan gugatan Pemohon atas perbuatan melawan hdkar?K tersebut telah
diputus oleh MARI N0.460 PK/Pdt/2002, tanggal 19vBimber 2002, dengan
pertimbangan hukumnya bahwa PK tersebut tidaknditi&n , oleh karena tidak
termasuk alasan- alasan PK, adapun amar PK addlaholak Permohonan
Peninjauan Kembali Yayasan Fatmawati c/q Penguaysi¥an Fatmawati”
Tidak puas dengan putusan Peninjauan Kembali (dnudian tergugat
( Yayasan Fatmawati ) menggugat Tn.Wahyu Afandi $.H ( awalnya
adalah Advocat /Penasehat hukum Yayasan Fatmawatigan gugatan PMH,
berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Pusat IR®B8Z5/2003/PN.JKT.PST
dalam amarnya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan perbuatan Wahyu Afandi melakukan pengdadganan akta
perdamaian tanpa persetujuan principal yang kemuditetapkan dalan
sebuah keputusan hakim adalah perbuatan melawamh{fgtViH).

2. Menyatakan Akta Perdamaian tersebut tidak mempu@faiatan hukum.

3. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isa gk¢rdamaian yang

dibuat dan ditanda tangani tergugat.

4.2 Analisa Kasus
Jika disimpulkan secara sederhana mengenai perdardapat disimpulkan “suatu
persetujuan untuk menghentikan sengketa dengartaatpa diperiksa atau diputus oleh
hakim dan dibuatkan akta agar memenuhi formaliteslgbriaku seabagai suatu putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yaiag tet
Dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang N0.30/1999 tentang Arbitrase darrddtd Penyelesaian Sengketa
berlaku 12 Agustus 1999.
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2. Undang-undang No0.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
Pasal 1851 — 1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Petfapaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks R88aHIR/154 RBg.)
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentesgegdur mediasi di
pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun2008 tergessedur mediasi di
pengadilan.

4..2.1 Pihak Yang Berwenang Terhadap Akta Perdamaian

Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama meme@mgbara pihak untuk
menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pa3@l HIR/Pasal 154 RBg
khususnya ayat ( 2 ) HIR dan beberapa ketentuary&ig diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Sesuai dengan pengertiamhAkara Perdata yang diberikan
oleh Muhammad Nasir yakni “ kaidah hukum yang natagcara dan prosedur hukum
dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan naslakan putusan tentang
tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjgggaknya hukum perdata materil
melalui lembaga peradilan “. Dalam mediasi (forrh#)l yang tidak kalah penting ialah
mengenai isi perjanjian perdamaiannya (materil)gyaidak lepas dari konteks hukum
perjanjian Indonesia, adapun yang menjadi sahngargian terdapat dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu :
(1) adanya kata sepakat secara sukarela
(2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan
(3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu
(4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Apabila unsur-unsur sahnya perjanjian tidak tespemengakibatkan terjadinya

kebatalan perjanjian, menurut Kitab Undang- undatigkum Perdata, terdapat
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beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian. Alasadapat dikelompokan dalam
lima kategori sebagai berikdt :
a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oletang-undang untuk jenis
perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batami hukum.
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian , ymergkibat :
I.  Perjanjian batal demi hukum, atau
ii. Perjanjian dapat dibatalkan;
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjiaig yeansyarat
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dason pauliana
e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khbergasarkan undang undang.

Jika kita mencermati point.a Tidak terpenuhinyasparatan yang ditetapkan
oleh undang-undang untuk jenis perjanjian forgahg berakibat perjanjian batal demi
hukum.  Menunjuk pasal 1851 KUHPerdata mengenai udskan,
menyerahkan,menjanjikan dan menahan suatu objganpan diharuskan oleh pihak
yang mempunyai kewenangan jika dilakukan olehkpieng tidak punya kuasa atau
kewenangan mengakibatkan batal demi hukum. Pyaalg menanda tangani akta
perjanjian perdamaian harus memahami mengenai je@ignjiannya, perjanjian
perdamaian termasuk Perjanjian timbal balik yakperjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, untuk ita dikaitkan dengan pasal 1851
KUHPerdata tentang kewenangan menyerahkan, mem#mmenjanjikan suatu objek
perjanjian menjadi sangat penting dalam melaksameadamaian. Bagi pihak yang
akan menyerahkan masalahnya pada kuasa hukumnybBardskan memperoleh
persetujuan tertulis dari prinsigilJika dikaitkan dengan pendapat Subekti untuk

perdamaian diharuskan memenuhi formilnya maka ket@npasal 3 angka(4) perma

! Elly Erawati dan Herlien Budion®enjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, (Jakarta:
PT.Gramedia, 2010), him.5
’ pasal 3 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Replralinesia No.2 Tahun 2003.
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No.2 tahun 2003 jika tidak terpenuhi menjadikangrgian batal demi hukum karena
syarat subjektipnya tidak terpenuhi. lain lagi jj)eng membuat perjanjian khilaf bahwa
ia telah menanda tangani suatu perjanjian perdamaiang dasar hukumnya pasal 3
angka(4) sebagai seorang penasehat hukum maka pat dgaeminta pembatalan
perjanjian dengan didasar pasal 1449 KUHPerd&tasgbelumnya seorang kuasa telah
memenuhi tentang kuasa khusus yang diatur dalaat pa86 KUHPerdata:

“ Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata katany hanya meliputi
perbuatan perbuatan pengurusan.Untuk memindah rteagabenda benda atau
untuk meletakan hipotik diatasnya, atau lagi untukmbuat suatu perdamaian,
ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dap&tklin oleh seorang pemilik ,
diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata katatgegas”.

dan pasal 1797 KUHPerdata:

si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatap@p yang melampaui
kuasanya ; kekuasaan yang diberikan untuk menyk#égsauatu urusan dengan
jalan perdamaian, sekali kali tidak mengandung &e&an untuk menyerahkan
perranya pada putusan wasit.”

dan sekali lagi hal ini tidak lepas dari suatujgggian dilaksanakan berdasarkan

itikad baik ( pasal 1338 KUHPerdata) dan pasaldr?ia No.1 Tahun 2008.

4.2.1.1 Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBG.

Telah diketahui sebelumnya tentang  pihak yangwdémang membuat
perdamaian menurut ketentuan hal itu agar tidajadie kesia-siaan dan putusan
perdamaian dapat dieksekusi dengan sukarela. Dalpasal 130 ayat (2) HIR,
disebutkan :

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapakanpada waktu bersidang,

diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalamaniedua belah pihak di

hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat #gurat mana akan

berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusanhyasa.”
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Isi pasal diatas mengenai “bila perdamaian texicapaka akan dibuat akta dan
dihukum untuk menjalankannya “ sangat erat kaitardgngan pasal 1851 KUHPerdata
sebagai landasan formil perdamaian.Untuk itu penuligin menguraikan tentang
perdamaian berdasarkan unsur unsurnya menurut | P85a4 ayat (1)KHUPerdata,

yakni sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakinandamenyidangkan suatu
perkara adalah mengadakan perdamaian para pihakbgsengketa. Setiap usaha
perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalamdzergan haruslah dicatat dalam
berita acara sidang. Apabila usaha perdamaian sierhitaksanakan oleh hakim.
Maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disdttat@erdamaian.
Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilak@analeh Majelis Hakim
dalam persidangan, kedua belah pihak harus segakanenyetujui dengan sukarela
untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlamgsBersetujuan itu harus betul-
betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidaleh ada paksaan dari pihak
lain. Dengan demikian terhadap perjanjian pendamaglalu sepenuhnya unsur-
unsur persetujuan sebagaimana yang tersebut dalsah F320 KUHPerdata, yaitu :

(1) adanya kata sepakat secara sukarela

(2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan

(3) objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu

(4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Dalam hal ini, persetujuan yang dibuat itu tidaitebh terdapat cacat pada setiap
pokok perjanjian dimana untuk sahnya unsur inutaipenunhi :
a. unsur esensial persetujuan perdamaian yakni rugang merupakan

pembentuk dari suatu jenis perjanjian tertentugyaembedakan perjanjian tersebut
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dari perjanjian-perjanjian jenis lainnya berupa gakhiri sengketa yang sedang
berjalan di pengadilan atau mencegah timbulnyakssag

b. unsur naturalia yang terdapat dalam perjanjian gyeasan secara alamiahy(
nature) seharusnya atau selayaknya mengikuti unsur ediengang ada dalam suatu
perjanjian khusus tertentu dan Kketentuan ini sudiatur dalam undang-undang,
dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanyddarus prinsipilnya yang
melaksanakan karena berkaitan dengan adanya kewapgeperti dalam 1851
KUHPerdata yakni : menyerahkan, menjanjikan atanahan suatu barang.

c. Unsur Aksidentalia unsur yang secara khusus dipég oleh para pihak, yang
tidak diatur dan tidak ditemukan pengaturannya rdaliditab Undang-Undang
Hukum Perdata, atau secara sederhana dikatakarahaisur ini adalah unsur yang
dalam keadaan normal tidak diperjanjikan atau dukiksn ke dalam perjanjian
sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakaamnDaérjanjian perdamaian unsur
ini dapat dapat berupa keikhlasan pengorbanan p#rak untuk mewujudkan
perdamaian. Berdasarkan hal tersebut diatas, nediep perjanjian perdamaian yang
dibuat dalam pengadilan tidak boleh menyimpang Basal 1320 dan tidak boleh
mengandung Pasal 1321 KUHPerdata. Persetujuaarparan itu sama sekali tidak
boleh mengandung unsur kekeliruashwvdling), paksaan dwang), dan penipuan
(bedrog). Dalam pasal 1859 KUHPerdata ditegaskan pula bghwtusan perdamaian
itu dapat dibatalkan apabila terdapat kekhilafamtaieg orangnya atau

perselisihannya.
2. Mengakhiri sengketa
Menurut pasal 130 HIR dan Pasal 158 Rbg bahwa @@amaian yang dibuat itu

harus betul-betul mengakhiri sengketa yang tergadara kedua belah pihak yang
berperkara. Apabila putusana perdamaian yang diduatcacat maka putusan
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perdamaian itu dianggap tidak memenuhi syarat fordnanggap tidak sah, dan tidak
mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara.
Putusan perdamaian hendaklah dibuat dengan memenshbr-unsur persetujuan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdatab&gan dengan hal ini
pasal 1851 KUHPerdata memperingatkan bahwa putpsagamaian hendaklah
meliputi keseluruhan sengketa yang diperkarakalgndarti mengakhiri sengketa
atau mencegah timbul lagi sengketa di pengadiléandaersoalan atau kasus yang
sama. Pada putusan perdamaian antara Tn.Raden wBrabengan yayasan
Fatmawati itu sah dan mengikat kepada pihak-pifiakg berperkara, karena
putusan perdamaian itu dibuat dengan sukarela atamufasi perdamaian itu dibuat
sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan hajang tidak dijalankan oleh pihak
dalam perkara ini. Agar berjalan dengan baik pemdmakim sangat diharapkan agar
secara serius dan rutin mengajak para pihak ubtrkdamai para hakim juga
diharapkan untuk kreatif dalam memberikan saraarsdan nasihat serta penjelasan
mengenai jaminan hukum bila dikemudian hari timbal-hal yang tidak diduga
terhadap sengketa yang damaikan itu sebagai bagiamsas aktip dalam hukum
acara perdata. Dan para hakim juga harus benar-lmeemahami tentang pokok
sengketa dan perselisinan, sehingga dengan keaydiardapat mengakhiri
berperkara dengan lahirnya persetujuan perdamaian.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukan bahwa syatak dapat dijadikan dasar
putusan perdamaian itu hendaklah persengketaampiteria sudah terjadi, baik yang
sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujwapitétaru akan diajukan ke
pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oletkpitencegah terjadinya perkara
di sidang pengadilan.Sesuai putusan perdamaian NdReg.
147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dan perkara yang sedamgldn dengan nomor :
Perkara derden vezet dengan No. Reg. 533/Pdt.GRNQxK.Sel,Perkara
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PMH/Onrecht Matigedaad dengan No Reg. 147/Pdt.g/200.Jak.Sel,Perkara
ingkar janji/wanprestasi dengan No. Reg. 124/P{0@GL/Pn.Jak.Sel. Dari uraian ini
dapat disimpulkan bahwa putusan perdamaian itu éhdagjadi dalam sengketa

perdata dan persengketaannya secara nyata telahudrsecara murni.

4. Bentuk perdamaian harus tertulis

Tentang syarat formalitas perdamaian dalam Padi#l K& HPerdata bahwa untuk

sahnya persetujuan perdamaian harus dibuat sesd@udist Akta perdamaian No.

Reg. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel dibuat secaralisedasuai dengan format yang

telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kabenapa putusan hakim.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perd@an yang dihubungkan dengan

tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaianeitdis, maka dapat dibedakan

dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu :

a. Putusan Perdamaian
Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yangemgketa, mereka membuat
akta perdamaian secara tertulis baru kemudian tpgrae perdamaian itu
diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidamglerkara tersebut untuk
dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan meaber title
eksekusi.Apabila. Atas dasar akta perdamaian itioékiim menjatuhkan putusan
perdamaian sesuai dengan isi persetujuan itu deigarm menghukum kepada
pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan igapgan tersebut.Jadi, dalam
membuat putusan perdamaian itu haruslah terpisalgade akta persetujuan
perdamaian. Sehubungan dengan hal tersebut diaagi@$ieberapa manfaat yang
dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuatamtalbentuk putusan
perdamaian, yaitu :

I.  Mempunyai kekuatan hukum tetap
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Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa seputasan
perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakiempunyai kekuatan
hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnyandaiagkat penghabisan.
Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dentgssara salah satu pihak
telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. DaRasal 130 ayat (2) HIR
dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapka pada waktu itu
pula dalam persidangan dibuat putusan perdamargademenghukum para
pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telaheka buat. Putusan
perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan dapafamkan sebagaimana
putusan biasa lainnya. Melihat peraturan perundatizng tersebut di atas,
maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian dibhgat dalam
persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya depg&msan pengadilan
lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kfacht van
gewijsde). Putusan perdamaian dapat di batalkan jika dapseranjian
perdamaian itu sudah terjadi kekhilafan mengenangmnya atau mengenai
pokok perselisihan, atau juga karena adanya pemipteu paksaan dalam
membuatnya. Ketentuan tersebut adalah sejalan deaga yang telah
disebutkan dalam Pasal 1861 KUHPerdata, di manandikakan bahwa
suatu putusan perdamaian yang diadakan atas deatssrat yang kemudian
dinyatakan palsu adalah sama sekali batal. Dalasal Fs862 KUHPerdata
juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian mengengket& yang sudah
diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah neeoigh kekuatan hukum
tetap, tetapi putusan perdamaian hakim tersebak titilketahui oleh pihak-
pihak yang bersengketa atau salah satu dari memaka putusan perdamaian
itu adalah batal. Jika putusan yang tidak diketadtei para pihak itu masih

dapat dimintakan bandig, maka perdamaiannya sah.
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Il. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwesgruperdamaian itu
adalah sama nilainya dengan putusan pengadilamykminyang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berartihddap putusan
perdamaian itu tertutup upaya banding dan kasaterfuan ini mengandung
pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejakapdkah oleh hakim
menjadi putusan perdamaian maka suda melekat bphtugan perdamaian
ini adalah pasti dan tidak ada penafsiran laggdang dapat dijalankan kapan
saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakardgmeaian itu. Satu-
satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan olehpilaak yang merasa
dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itualadahengadakan
perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Bem@wdu bisa berbentuk
derden verset atau bisa berbentupartai verset. Jika yang menjadi objek
putusan perdamaian itu bukan menjadi milik paraalpilyang membuat
persetujuan perdamaian tetapi milik orang lainaciahal seperti itu, bagi
pihak yang merasa dirugikan dapat mengajulexden verset karena barang
yang dicantumkan dalam putusan perdamaian itu mydik Mengajukan
derden verset ini dapat juga dilaksanakan dengan alas an baramg menjadi
obyek puitusan perdamaian telah diletakl@mservatoir beslag atau sita
eksekusi untuk kepentingan pelawan. Perlawanant giaga diajukan dalam
bentuk partai verset terhadap putusan perdamaian. Adapun alasan yang
dipergunakan dalam mengajukan perlawanan itu adedalat formal atau
cacat materiil yang melekat pada putusan perdaniaiaBentuk perlawanan
model itu banyak dipergunakan dengan alasan isispat perdamaian itu
tidak berdasarkan kesepakatan bersama, atau pupesdamaian itu tidak
mengakhiri keseluruhan sengketa karena masih adaahéain yang tidak

diselesaikan, atau isi putusan pedamaian itu meygme dari kesepakatan,
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atau juga putusan perdamaian telah dilaksanakaarasesukarela atau

permintaan eksekusi masih premattre.

Il. Memiliki kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangafelidMaHakim
mempunyai kekuatan hukuim mengikat, mempunyai keskuahukum
eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai ighda putusan
perdamaian itu adalah sama dengan putusan pengdidsa yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabiDikatakan
mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karensaatperdamaian itu
mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikatk luar atau orang-
orang yang mendapat hak dan manfaat daripadany@sdPuperdamaian juga
mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdantaidapat langsung
dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat pegisatuitu tidak mau
melaksanakan persetujuan yang disepakati secaaaetatkBagi pihak-pihak
yang merasa dirugikan karena tidak ditaati pergatuperdamaian itu dapat
diminta pengadilan yang memuat puitusan perdamamuk melaksanakan
eksekusi. Eksekusi yang dimintakan itu dapat bersgamlah uang, ini
sangat tergantung dari apa yang disepakati dalasetoguan damai yang
telah dibuat oleh mereka. Adapun tata cara eksglutsisan perdamaian itu
adalah sama dengan eksekusi putusan pengadilanydaiyang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan perdamaian di samping mempunyai kekuatagikae dan eksekutorial,

juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaanzkta autentik lainnya.

Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatanutéarp yaitu:

® M. Yahya Harahagerlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Sura Putusan Pengadilan dan
Arbitrase Eksekusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), him. 79.
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(1) Kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktiataea para pihak yang telah
mereka terangkan adalah sebagaimana yang teralhsndakta perdamaian
tersebut,

(2) kekuatan pembuktian materiil, yakni disebutkahwa dalam akta ini harus
sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuaeydapat dalam akta
perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdaritajan

(3) kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara péak dengan pihak
ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan peldanta karena putusan

perdamaian itu dibuat dimuka pejabat yang berwenang

b. Akta perdamaian

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamgi@npersetujuan perdamaian
terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakika. sengketa sudah sampai ke
pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengiagiira pihak pergi ke Notaries
untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bektakpardamaian, atas dasar itu
pula para pihak yang mencabut perkara yang sudgihkdn ke pengadilan dan para
pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamdiu disebut akta
perdamaian. Dalam Pasal 1851 ayat (2) hanya digghaentang kebolehan membuat
persetujuan perdamaian mesti harus berbentuk aktat&k. Persetujuan perdamaian
adalah bentuk perjanjian tertentu yang sepenuhakilk pada asas-asas hukum
perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam buka Ibigb ke delapan belas
KUHPerdata. Demikian juga yang tersebut dalam PEs&IRbg dimana dalam pasal
ini hanya mengatur tentang tata cara membuat putpsedamaian. Sedangkan apa
yang tersebut dalam Pasal 130 HIR lebih dititikbera pada nilai eksekusinya dan
hal ini hanya diatur dalam satu pasal $ajskta perdamaian yang dibuat di luar

campur tangan pihak pengadilan masih terbuka hekghak untuk mengajukannya

* Ibid., him. 278.
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sebagai perkara di pengadilan apabila dianggap pé&tdamaian itu merugikan
pihaknya. Hal ini disebabkan karena persetujuangydituangkan dalam akta
perdamaian itu tidak mengakhri sengketa. Ketentimartidak mengandung asas
Nebisin idem sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHRerdat

4.2.1.2 Perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun
2003 dan Peraturan Mahkamah agung No.1 Tahun 2008
Usaha perdamaian sebagai langkah awal untuk peayae sengketa telah di

tawarkan oleh Negara melalui pasal 10 ayat (2) dgdandang Nomor. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksangadili, dan memutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukunktet#a atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayaték menutup usaha penyelesaian

perkara perdata secara perdamaian.

Mengenai usaha perdamaian diluar litigasi jugahiiean dalam isi Pasal 58 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan sebagéube

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakdikaar pengadilan Negara
melalui arbitrase atau alternative penyelesaiagkssn”.

Dalam menjalankan mediasi harus memenuhi asaselyagai landasan hukum
sahnya proses mediasi yang di jalani, prinsip dgsaig harus dilaksanakan dalam
mediasi adalah :

1. kerahasiaanconfidentiality).

Prinsip kerahasiaan proses mediasi dapat dilihandaasal 6 ayat (6) UU
No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa penyetesaiagketa dengan

melalui jalur mediasi memegang teguh kerahasiaarsaBping itu, prinsip
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kerahasiaan ini juga dapat dilihat dalam Perma(f262003 Pasal 14 ayat (1)
yang secara tegas menyatakan bahwa proses med@sidasarnya tidak
bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak gyabersengketa
menghendaki lain. Namun, prinsip kerahasiaan prosediasi tersebut juga
memiliki pengecualian. Pengecualian tersebut daipbat dalam pasal 1 butir
9 juncto pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwaepr mediasi untuk
sengketa public, yaitu sengketa-sengketa lingkungadup, hak asasi
manusia, perlindungan konsumen, pertanahan danmpéem bersifat terbuka
untuk umum.

2. Pemberdayaan para pihakdjvidual empowerment)
Proses mediasi para pihak yang bersengketa didanaod sedapat mungkin
menemukan sendiri solusi terbaik permasalahan raerfeélsal 9 ayat (4)
Perma No. 02 Tahun 2003 *“yang menjelaskan bahwaiatoedwajib
mendorong para pihak untuk menelusuri dan meénkeggentingan mereka
dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yangaiterbagi para pihak”
bagian ini secara tidak langsung menjelaskan neatanyaprinsip
pemberdayaan ini.

3. Netralitas atau ketidakberpihakamgpartiality)
Prinsip netralitas dan ketidakberpihakan dalam asdni hanya dijelaskan
secara tidak langsung dalam pasal 1 butir (5) yaremjelaskan bahwa
mediator adalah pihak yang bersifat netral darktrdamihak, yang berfungsi
membantu para pihak dalam mencari berbagai kemoagkpenyelesaian
perkara. Artinya, seorang mediator sebagai pihaig&e/ang merancang dan
memimpin jalannya proses mediasi harus bersikaalngdan tidak memihak.
Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator dig@kkenankan untuk

berpihak--atau mengemukakan pertanyaan, berpendtgaberperilaku yang
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bisa ditafsirkan sebagai pemihakanan "kepada ssddéih dari pihak yang
bersengketa.

4. Prinsip kesukarelaanvdluntary).
Bahwa para pihak datang ke dalam proses mediagadesukarela. Pasal 2
Perma No. 02 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwaaeerkara perdata
yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajitiuki lebih dahulu
diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuanatoedsama sekali tidak
mencerminkan adanya prinsip kesukarelaan ini.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hd&lam menyidangkan suatu
perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakaiarpaian kepada pihak-pihak
yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihalf parsengketa itu lebih utama
dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terghadeatu perkara yang diadilinya.
Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua bplabk, hakim akan mengadili
perkara tersebut mewajibkan para pihak yang beapar&gar lebih dahulu menempuh
mediasi. Selanjutnya hakim tersebut wajib menundsgs persidangan perkara itu
untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempmses mediasi. Biasanya
dalam praktik selama ini, sidang ditunda selama atdu dua minggu, namun dengan
adanya Peraturan Mahkamah Agung ini yang mengattiarng lamanya mediasi paling
lama 30 hari atau 22 hari sejak pemilihan/penetggesmunjukan mediator, maka hakim
tersebut akan menyesuaikan penundaan sidang skswgan pasal-pasal tersebut yaitu
sebalikna selama 32 hari, dengan ketentuan dapag¢rcépat apabila tercapai
kesepakatan secara dini atas laporan dari mediatbakim tersebut. Perdamaian tidak
hanya di luar peradilan, peradilan dapat dilakukabagai “potongan” dari proses
peradilan seperti diatur dalam ketentuan Pasal H#R/Pasal 158 Rbg.Hakim

diwajibkan berusaha mendamaikan sebelum memasukkpgmerkara. Bahkan, dengan

® Bagir MananKekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,
(Yogyakarta: FH Ull Press, 2007), him. 37.
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Hakajibwnenjalankan mediasi (
Court Connected Mediation ) pada setiap perkara yang diajukan ke Pengadilakim
dapat bertindak sebagai Mediator atau menunjukgdiein sebagai Mediator.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 membawa beberaphgiem penting, bahkan
menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. 84ilnya, memungkinan para pihak
menempuh mediasi pada tingkat banding atau kaasibahan-perubahan itu penting
dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advoksncari keadilan, dan mereka
yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.
Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembagp smnpai sekarang dalam
praktik pengadilan telah banyak mendatangkan kegatu baik bagi hakim maupun
bagi pihak-pihak yang berpekara. Beberapa keuntuhgai hakim, atas perdamaian
yakni para pihak yang bersengketa telah ikut memgngerlaksananya asas peradilan
cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedang bagipieak yang bersengketa adalah
dengan terjadinnya perdamaian itu berarti menghemgkos berpekara, mempercepat
penyelesaian, dan menghindari putusan yang bengsita Apabila penyelesaian
perkara berakhir dengan perdamaian maka akan memambnan hubungan antara
pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang swedak dapat terjalin kembali seperti
sediakala, bahkan mungkin akan bertambah akrabymasaannya.

Seperti telah diuraikan sebelumnya Pasal 1851 RéfHata dan dikuatkan
dengan Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Metii@engadilan. Perdamaian
itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkaaa)s dinyatakan dalam bentuk
tertulis, perdamaian harus dilakukan oleh seluiiblkpyang terlibat dalam perkara dan
oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dartagikan dengan akta perdamaian
sebagai bagian dari suatu formalitas perjanjian.

Persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pyakni Sdr.Raden Prabowo
dan yayasan Fatmawati tampaknya sah dibuat séedwdis dan dituangkan dalam
bentuk putusan hakim sesuai dengan Pasal 130 &tRPdsal 158 Rbg dikemukakan
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bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditatapkedua belah pihak yang
berpekara hadir dalam persidangan, maka Ketua iléjelkim berusaha mendamaikan
pihak-pihak yang bersengketa tersebut. pada saaKutasa Hukumnya dan Sdr.
Rd.Prabowo dapat dicapai perdamaian maka padgsidangan hari itu juga dibuat
putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukuok unentaati persetujuan yang
telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang tlidimuka sidang itu mempunyai
kekuatan hukum mengikat dan akhifirfal and binding ) dapat dilaksanakan eksekusi
sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah nmgmipkekuatan hukum tetap.
Terhadap putusan perdamaian No.147/Pdt.G/20014R8kl tidak memenuhi Pasal
1796 KUHPerdata atau pasal 3 angka 4 Perma No.@nTaB03 menjadikan eksekusi
yang sukarela itu tidak dapat dijalankan .

Bila mengacu pada Perma No.1 Tahun 2008 Tentange®wo Mediasi di
Pengadilan pasal 1 angka (2) yakni : *“ Akta peraian adalah akta yang memuat isi
kesepakatan perdamaian dan putusan hukum yang atkagikkesepakatan perdamaian
tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum bissapon luar biasa” sebelumnya
diatur oleh Pasal 1858 (1) “ Di antara pihak-pilyakg bersangkutan, suatu perdamaian
mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakia fpagkat akhir.”

Suatu hal ada baik dan buruknya begitupun dergigrasal 130 HIR /158
Rbg dimana usaha perdamaian yang dilaksanakanpaleh hakim selama ini (tidak
semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedark umemenuhi formalitas
sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundataigan saja karena bila
penawaran perdamaian diabaikan mengakibatkan detail hukum sesuai Pasal 2 ayat
3, Perma No. 1 tahun 2008 adalah yang menyatakan ahwa
“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan paraini merupakan pelanggaran
terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusatal bdemi hukum?”.
Itikat baik sesuai pasal 1338 KUHPerdata dan IPE3aPerma No.1 Tahun 2008

persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boheimgandung unsur kekeliruan
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(dwaling), paksaandwang), dan penipuanbédrog). Seperti terdapat dalam pasal 1321
KUHPerdata. Dan bagian dari point d). dibawahnr@ngandung kecurigaan apakah
bagian dari itkat baik jika pasal 1796 KUHPerd#aa Pasal 3 angka 4 UU No. 2 Tahun
2003 tidak dipenuhi dari bagian yang minta di pkdunsjuga dalam putusan hakim yakni

Menyatakan Akta Perdamaian ini sah menurut hukum
Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk mentaapestdamaian tersebut

Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakamspatini

a0 o w

Kuasa Hukum sah menurut hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 tgnf2@mberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Dankal ini sesuai dengan
tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional | Mahkam&gung yang dilaksanakan di
Yogyakarta pada tanggal 24 sampai 27 September. ZDi@iana pemerintah merasa
pentingnya mengoptimalkan upaya mediasi karenantkagan proses mediasi, yaRni

. Penyelesaian bersifat informal

. Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara

. Biaya ringan

a
b
c. Jangka waktu penyelesaian pendek
d
e. Aturan pembuktian tidak perlu

f,

Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Sehubungan dengan perwujudan perdamaian haruseadarpanan para pihak
dan ini bagian dari itikat baik hal ini sesuai demgPasal 1338 KUHPerdata dalam
Perma No.1 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 12ulbéntdibuktikan dengan adanya
beberapa pengorbanan dari para pihak yakni :

1) Pihak Raden Prabowo : Menerima uang ganti rugi sseb&5 milyard,

Pencabutan gugatan perkara yang masih mengganiuRgndiadilan Negeri

® M.Yahya Harahap(b)Hukum Acara Perdata, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal..238:23
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Jakarta selatan, Pencabutan pemblokiran rekeniygséa Fatmawati di Bank
Negara Indonesia 46, Pencabutan sita jamiQamservatoir Beslag) atas asset
Yayasan Fatmawati.

2) Pihak yayasan Fatmawati :Memberikan surat kuasgghl untuk menjual
Objek sengketa yaitu asset yayasan Fatmawati, Meadbagian sebesar 90
Milyard, Membayar pihak lain (Sdr.Hadi 300 juta dadr.Haryono 25 Juta)

4.2.2 Upaya hukum terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang
tidak sah ?
Dasar hukum upaya hukum terhadap putusan perdaryaig dibuat oleh pihak

yang tidak sah adalah :

a. Pasal 130 ayat (3) Hir/154 Rbg

b. Pasal 1858 KUHPerdata

c. Pasal 1 angka (2) Perma NO.1 Tahun 2008 Tentarsg®uo mediasi di PN

d. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI

e. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

Pada hakekatnya, upaya hukum Peninjauan Kembal) (Rikum acaranya
diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU. Nomor 48 T&#009, Pasal 34 dan Pasal 66-77
undang-undang No.14 Tahun 1985 yang dirubah terakidang-undang nomor 3
Tahun 2009, Putusan Pengadilan yang memuat peraarhasil mediasi, dapat saja
diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasag w#atur dalam pasal 69 UU
Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UUonoBntahun 2009 tentang
Mahkamah Agung, dimana alasan Peninjauan Kembdkia dgibagi menjadi 2
(dua)kelompok alasan menjadi :

1) Alasan alasan yang dasarnya diketemukan dalam gterbulari salah satu pihak

yang berperkara atau orang ketiga.
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2) Alasan — alasan yang dasarnya diketemukan dalamil&kgn atau kekeliruan
hakim sendiri dalam melaksankan hukum acara séiaga diatur dalam
PERMA No. 1 Tahun 1969.

Bahwa karena wanprestasi atau pihak ketiga yarakukbn salah satu pihak
adalah " bukan alasan pengajuan Peninjauan Kerhhalaka hal itu tidak cukup kuat
untuk dijadikan alasan atamdvum' pengajuan Peninjauan Kembali. Akta perdamaian
(van dading) juga bersifainkracht van gewisde sesuai pasal 1858 KUHPer, pasal 130
ayat (3) HIR, dan pasal 11 ayat (2) jo ayat (5neN0.02/2003, Perma No. 1 Tahun
2008 pasal 1 angka (2) dimana perbedaan antaracimkvan gewisde antara putusan
hakim yang melalui proses pembuktian dan sedangkéa perdamaian (van dading)
tidak pemeriksaan atau pembuktian yang mungkiandgembuktian sebelumnya tidak
pernah di tunjukan atau belum ada., tapi novumatdahlah satu syarat Peninjauan
Kembali menurut hukum positif selain :

a. Peninjauan Kembali hanya dapat dipakai atas kdhkhilaterhadap fakta

(faithelijke dwaling).

b. Peninjauan Kembali hanya dapat diterirmt{ankelijk), jika kekhilafan factual

dibarengi dengan putusan yang dalam satu segi rkarug

Karena tidak adanya proses pembuktian dan dideksriitikat baik dan kesuka
relaan itu hingga dapat ditarik analogi hukum pds® ayat (3) HIR bahwa akta
perdamaian (van dading) tidak bisa di apel danktidsa di ajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali kecuali ada kecurangan sepetigydimaksud pasal 1321
KUHPerdata Apabila kesalahan itu diketahui setglatkara diputus, makaction en

desavau” diajukan dalam bentuk Peninjauan Kembali”. Danibak dari tidak
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terpenuhinya alasan dalam Peninjauan Kembali d@arkara perdata hingga dapat

mengakibatkan putusan yditu

a. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan Peninerabali tidak dapat
diterima.

b. Putusan yang menyatakan bahwa permohonan penirfaodrali ditolak

" Lilik Mulyadi, Op.cit,hlm.272
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Persetujuan perdamaian tiada lain daripada perjanjian timbal balik
yang diatur dalam buku Ill KUHPerdata pada Bab XVIII, sebelum
pemerintah mengatur tentang perdamaian dengan hukum acara
menggunakan Peraturan Mahkamah Agung aturan yang berlaku adalah
Pasal 130 HIR/154 RBG dan sebaga landasan hukumnya  UU No.14
Tahun 1970 yang terakhir diperbaharui dengan UU No.48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 diperbaharui
dengan UU No.3 Tahun 2009 tentang M ahkamah Agung.

Maka berdasarkan pada permasalahan tentang putusan akta perdamaian

No0.147/Pdt.G/2001/PN.Jakarta Selatan, penulis berkesimpulan sebagai

berikut ;

Penyel esal an sengketa dengan jalan perdamaian hendaknya dilakukan :

i. Sesua kehendak para pihak.

ii. Tidak bertentangan dengan hukum

iii. Tidak merugikan pihak ketiga

iv. Dapat dieksekusi

v. Denganitikad baik

1. Perdamaian wagjib dilakukan oleh prinsipilnya (pihak yang sah) sesuai
kewenangannya dalam memberikan,menahan dan menjanjikan objek
sengketa (Pasal 1851 KUHPerdata) dan jika dilakukan dengan bantuan
kuasa hukum haruslah dengan persetujuan tertulis principal (pasal 1796,
1797 KUHPerdata.) persetujuan tertulis berupa perjanjian untuk
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melaksanakan perdamaian, adapun yang menjadi sahnya perjanjian
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

(1) adanya kata sepakat secara sukarela

(2) kedua belah pihak cakap membuat persetujuan

(3) objek persetujuan mengenal pokok yang tertentu

(4) berdasarkan alasan yang diperbolehkan

Dalam membuat perjanjian harus memenuhi asas itikad baik (pasal
1338 KUHPerdata) juga terpenuhi unsur subjektif maupun objektif
sahnya perjanjian jika tidak terpenuhi balk karena Kekeliruan,kekhilafan
maupun penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata) mengakibatkan terjadinya
kebatalan perjanjian, selain dari pada itu akibatnya telah terjadi
perdamaian yang percuma karena untuk melaksanakan eksekus dengan
sukarela akan terhambat. Dan akhirnya tujuan awal perdamaian yang
[uhur tidak tercapai. Berkaitan dengan kuasa hukum dalam perdamaian
sama sekali tidak boleh bertindak diluar hal hal yang diatur dalam suart
kuasa (malampaui kewenangannya ). dalam ha unsur subjektif tidak
terpenuhi dan perdamaian dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang
maka perjanjian dama dapat dibatalkan dan perjanjian perdamaian

tetap berlaku selama prinsipil belum meminta pembatalan .

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan perdata adalah
upaya hukum luar biasa atas akta perdamaian yang dibuat oleh pihak
yang tidak sah yakni peninjauankembali ( PK )dan untuk
menggjukannya harus memenuhi syarat yang ditentukan pasal 66
ayat(2) dan pasal 68 ayat(1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No0.3 Tahun
2009 tentang Mahkamah agung, yakni :
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a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
berdasarkan pada bukti bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan pal su.

b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat - surat bukti yang
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan .

c. Apabila telah dikabulkan suatu ha yang tidak dituntut atau lebih
dari yang dituntut.

d. Apabila dalam satu putusan terdapat satu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

Pada putusan akte perdamaian ini, pihak yang tidak berwenang telah
melakukan perjanjian perdamaian tanpa ijin tertulis dan ini merupkan
pelanggaran, dalam mediasii telah terjadi kekhilafan hakim atau
kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus akta perdamaian
ini_karenadalam memediasi perdamaian tidak teliti dalam melihat para
pihak (subjek) yang berdamal mengena kewenangannya sehingga
akibatnya salah satu pihak dirugikan , dan bagi yang dirugikan dapat
mengaj ukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

5.2 Saran
Perdamaian adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan perkara
sesual  dengan kepribadian bangsa Indonesia, untuk mencapal
perdamaian yang adil harus dilakukan dengan cara yang benar dan oleh
pelaku yang baik dan tempat yang baik untuk hal itu tidaklah salah
kalau penulis katakana bahwa itu adalah pengadilan. Tiang utama
lembaga peradilan adalah prinsip kepercayaan. Para pencari keadilan
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(Justitiabalen) percaya bahwa mereka akan memperoleh keadilan
sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu hakim maupun mediator
harus professional dan mempunyai integritas yang tinggi dalam
menja ankan tugasnya tidak hanya bekerja untuk memenuhi formalitas
sga

Dengan adanya putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan putusan
perdamaian Jakarta selatan telah menjadi preseden buruk atas putusan
perdamaian dikemudian hari dan semoga tidak terulang lagi kedepan
panitera dan hakim lebih  professional dan berdedikass dalam

menjal ankan tugasnya yang mulia.
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PUTUSAN PERDAMAIAN
No. 147/PALG2001PN.Tak. Sel.

DEMI KTADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Meger: Jalarta Selatan yang memneriksa. dar mengadili perlkara-

peckara perdata pada tingkal pertama, telah menjatulikan Putusan sebagai tersebut dibawal

i ilalam peckoara antara

Urs. HAJ] RADENPRABOWD SURTJONG, SH., beralamat di T, Raya Fodam Bintao
Mo 66 RL 06w, 003, Kehirahan Pesanggrahian, ¥ecamatan

Pesanggarahan, Fakarta Selatan, ontuk selanjultya disebud
zebagal PENGGUGAT |

RIIE LA WA N:

YAYASAM FATMAWATI Co. PENGURUS YAYASAN FATMAWATL boralamnat i
JL. Hanglekir [IfRaya Nemor 12 Kelurshan Gunung,
Kecamatan  Hebayoran  Bary, Jakarta  Selatan,  untuk
selamuinya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadifan Negeri fergebut
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pibak berperlara

a

TENTANG DUDUKINYA PERKARA

Menimbung, bahwa Penggugat dengan surat gugstannya terfunggal 5 April
2001 yang lelah didaftarkan di Kepanileraan Pengadilan Negeni Jakurta Selatan di bawaly
Register  Perkars  Perdata  Gugatan  Nomor  147/Pdt G/2001/TN.Jak Sel.,  lelah
mengetnnkakan hal-hal vang pada pokoknya adalah sebagal berikut -

Balwwn bevdasarkan sorad dart Pengurns Yayasan Fatmawati, Nomor 02YFAVIIL 1983,
Farggal & Agostus 1985 yang ditandatangani oleh B.P. Harizoerahardjo Tjondronegoro,
SH. sebagai Ketua dan Drs. Haridadi Sudjono sebagal Sskretaris, vang isinya alas
permintaan geloruh anggota pengurns dan kesediaan Penggngat dalam rapat pengurus,
tanggul 19 Juli 1985, Pengwrus Yayasan PFalmawali menyelujui  mengangkal
Penggneat/Dra, R, Prabowo Surjono sebagm anggola pengurus (Vide Bukti -1y . 7~

2 Balvwd
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2. Dalwa berdasarkan Eeputusan Ropat Pengurus Yayasan Fatmawal) eejak tanggal 20
April 1989, juga dimasukkan dalam Beritn Acara Rapat Pengurus vang dibuat dintas
materat yang eokup dan ditmdatangam oleh Ketua dan semua angeota Pengums serta
cap Vaynsan Fatmawat, Penggugat telah diangkat dalam jubatan Sekretaris I (Vide
Bukti P-20

Babwa berdasarkan Rapat Pengurus Vayasan Fatmawati tanggal 3 Juli 1993 yang
Berita Acaranya dibual diatas meterai yang cukup dan cap Yayasan Fatmawali serts
ditandatangani olel semua anggota pengurus, dengan ist pokoknya adalah

A Yayasan Fotmawali depat meverima eara penyelessian masalall tanah  dan
bangunan R3S, Fatmawati dengan dibert ganti rugi dari Pemerintah R/ Departemen
¥.eschailan. mengenai bentuk. cara dan besarnya ganti g akan dirundingkan |

b Menyetujui pervbahan susunan penguris Yayasan Fatmawali dengan dibuat Akta
MNotaris, yang lerdim dan
Badnn Pendiri ¢
L R.P Harisoerahardjo Tjendronegore, SH. |
2. L Maniyon Sudivohadiprodio
3, BRI Zcegeng
4. D B abdulfab Tiiptopraswito ;

DPrevaran Penenma

Kaztua ILF. Ilniscerahardje Tjondronegoro, SH.
Wakil Fetua  Dra. Fanry Sonneville
Walkil Eetuall D B Abdullah Thptoprawito
Selaetaris T : Dra, B Prabowo Surjono
Sebretaris [0 1 D, HE. Tardan
DBendatiara 1 Drs. H. Surodjo
Anggoia TR Soegeng
Angaota ¢ . Marivun Sudirohadiprodjo,
Segera . i
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L |

Segera dibuat  Akta Notaris yang  pengurasnye  dikunsalan  kepada BT
Harisoerahardio Tjondronegoro, SH. (Eetua) dan Dr. Abdullsh Titploprawirs da
LT Soegeng Seeroso, keduanya anggota ;

e Menvetnjui  penyusunan kegialan Yayasan Fatmmwati dari tahun 1953-1003
termasnk rencana kerjasama dengan Yayasan / pibak iain dalam bidang kesehatan,

pendiclikan dan kegiatan sosial lainnya

d. Membert tugas dan wewenang kepada :
L Br. i Abdullah Tiiptoprawito;
2. P Snegeng_ i
Y. Brs. Perry Sonnaville ;
1. Drs. B Prabowe Surjone

Sebagm pelalsana tugas penvelesaion masalah tanah dan RS, Fatmawati, dengan

ik Petnenntal, juga dengan pihak Yayasan Kemusuk Somenggalan serta pihak
latunyz yang terkait (Vids Bukti p-3) |

Balvwa pada awal talun 1994 dengan tidak melalur prosedur rapat Pengurus hanya
dengan mnisiatif Ketna, Walidl Ketwa dan Selretariz merangkap Bendabara, keputusan
rapat pengurus yang telah dibuat Berita Acaranya tanggal 3 Juli 1993 dimenrakkun
kembali, yang semestinya dibuat Akta Notaris tertang susunan Pengurus Yayusan
Fatmawati, dimana pada saat itu Penggugat bersama 1otua dan Sekretris/Bendaharn
teloh menghadap MNotaris H Hm‘un' Kamil, SH. di Jakarta Selatan, vang telal
menyiapkan konsep Altanva tetapr oleh Yayasam Fabmawnti seesra sepihak tidak
menerusiun pembuatan akty tersebul bahlean dibatallcan, yang selanjutnva jabatan
Penggugal otomatis ditwrunkan kembali dari Sekretaris T ke Sekretaris 11 {Wide Bulh

>, i
P-d) |

Balnwn liea orang pengurus Yayasan Fatmawsti telah wafit, sehinggn terdnpat

kekosongan anggota dan jabatan didalam kepengurusan yaitu :

A R Marivun Sudirohadiprodjo jabatan ANEROTE pengurns
b, Dr. HE, Tardan jabatan anggota pengurus ;
€. Drs. Soerodjo jabatan Sekretaris T dan Bendahara -

b 5
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Utk mengisi  lekosongan pengwue dan melancurkan  venha-usaha  Yayasan
Fatmzarats datam penyelesaian masalah tapah dan RS, Fatmawati, atas gugatannya di
Pengadilan Negeri Jalarta. Salatan, maka berdasarkun Anggaran Drasae pasal 12 ayat 2
dan Angearan Rumah Tangea pusal 16a dan 10b, diadakan rapat pengorus Yaynasan
Fatmawati pada tanggal & Mei 1996 untuk maksud tersebut dan dengan surat keputuaan
Wavasan Fatmeevatt nomor OLYFERPTSNVA996, PengpueayDiee, B Prabown Surjone
ditetnplan dolerg Wotolen rapat penguena Yayasan Fatmawat tangeal 9 Mei 1996
(Vide Buln P-5)

Babna berdaparkan surat tugas dan Pengurus Yayasan Fatmawati kepada Pengzugat
yung, ditandatangan oleh Fetoa Yavosan Fatmawat dan Sekretaris [ pada tangal 21
Desember 1992 untule mengurus dan mempercleh Nomor Pokok Wajib Pajuk atas
v Yevasan Fatmawsati, serta hal-lal lain yang berkaitan dengan pajak Yayasan
Fatmawati i Bantor Wilayah Pajalk Takarta Selatan, dengan hasil darr usaha Pengongat
tersebml adalah  diperclehnvn WPWP  dengan' nomor 1.605.233 4-012 vang ‘jngn
menvieun sevt wentbuat faporan SPT Tahupan Yayasan Fatmaseant darg danun 1993,
19840 Jan 1995 (Vide buldi P=6, P.7, PR}

Balwva seqal tabion 1967 sampar dengan 1994, Yavasan Fatmawat! tidak memalila Alkta
pembabien dan Twnbabain Anggaran Dasar ashi yang dibonat o depan Notans Ny
Darwan Sidi Bakacoedin . SI1, vang semula berlantor di Reamalala Utara nomor 1-3
lantas 1% eejak tabun 1990 alamatnva sudah berpindih dan tidak jelas dimans,
ik enako vasa faggung jawab terhadap Yayasan Fatmawatl babwa apabila tdak ada
alad bukti yane asli maks okan kalgh dalam goeatannya terhadsp Departemen
Feachatan, sehinges sejak tohun 1993 dengan bisya sendivi mencari alamat kantor
Motans fersebut dan baru mendapatkannya pada tahun 1994 di Jalan Pluit Barat 1,
Blak ! pomor 49, vang selanjutnya dibuatkan salinannya dan pada hari Senin tanggal
LE Juli 1994 olech Penggugat Akta tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jalorta
Selatan dengan noemwor 14 10(Vide Buldi P-9

I & ahwa delam rangka kepastion tukom atas Iepemilikan tanah diantara Yayagsan

‘atmawal dengan Departemen Kesehatan RI, pada tahun 1985 yang pada waltn it
Penggugat menjabat Camat Cilandak, dilaksanakan pemberian ganti rugi untuk tanal
vang terkena pelebaran dan pembuatan jalan Arteri Outer Ring Reoad Cilandal Jalarta
Selatan, dimann antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Keschatan terjadi

perebutan . % .
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pevebuton untok  menering ganfi mgt, fetapi Camat memihak kepadn Yayasas
Vatmuwnti dan yang menudi pertimbangan dari Camat adalgh keberwran hukum, Yang
iasirnyn adalah siapa sebagal pemegang hale sebenamya yang tercantum dalam bkt
b bevupu Sertifilmt Hale Pakai Npmpr 450/Cilandal:, ternyata Yayasan Fatprasaar
vang mewiliki hal tersebul, andailata yang memadi pertimbangan Camal adalah anfars
Camal Jdan Departemen Eesehatan merupaken sama unsur aparat Pemerimiah, malka
kondistwa alon bnin dan dopat dipastikan Yeyasan Fatmawati mendapat kekalahan,
Sikap Camat yang demilian pada Fra Orde Baru adalah langla dan mernpaksan sikap
ang penuh regiko jabatan ( Vide bukti E-10);

2 DBabvwes ontuk kepentingan domisidi kantor Tayazan Fatmawsati vang harus mendapa
tzin dart Pemerintah  Dasrah setempat maka Penggugat dengan menggunakan
Iubungan Kepamongan yaitn melalui Lurah Gunung dan Camat Kebavoran Bany
menguris izin dimaksud, yang pada tanggal 22 Desember 1992 keluarlah suval
keterangan domisili kantor Yayasan Fatmawati dengan stomor 32/1,824/1992 (Vide
bukii P-117

L0, Babhwa Yavasan Fatmawati agar merupakan Yayasan ateu Badan Hukum vang
menatuhi ketentuan persturan, tentang kewsnjiban bagi Yayasen didaftar di Dinas
Sosral DEI Jakarta, dimang pada tanggal 3 Juli 1994, Penggugat dengan inisiatif
sendiri menyusun progeam kegintan tahunan Yayasan Fatmawati vaug memerlakan
wabkly selama dua minggu, fetapi karena program kegiatan tahunan Yayasan
merupakan syaral utama daiam pendaflaran tersebut, soal wakin dag biaya tlidak
wenjadi masatah bagi Penggugat, dan akhirnya Program kegistan tersebul cHtands
tangan oleh Drs. Ferry Sonneville selakn Ketua dan Drs. R. Prabowa Surjono selaky
Sckretaris, vang selanputnya Penggugal mengunis proses pencaftarannya di Dinas
Sostal DET Jakarta dan pada tanggal 4 Agustus 1994, Yayasan Fatmawati didaftar
dengan nomor 9440102 430 {Vide bukti P-123

Ll Babwa seluma adunya permosalahan tanah anlara Yayasan Fatmawati  dengan
Departemen Kesehatan serta unsur Pemerintah lainnya, Penggugat adalah salah
seatang pengurus vang seving melakukan lobi-lobi dan perundingan-perundmgan
dengan pilak-pibak yvang bermasalah dengan Yayasan Fatmawati, baik yang dilakukan
tdengan inisiatit’ pribadi haupun yang berdasarkan atas perintak pengures  untuk

kepentingan Yayasan Fatmawati antara laig

a Dengan ... "% .
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i Dengan soead Elelua Yavasun Fatmawali nomor LIYT 1993 tertangenl 7 fanuan

qd

o9 vang ditandataugam oleh Ketua Yayasan Fatmawati dan ditujukan kepadn
Fetua Yayasan Kemusuk Somengsealan, B Motosowite agar untok pengurasan 1zin
prinsip pengguaaan tanah dari Gubernur EDKT Jakarta npar diserabkan kepada
Vayazan Patmawati dan sebagai petugasnya adalah Drs. . Prabowoe Surjone, untik
ity Penggugat datang dan melobr Ketua Yayasan Kemusuk Somenggalan di
Vogynkartn dimana Yauyasen tersébut menipakan Yayesan lkeluarha mantan

Presiden Suharto {Vide buldi P-13) ;

Pada tahun 1985 Penggugat berusaha menghubungkan dan mempertenmukean sntara
petgirny Crayagsan Fatmawati dengan maﬁtxn guru besar Penggupat, pads saal
wasih kohah di Institet (lmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Drs,
Pamudji MPA yang pada saat ity menjabat sebagai Tnspekiur Jenderal merangkap
Direktur Jenderal Agraria  Departemen Dalam Negeri, dengan malesid dupal
menghasilian suatu jalan notuk memiliki kembali tanah Yayosan Fatmavwati Vi
felah dikvasa oleh Departemen Fesehatan |

Berdusurlan surat Fetua Yayasan Fatmawati nomor 3/YT/TV/1993 tanggal 19 April
1993 vange dilujulan Iccpadal Yaynsan Kemusuk Somenggalun agar mempercepat
proses penyelesaian dan pemberian surat rekomendasi dari Pemda DEI Jalarta juga
Departemen  Kesehatan,  wgar penguresnya  disershkan  kepada Dre  Ferry
Sonnevi e dan Drs. . Prabowe Surjone (Vide bukti P-14) ;

Untale mencart pibak yang mun membantu penvelesainn magalah tanah Vayasan
Patmawat - dan sekaligns membelings, Pengpugat dengan inisiatif sendiri dany
lusinya dilaporkan secara lisan didalam Forum  Rapat Pengurus  Yayasan

Fatmawah feluly menasvarkan le berbagas Pervsaliuan antarn Jain kepada |

P Tada tahun 1988 dating seorang yang bernama Harry Toee ke Lkantor
Peoggugat di Jalun Raya Kodam Bintaro 66, ia mengenalkan sehagai ayah dari
feraan sekolah analnya Penggugat, yang mendengar babwa tanah Vayasan
Facmawatt akun dial dan ia mengatakan ada group pembeli borminal terhadap
tanal tersebut, selanjutnya Penggugat diundang ofeh Ir. Benny Rachmat
theponakan dari Wiliem Suryadirdja Presiden Direltur PT. Astra) yang juga
acbagat divektur dari PT. Sinar Sitara, dan perfemuannya diadakan di gedung

I’HJT:;.....—VL
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Paira Tasa Gatot Subroto, Penggupat bersama isteri dan anak datang memenuhi
nndangan, dalam pertemuan itu Ir, Benny Rachmat dizaniping mengajukan
pembeli juga ingin mengetalui siapa decision makernya, kemudian Penggugat
leatakan sebagai Deeision Makernya adalah Bapak R.P. Hari Soerardjo, SH.,
Drs. Ferry Sonneville dan Bapak Drs. Scerodjo vang selamjutnya Penggugal
mempersilabkan mereka  menemui ketiga orang pengurus tersebut, vang
selanjutnya terdapat pertemua dan kesepakatan untara unsur inmneier, Yavasan
Femusuk  Somenggalan dan Yayasan Falmawati  unbuk menyelesaikan
permazsalalian tanal dan Bumal Sakit Fatmawati sekaligus prmbelian tanalinya,
yang dituangkan dalam  perjanjia-perjanjian  dengan Yayasan Kemusuk
somenggalan, PT. Nusakarya  Adhiwisesa, yang berlanjut dengan  Aldita
Pelepasan Hale yang dibuat dihadapan Notaris Miryam Magdalena, SH. tanggal
20 September 1990

& PT Tifa Arvm Fealty di Talan Fumngan Barat Inkarta (Vide bult B-15);

3 PT. Duta Adhiputrs i Jalan Mangga Besar Raya Jakarta {Vide bultti P-16);

& U Tribratha Bayu Jaya PT. di Jalan Pejaten Indah 1 Ne. 6 Jakaria {Wide
bisicti P-17)

¥

PT. Proyek Pengembangan Pondok Indah, Jalan Taman Buldy Hijan Womor 4
Boadok Indah di Jukarta (Vide bulkti P-18) -

12, Babwa khususnya untuk menvelesaikan masala tanah dan bangunan BS Fatmowat
dengan Nepartemen Eesehatan dan Fesejalterann Sosial R Pengougat baoayal

melakukan misiatif dan kegintan sebagu berikut |
o Babwa Penggueal mengadakan lobi-lobi dengan para Pejobat vang betkompeten

tentang musalah tanah di Departemen Eesehatan antara tain dengan Eepala Biro

Perlengkapan, unsur Biro Hukum, dan unsur Inspekiorat Jenderal di Departeimen
tlegelialan RT

b.Bahwa... % ... .

Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



i

b, Balwwa ates undangan rapat duri Departemen Keselatan RI tangpal 19 Juli 1993
vanyg dikinm ke Yavasan Fatmawati secara mendadak dimana Eetua, Wakil Ectua,
Sekretaris/Bendabura tidale dapst hadir dan atas pemberitahnan dari Sekretaris
Vayagan  Fatmawati agar Penggugat wewakilinga, walaupun pada saat ity
Penggugal sedang menyelesaikan urusan bisnis yang berntlai fima ratus juta rupiah,
Penggugatl dengan mengingal kepentingan Yayasan Fabtmawati urusan bisns
pribadi  ditinggallan untuk datang mewslili Yayasan Futmawsati memenubi
undaiean danl Departemen Kesehatan, Dalam risalah rapat tersebut yang diliadiri
och [} orang pejabat dari berbaga unsar seperti Biro Perlengkapan, Bire Hukum,
Fopats Rumak Salat Patnawati, Seljen, Digen dan [rjen, yang menanyakan dua
FETREIRA T
A4 Anla Yayasan Fatmawatt yang terakhic dan sah ;

L. npakegatan vang dilakukan oich Yavasan Fatmawati |

Atar dus perfanyaan ferscbut Pengeugat yang menyusun jawabannva dan VAT
neenvediakan alat buktinya{Vide bukg P-19) ;

L3, Bahwa untul mengetnhui poliey duri Presiden atas tanah Yayasan Fatmawati dan
Rwmah  Sakit Fatmawati.  Penggugat dibantu dengan  kmwan Penggugal yang
mempunyin hubungan erat dengan Deputy Menteri Sekretaris Negara, schingga Juri
padanya Penggugat menperalel informasi tentang adanya disposisi Presiden Subarto
ulas fanah tersebnt yang berisikan sebagai bertkut |

i Apakah Yayazan Fatramwati masih berdivi

b Yayasan Kemusuk Somenggalan tidak diperkenankan mencampurings -
¢. ‘Tanah jangan sampai jatuh ketangan keperseorangan ;

d. Yayasan Fatmawahi agar diberi ganti mgi (Vide buldi P-20) ;

14, Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan informasi vang diperoleh Penggugat seperti
vang telah Pengguest waikan pada butir 5. 6, 9, 11, 12, disamping Penpgugal
mendorong agar Yayasan Fatmawati menentukan sikap untuk melakukan gugatan ke
Pengadilan Negen lakarta Selatan, hal itu dilakukan pada saat berkumpul di ruraal
almarhum Bapak Dre. H. Surodjo aysh dan H. Basuki Surodjo, SH. juga Surat dan
Akta yang diperoleh oleh Penggugat dipergunakan oleh Tergngat sebagai alat bukti

Tinjauan juridis ..., Sjahril Nasution, FH Ul, 2011



tentang musih exisnva Yayssan Fatmawsti dan masih adanya kegiatan-keyiatan
Vayasan, dalam Gugatan Nomor 299/Pdt Gf 1995/PN Jakarta Selatan, dimana pibuk
Yayasan Fatmawati pada wakiy it duduk sebagm Penggugat melawun Diepariemen
Kesehatan RL Departemen Dalam MNegeri, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintal,
DET sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatim, gugatan lersebo
dumenangkan oleh Yayasan Falmawati di tingkat peradilan pertama di Pengadilan
Negert Jakarta Selatan, juga di lingkat Pengadilan: Tinggi DKI Jakarta sampni di
tingkat Kauasi di Mahkamal Agung, yang selanjutnva Yayasan Fatmawati mengsjukan
sural ke Menteri Fesehatan dan Sosial RI Nomor 004/ YF/X/2000 tanggal 6 Oliober
2000 lentang  pelaksanaan  Feputusan  Mahkamal Agung  babwa  dikarenakun
Depademen Kesehatan tidalk dapat membayar keseluruhan kewajibamnya sebesar Rp.
T5.000.000,000.- (fujuh puluh lins milyar rupigh), akan tefapi vang disanggupi oleh
Departemen Kesehatan hanya Rp. 25.000.000,000 - {doz puluh lima milyar rupiah)

sehingga  dengan surat tersebut Yayasan Fatmawati mengusulkan solust sehagai
berikut -

@ Ganh rug sebesar hanya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah}

adalah merupakan ganti rugi terhadap tanah yang diserabkan kepada Departemen
Kesehatan vaitu :

B Labah dnrang 12 Ha (dua belas hektar) areal tanah dimana Rumah Sakit
Fatmawati didirikan ;

2. | Ha (eatu hektar) tanah yang menjadi Rumah Dinas di Dapur Susu ;

b Tumah selebihnya  yang berupa Jatur Hijan dan tanah yang dibuni masyarakar
seluas lebih lurang 23 Ha (dua pulub tiga hektar) tetap menjadi milik Yayasan

Fabiweat |

oo Yayasan Falmawali bersedia -
L. Memindahkan kamar mavat dan asrams perawal termasuk pembangunannya di
lodeast tanah tambahan di sekitor Rumah Sakit -
L Menvediakan perumahan bagi 8 (delapan} orang karyvawan Rumah Sakil
Fatmawati vang tinggal di lokasi tanah vang dihum masyarakat, baik diloar
atiaupun yang didalam areal tanah yang disengketakan (Vide bukt P-21) ;

Bahwa .74
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Balnwa dengan vsufan tersebut telah tercapai perdamaian yang dibuat dengan Alta
Pordamaian nomor 3 tanggal 13 Desember tahun 2000 diliadapan Netaris Felik
Iransiseus Handojo, SH. antara Yayasan Patmawati vang diwakili olesh BT
Harizoerahardjo Tjondronegoro, SH.. . Baguki Soerodio, SH. dengan Departemen
Eesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia vang diwskili oleh Dokier

Achinad Snjudi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RL digepakati antara

Lt -

a  Departemen Kesehatan bersedia memberi ganti rugi atas dasar Putusan
Malikamah Agung sebesar Rp. 25.000.000.000,- {dua puluh lima milyar ropiah)
yang akan dicerabkan selamnbat-lambatoya  (ahun angearan 2000 vang
pelaksanaannya dilakokan oleh Bepartomen Keuangan ;

b. Sisa ganti mugi sebesar Rp. 50.000.000.000- (lima puiuh milyar rupiah)
Departemen  Eesehatan melepaskan  sebagian Hak Pakai tanah  nomor
S2/Cilandak Baral tanggal 19 Seplember 1990 Gambur Situasi {anggal 20
Aty 1990 nomor I:&?HIQQO seluag 358,790 M2 setelsh menghitung
kebutuhan tanah dan Rumah Sakit Fatmowati seluas 13 Ha yang  alan
chiserahkan kepada  Departomen ¥euangan untuk diperhitungkan  dan

selamutnya Depatemen  Kevangan akan menyerahkan  kepada Tayazan

[Fatmasat

v Vayasan Palmawat mempunyal kewajiban-kewajiban membangun  ascan
diatas tanah tersebut seluns 600 M2, membangun kamar mayat seluas 303 M2,
menyedizkan lahan sebagat jatan lingkungan Rumah Sakit dengan ukuran lebar
i MZ. membangun 8 buah remab karyawan ukuran afau type 3600,
membangun 6 buah rumah habatan sselon 1 dengan uluran 120 M2, dan tatuk
egelon T 5 buah dengan ukoran 70 w2, menyediakan  bangunan  dan
windahkan para penghunt baik salaku karyawan atavpun bukan yang sasl ini
wnghoni Hut-flat yang terletak diatas tanah milik Yayasan Fatmawati dengan
ukuran standard yang disepakati,

Pomecahan Sertifikatnya akan dilakukan oleh Badan Partanaban Nasional {Wids
bukiy P-22) ;

15. Bahwa . &
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15, Bahwa selellah ditetapkannya keputusan baru Yaynsan Fatmawafi pada tangeal 9 Mei
1996 denean nomor keputusan 01/ YFAKPTS/V/1996 dan vang tefall dituangkan dalam
Notulen rapat Yavasan Fatmawati tangeal 9 Mei 1996, semenjak ilu Pengougat selaky
Sekretarie (1 sampai sekarang tidak pemah lagi sscara resmi diundang rapat Pengurue
alan dilmbungi oleh Pengurus Fatmawsati buaik dalam bentuk undangan alau lizan,
sehingga pada tahun 1999 Penggugat berusalia menghubungt Tergugat khusuanya di
rumah Ketua Jalan Sisingamangaraja nomor 43 Eebayoran Baru, tidak pemmah ketemo
karena dirumahnya tidak ada dan banya ditunggn oleh salah georang anaknya
kemudian menghubungt di Kantor Yavasan Jalan Hang Lekir Raye No. |2 Kebayoran
Baru, juga yang ada banya rumah kosong dengan tulisan * RUMAH INI AKAN
DITUAL” tidak ada pengurus hanya ditunggu oleh penungea kantor, selanjuinya pada
bulat Maret tahun 2000 Penggugat menghubungi Wakil Eetua yaitu Drs. Ferry
Sunnewlle di rumahnva di Jalan Kemangeisan Raya. didalam pertemuan itu Penggugat
sl perkembanean masalah tials dan bangunan 125, Vatmawat], tetapd Walkll
Foehma mewpelaskan bal S nasth dalam proses dan pengurusannva diseralben

sepeindi kepads Notans | Sarwono, SH,

Lo Penggugat berusaha menghubungs Selwetaria [, H Basuhi Soeradio, SH. di
mumahiys i Jalan Adiyaksa ¥ di Lebak Bulus ternvata juga romah ity telah dibuni
oleh triuig lain |

Farena didorong dengan keinginan mengetahui perkembangan Yayasan Fatmawati dan
penyélesatan masalah tanahnya, akhimya Penggugat dapat menemukan alama! 16 mpat
bekerja Sekretanis 1, H. Basuki Soerodjo, SH. sebagai Presiden Divektur Hotel Dmni
Batuvie di Jakarta Bavat, dnn selanjutnya dari pembicaraan dengan Sekretaris ilapat

dastmputkan |

2. Penggugnt telah diberhentikan dari kepengurusan YVayasan Fatmawati ¢

b, Vayazsun Fatmawali telph berhasil menang di fingkal Kasasi Mahkamah Agung
bahlan akan dilaksangkan ekoelnsi |

¢. Dikatakannya buhwa segaln keputusan ada di tangan Ketun, maka Pengguga

diamjurkan agar  menghubungi Ketua, dun Sekretaris bersedia menjadi

mediatornva |

Selanjutnya Penggugat memberi buku memori tentang keanggotaan dau Jabatan
serta keberhasilan usaha-usaha Penggugat di Yaynsan Fatmawati yang dikirim
kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dengan keaduan seperti itu Selkretaris

telah 780
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telaly menetapkan waktunya untuk diadakan perteriuan terbatas antara Penggugal
ilenzan ketien unsur pengurys, adalah lima hari setelaiy lebaran / Idul Fitri, tetapi
tervata Ketuna tidals borsedia dibubungi, dengan alasan sibuk «

Drengan hosil pembicaraan i Peniggugat mengembanglan mencari inforisi dun
terdupat kesimpulan, balwa telah ditetapkan dengan Akta Nataris Nomor 19 vanp
dibvat diliadapan B, Yohunes Sarwono, SH, Notaris di Jakarta, lentang Pernvataan

Eepulusan Rapat Yayasan Fatmnwati, menetapkan Penguros Yavasan Fatmawadi
adalah sebagai berilu)

Eoedua : Raden Pany Harizoerahardjo Tjendronegoro, SH.
Wkl Fletua "D, Ferry Sonmeville, |

Sokretaris S HoBasuky Soerodio, 5H.

Bendahara ' Pumomeo Sutite,

Anggata * Raden Panji Soegeng,

Angpoda ¢ Dr. Raden Panji Leksmnono Tjendronegoro.
Al + Ny. Dra. R.A. Mutia Pribatini (Vide bukti P23y

L. Balvwa akibat perbuatan Terengat meninggalitan Penpeugat dan memberhentilannys
sebigai anggots Pengurus Yayasan Fatmawati deri jubatan Sekretaris I, maks
Tergugat felah melan g ;

a Kewsjiban hukum sebagai pengurus Badan Hukum,

Tergugat melangear atay bertentangan dengan kewajiban hukum sebugai pescurny
Badan Hukum, adalah sebagai kewajiban harug mematuhi segala ketentuan yang
disuur dalam K UHPerdata lchususnya pasal 1656 tentang perbuatan vang dilakukan
oleh Pengirus yang tidak berkuass melakukean perbuatan itu sah bila diterima
secars: sah, pasal 1660 tentang hak-hak dan kewajiban tiap anggota Badan Hukum,
Mga melanggar ketontuan dalam Akta Notaris R Kardiman Nomor 198 tahun 1953
vang dirubah dengan Aktn MNotaris Soetrono Prawirs Atmodjo Nomor 13 tangpal
26 Juni 1967 jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
Fatmawati tanggal 5 Oldtober 1970 Bab V pasal 13 tentang pemberhentian anggois
Dewan Penguius ¢ Vide okt P-24);
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b Hak Subyektil Penggugat berupa

Memady hancur atan cacat nama baik Pengougat/hehormatan Pengengar dalam
masvarakat disamping 1ty juga nama baik dan kehormatan keluarpa hesas
Penggugat didalam masvarakat, vang tidak dapat dinilai denpan wimg dimana fal
int dapat dibuklikan dengan adanyva surat dari 3 (lga) organisasi kemasyvarakatan
vang berisy perkiraan yang negatil], bahwas kemungkinan Pengeugat terlibal dalam
tinlak pidana atay pelanggaran terhadop Undang-Undang atau tindak negatif

lainmya, adkapun sueat il antara kain

. Surat dani Dewan Pimpinan Pusat Badan Pembinaan Potensi Warpa Java
Indonesia. No. 014/DPP/BPP-WIVL2001 tanggal 25 Januari 2001 (Vide
buki P-23) ;

2. Surat dari Pengurus Desar Himpunan Mahasiswa Indoncsia (HMI) Mo
GO3B/EERIVIT42] fanggal 4 Dijulgaidah 1421 H, 29 Januard 2000 (Yide bukii
P-26);

3. Sural dart Dewan Pimpiman Pusal Asosiasi Pejabal Pembuat Akta Tanal
lndlonesta (ASPPAT) No, 0I/DPP-ASPPAT/A2001 tanpeal 26 JTanuaed 2001
Iide bukty P=27) ¢

Akitbar perbuatan Tergugat tersebut diatas, Tergugat felah merugikan Pengaugat
dalam rangka pemenuban svarat Fit and Profer dalam karier politik  dan
kemasyarakatinnya dimasa yang akan datang Karcna Ponggugat adalal unsur
Pimpinan kolektil dard tiga Organisasi yaitn © Penggugat menjabal Kelua Dewan
Pimpinan *usat Warga JTava [ndonesia (W), yvang merupakan Organisasi Mibva
I M1 vang dicirikon sgjak tahun 1967 vang beranggotakan 3 juta crang selurab
Indonesin (Wide bukti P-28), juga menjobat Ketna 1 Dewan Pimpinan Pusa)
Assosiasl Pejabat Pembuar Al Tanah  Indonesia (ASPRAT) (Vide buldi I,
Keta 1 DPP Partai Pelopor Pembangunan, vang berdasarkan pasal 4 avat (3)
Undang-Unilang Mo, 2 tabun 1999, telah terdaflar di Departermen Fehakiman
P 30, pada fanggal 4 Pebruan 1992, dan akan ikae Pemilu tahun 2003 (Vide
bukli P-30), Pengeuzat juga menjabal Sckretaris Jenderal Forom Aks) Bein Nepara

Indenesia Departermen Pertahanan (FABANI)  (Vide bukti P-317 dan Angoeols

Eeluarga T
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Feluarga Besar Alunini Himpiman Mahasiswa Isfam (Vide bukti P-32). disamping
i juga memmbulkan perasaan sedih, perasaan tidak tenteram, peraswm takot akan .
kehancuran nama baik yang mungkin alan menghilanglan kesempatan Penggugat
dalam menyumbangkan darma bakti ikut menata kehidupan sosial dan politik
Bangsa dan Negara Indonesia yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

¢ Tergngat dalmn memperhatikan kepentingan erang lain telah melanggar kepatulan
kepada Penggugnt di dalam masyarakat

Sepalutnya pengurus Yayasan Fatmawati tidale boleh berzikap masa bedoh atu
lalai ferhadap hasil veaha dari Penggugat vang telah menguniungkan  Yovasan
Fatmawall sehingga Yayasan Fatmawati didalamy gugatannya kepada Departemen
Flesehatan dan Eesejahlernan Sosial RI atas tanah Yayasan Fatmawati / Sertifika
Hak Pakai No. 450/Cilandak dan bangunan Rumah Sakit Fatmawati yang tela
dimenangkan olel Yaynsan Fatmawati, dari tinghat Pengadilan MNeper sanyral
dengan Kasag Malkamah Agung dan telah menerima uang ganti rugl sebesar Rp.
25.060.000.006,- (dua puluh lima milyar mipish) dan dalam bentuk tansh Golf
Cowres Falmawnti seluas 21,780 Ha dari Departemen Kasehaton dan Foegejabterann
Bosial BRI, dunana Penggugal mempunyai andil dalam mencmi bukti bermupa Akt
Ferubabant dan Tambahan Anggaran Dasar Yayasan Fatmawati asli, NPWEP atas
Nk Yayasan Fatmawali, Eeterangan Domisili Kantor dari Pemda Kotamadya
Takanta Belatan, Tanda Daftar Yayasan darl Dinas Sosial DED Jakarts atan sicat

vang berkastan dengan Eksistensi Yapasan Fatmawal |

Dean tugn hasil-hasil kegiatan, lobi-labi Penggugat kepada Pejabat di Departemen-
Departemen  terkait  yang menimbulkan  suatu  dorongan semangal  untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan, sedang biaya kegiatan tersebut, sebagian besar
Pepggngal telah mengeluarkan sejumiah wang dari pribadi, baik untuk biaya

opecastonal naupun bunnya |

Feberhastlan Penggugat vang telah  menunjang kemenangan dalam perkara
gugatan Yayasan Patmawati tersebul yang pada akhimya Yayasan Fatmawali
memperoleh sepumlah keuntungan baik berupa uang dan tanah, apabila usaba
Penggugat diidentikan dengan scorang Advokal mmm Pengacara vang telah
memenangkan dalam perkara yang dibelanya seperti Tanah Yayasan Fatmawsti,

patutlah . T2
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patntlah in mendapat Fak vetensinya/sulwes fee yang besaruva 10 % (sepulub
persen) dari total yang dipereleh kliennya, demikian pula Penggugat semestinya
memperoleh sulges fee dari hasil yang diperoleh Yayasan Fatmawati sebesar 1t
fernvata malah  diberhentikan  dalam  jabatan dan  lkeanggotaan di  Yayasin

Fatmawati tanpa suaty alasan yang berdasarkan hukem

Baliwa dalam gugatoanys di Pengadilan tanpa. udanya alat bukli {erscbut sudal
pasti tidak mungkin Yayasan Fatmawati dapat memenangkan gugatan lersebut
comiai dengan asas  hukum  yang  berbunyl CATFIRMANTL TNCUMBTT
PROBATOY, arlinys vang berdalih atay berdalil wajib intuk  membokiikan
febotaran dabili st daliloyn “juga didalam HIR pasal 165 yang berbunyi 7
Harang wiapa  mengatakan mempunyal sesugby  barang, sespaty hal, atau
wengatakan sesuatn perbuatan untuk meneguhkan haknya alau uniuk membantah
bk orang laim, harustah membuldtikan hak it atan adanya peroratan

Pemikian juga berdasarkan asas hulum yang berbunyi “UNUS TESTIS NULLUS
TRLITS, artinga satu bukt bukan bukti, vutek itu Peaggugat telah membantu
menyiapkan kebutuhan alat buldi dimaksud

|7, Batiws berdasarkan uraion-uraian der Penggugat dizias, maka telah dapat teclthal
secara irmnsparan dan jelas Tergngal telah terbukti melaknlan perbuatan melaws
Jukum (Onrechymatige dand) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata jo
Arrest Hoge Raad (HR), tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal sebagui Linden Baun-

colien Arrest, babwa penafsiran hukum atas perbuatan melawan hukum dibert arty uas
mencakup |

a  Yang bertentangan dengan kewajiban hukum gipelakon atan

b, Melanggar hak subyekiif orang lain atau

¢, Bertentangan dengan keausilaan abim

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta gikap hati-hati yang scharusnyi

dimiliki sesearang dalam pergaulan masyarakat terhadap orang laim atan benda,

18, Buahwa Tergugat juga telah melakukan perbuatan melanggar terhadap isi ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Fatmawati Bab V pasal
i3 tentang Pemberhentian Anggets Dewan Pengurus yang disahkan oleh rapat
pengurne lengkap pada tanggal 5 Nopember 1970 yang berbunyi sebagai bertlaut :

Pemberhentian angeota Dewan Pengurus dikarenakan :

a Meninggal dunia., .77 ..
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i dewmnggnl duann

by Afas permintazn sendic |

e Farena salat ingatan vang ditujukan dengan surae keterangan Doliter Ahli Jiwa
[ Paykinber),
i Dinyatakan berhenti oleh Dewan Peaguros kareng ©
Lo Melanggar ketentvan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumsah Tangga .
& Bertmrut-turut selama tiga kali tidak menghadiri rapul tanpa alasan |
3. Dihukom sebab tinda's pidana vang dinyatakan dengan keputusan Pengsdilan
yane mempunya kekuatan hukwin pasti,

- Balwa dengan diberhentikanya Penggugat oleh Tergugat vang tidak berdasarkan
ukure vang beclaku, dimaoas 'meourut hukum semestinya Penggugat vang telah
dianzkat sebugal Seloretaris 1 Yavasan Fatmawat seyak talion 1988 SAMPRL seharan,
maka uatabat dan Fehormatan Penggugal teldy terserang khosusoyva dan kehornuatan
felargn besar Penggugat padn umuimnya, dan berdasarkan pasal 1372 KUHPerdata
dapat dituntut serta menunit ketentuan pasal 1246 jo pasal 1248 EUHPerdata. biaya,
ugt, bunga dan keuntungan yang sedianya akan Penggugat peroleh dari pengembalian
dana pribadi yang digunakan untuk  biaya usahn seperti tersebut distas dan dalam
jabatan Sekretarts Il Pengurus Yayasan Fatmawati yang sepatotnva memperoleh sukees

fist,

20, Bahwa Penggugat dengan jabatan Seloetans I pougurus Yayasan fatmawali deluh
berhasil ikt andil memperahankan asset Yavasan Gumawati berupa fanall dan
bangunan 15 Fatmawati berdnsarkan Sertifikat Hok Pakai No. 82/Cilandal Barat atns
pama Departemen Fesehatan seluas 35,790 M2/ex ﬂle'tifil{ﬂli No. 450/Cilandalk,
didalany - gugatannya  melawan Deparfemen Kesehatan RI dalam  perkara No,
199/TdE GFLI9S/PN. Jukarta Selatan, sepatutnya Pengpugat memperoleh fee dari hasil
yang dipsroleh Yaynsan Faimawati, karena Penggugat malah diberhentikan dalam
keanggotaan dan jabatan di Yayasan Fatmawati, Penggugat menuntut kepada Tergugat

alus dasar perbuatan melawsan hulkum (onrechtmntige dand),
21. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian leekayann

(Vermogens Schade} dan kerugian imateriel, yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

1, Kerugian....” <o
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L Eeragion untuk onglos Transpor dan Akomodusi

Balvea lenfang ongkos atan biaya pengurusan diterima bantuan  dari Yavasan
Fatmawati, akan telapi karena begitu wusannya sangat komplek dan beragan maka

banyah pengeluaran dari uang pribadi antara Jaig -

. Untuk onghos transport dan malkeas setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- {dua puluh
lima ribu rupiah), yang dalam setahun melakukan kegiatan bak melobi, berunding
mencart dana, mencari pejabat, membuat pertemuan-pertemuan dan kegiatan Jain
dalam rangka metmpertahankan tanah dan Rumah Sakit milik Yayasan Fatmawati
selama serais hari setiap tahunnya sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994
diperine -

Bp. 25,000~ x 100 hari x 7 tabun = Rp. 17.500,000 -

b. fOngloes transport ndara, makan dan hotel penginapan ke Yogyakarta dilakukan
sebanyak 6 kali dengan perincian -

Uit tiket penerbangan 6 x Rp. 200.000,- = By, 1.200.000.- (Vide Bulkti P-33)
Untuk penginapan 6 x Rp. 200,000,- = Rp. 1.200.000,- (Vide Bukti P-34) ;

Uitk penyeswraun mobil 6 X Bp 150.000,- =Rp.  900.000,-
Untuk makan dan lain-lainnya 6 x Rp. 100,000,  =Rp.  600.000,-
Tumlah keseluruhannya =Rp. 21 400.000.-

. Biaya Rupat pembahasan peayelesaian masalah tanal ex Sentifikat Tal Pakai No.
450/ Cilandak atns nama Yayasan Fataawati, oleh unsur Sekretaris Wilayah Daerah
Ehusus Ihukota Fakarta dengan Yayasan Fatmawati yang inisiabis dan divwakili gerta
biaya aleh Drs, R. Prabowo Surjono sebesar Rp. 5.640.000,- (lima juta enun ratus
empal puluh riburpiah). (vide bkt P-35),

I Kesugian untuk untuk ongkos mendapatkan alat-alat bulti

Alat-alat bukti tersebut seperti Potikan Akta erubshan dan Anggaran  [asar
Tavasin Frtmawatl, Kelermngan Domisili Yuyasan Fatmawati dari Perneriotal
Draereh setempul, hlayatpendﬂﬂﬂrm di Dinae Sozial DET JTakarda sejak e mbat
proposal dan buldi-bukti kegiatan Yayasan Fatmawati dan biaya pembuatan Nowmor
Pukok Pajak serta biaya ontuk membuat SPT tahunan selama 4 gatahon sebesar I,
F7.500.000 - {Vide bukti P-36)

]

3. Bigga........ 7.
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3. Biaya untuk konsultasi kepada Advokat dan para pemegang wewenang di Instanai
vang berkaitan yang secara aldhif tkut memberikan bantuan sehingga pengurusan
dan perolehan data-data berhasil, sebesar Rp. 150.000.000,- {Vide bukti P-37) ;

Maka jumlah total bigya penyelesaian tanah Yayasan Fatmawati yang dikeluarkan oleh
Penggugat dari tahun 1989-1996 Rp, 212.040.000,- (dua ralus dua belas juta empat
pulub ribu rupiah} ;

Kurs 5% dollw terhadap rupiah sebesor Rp. 2.500,- achingea apabila dikurs sebesur
IT5% 84810,

Sant sekarang Eurs USS Bp. 10.500,- sehingga jumlsh pengeluaran Penzgugal adalah
%4816 x Bp. 10500 - = Rp. 890.56% 000, (delapan ratus sembilan pulub juta lima
ratus enarn prluh delapan riba ropiah).

21 Bahwa Pengzugat yang telah mendapatkan buktt yang digunalkan menjadi alal bukn
vatg menentukan sukseanya atan kemenangan Gugatan Yayasan Fatrmawati terhadap
Departemen Eesehatan dan Kegejahteraan BI vang aklumya Yayasan Fatmaaats
memperolel sebesar Rp. 25.000,000.000.- (dua puluh lima mulyar rupiah) sebaga ganti
migi gedung Rumah Salil Fatmawati dan tanahnya dan Departemen Feschatan dun
Foese hteraan Sosind BT
Solain ilv Yayasan Fatmawsati mensruna  kepponsasi dan umlah  vang Rp.
SO000 000000 - (lima puleh milyar ropiah) Yang tidak dapat dibayar oleh
Departemen Feschatan dan Fesejahieraan Sosial Rl dalam bentuk tanal scluas
2720, 790 M2,

Tanal ity menirnt harga uinumnya per meter persegl seliarga Rp. 2.000.000,- ks
hares tanab ilo sebesar Rp. 441.580.000.000,- (empat ratus empat pulub sate milio
{ima otz delapan pulul juta ropiah), maka Pengeugat patul mendapat sukses foe
sebesur L0 %, karenanya Penggugat meminta penggantian sukses foe sebesar 10 % dai
Bp. 441 580.000.000.- + Rp. 25.000.000,000.- = Rp. 16.658.000.000,- (cmpar puluh
enaro wiliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah), atas kalay dalam bentuk tanal
adalal seluas 23,320 M2 distas areal tanah vang menjadi objek dading antara Yayasau
Fatmawati dengan Deparemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sesial RI, yaitu Eanal)

Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilundak Baral atas nama Departemen Keashatan RL

23. Bohwa Penggugat menuniut kepada Tergugal untuk membayar kepada Penggugal
sebagal konpensasi dari kerugian immateriel yaitu moral dan nama baik Penggugul

dalam masyarakal serfa nama baik keluarga besar Penggugat akibat dari perbuatan

Tergugat. _1:,__
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L=

lergugal vang telah melanggar hak subyektif vang sanpgat merngilan kavier dalmn
politik dan kemasyarakatan dimasa depan, dan Juga timbulnya rusa sedih, tiduk
fenteramn. maly dan marah yang tertahan, untuk ini Penggugat menuntut kergian
sebesar Bp. 2.000,000.000_- (dua miliar rupiah) ;

Total ganti rugi yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat atas perbuatan melawan
bukwm {Ourechusatige daad) baik vang berbentul kerugian kekayaan (Vermogens
drad) maupan immateriel dan sukses fee ndalah sebesaar Ep. 49760.608.000,- {enpal
pulub sembilan miliar tujul rates enam polul jela cnam ratus delapan ribu ropiah)
Menga denda. keterlambatan pembayaran setiap harinya sebesar Ryp. 4.000.000,

{wimpat juta rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum past,

|Balvwa Tergugat mengetahun  atan  setidaketidaknya  dapat meigetalin  bahwa

perbuatannyd ity bertentangan dengan hukum yang berlaky karena Jelas memperkosy
fiak orie lain dan menyerang hak subyekdif orang lain serta meninggallan kepatulan
yang berlaku di masyarakat khususnya dalam pergavlan sosial  dan bismie, untuk
mewjamingugatan Penggugat sebesar Rp. 49.760.608.000,~ (empat puluh sembilan
miliar fvjoh ratus enam puloh juta enam ratus delapan ribn rupiah) tersebut diatas,
seyugyanya Pengadilan Negeri Jakarta Selaran mene tapkan sita jaminan terhadap harta
kekavaun batk yang bersifal tidak bergerak sepestt tanah dan bangunan yang terletak di
Jalan Penjermban IV No, 13, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
din tanal hasil konpensasi Perdamaian antars Yayasan fatmawati dengan Departemen
Kesehatan dau Fesejahterann Sosial BRI tanah sebagian dari Sertifilat Hak Pakai No.
52/Cilandak Baral ates pama Depatemen Kesehatan dan. Kesejabteraan Sosial 00
seluas 220.790 M2 yang sebagian besar digunakan Fatmawati Golf Course don
Refening di Bank Niaga Cabang Falatehan Kebayoran Bart milik Tergugat :

- Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kasrepanya Putusan

Pengadilan Negeri Jaksrta Selatan seyogyanya dapat dilaksanakan lebib dahuiy,
meskipun Tergugat melakukan Banding, Verzet dan Kasasi maka |

Berdasarkan alasan-alasan tersebul diatns Penggugat mohon kepada Bapak Halin di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta

menetapkan atsn memutnskan sebagai berilmt ;
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I Ada dugaan Tergugat berkehendak semena-mena terhadap harta Yayasan
latmawall, makn guna mencegahnva dipandang perln meiskulan  tindakan
pendabuluan agor Tergugat tidak melaksorakan pengaliban halk atas tanal Yayosnn
fatmawati tereebul. untes itw Penggugal mohon kepada Bapak Eetua/Hakim

Pengadilan Negen Jakarta Selatan guna membérlakukan Putusan Proviei |

2 Gua menghulum pibaie Tergugal afan giapa anja untole bdak melakulan Gindakan
pengalitan hak atas keseluruhan asget Yayasan Fatmawati sampai dengan adanya
puelusan perkara inl yang mempunya kekuaton hulaum tetap,

DALAM P OKOK PEREARA

L. Meperima'mengabulkan gngatan Pengzgugat selurabnys ;

4 Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat selaku pengurus Yayasan fatmavwati
adalah sali mesurut haloom

3 Tipdakan Tergugal memberhentikan Penggugat selaku pengurus yang sab dalam
ayasan Fatmawali adalak tindakan sepibak dan tidak sah menurut huluom 5

4, Menyntakan Tergugat telah terbukti melakukan perbustan melawan hukom
{Cmrechimatige daad) ,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti g kepada Penggugat sebesar Rp.
49.760,608.000.- {empnt puluh sembilan milyar fujuh ratug enam puluh juta enam
rats delapan ribo ruprah), dengan rineian ;

L. Esmeian malert yang diderila sebesar Bp. £90.568.000.- (delapan ratus
sembitun paloh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

2. Ferugian immaterie]l berupa hancwrnya atan cacatnya nama baik/ehormatan
enggugal i masyarakat sehingga menimbullan rasa malu, sedih, tidak
lenteram dan marah vang ferlaban yang dikonpensasikan dengan nilai sebesar
Ry 2000 000000 - {dua milyar rupiah)

3 Hikses Fee. vang layak  diterima olel Penggugal atas perolehan vang dari
penquaian tanah konpensasi don pembayaran uang ganti mugi dari Departeren
Eesehatan dan Eesejahteraan Sosial RI sebeanr Rp. 46.658.000.000.- {¢mpal
prdul enam milyar enam ratus Lima puluh delapan juta rupish), ditambah bunga
yong layak atas oilar vang hak Penggugat 12 % pertabun, dilitung dari saat
Gugatan diajukan sampai dengan Putusan yang mempunyal kekuatan halnm

tetap, Tergueat melakukan pembayaran |

o, Menvatalan I e
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i denyvatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas semua harla kekavaan Tergugal

| batk vang berupa tanah konpensasi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahieraan

Soswl BI berupa tanah wntuk Fatmawa Goll’ Cowrse seluag 22790 Ha beserta

Collnva dan Bekening BRI 1946 Cabang Melawai, Febayoran Dasu Jakari

selatn Mo, Rekening., 076.009349661001, serta rekeming Bank ™iaga Cabang
Falatehan Kebavoran Baru Jakarta Selatan milik Tersugat 0030108636001 ¢

2 7. Menyatakan Putosan ini dapat dijalankan lebih dabulo meskipun Terengat Banding

dan Kazasi ;
8. Menghukum Tergugat vntuk membayar semua onpkos-ongkos perkara vanp timbu!

dalarn perkara i ;
AT AL

dika Bapak berpendapal lain, mobon kiranya memberikan Putusan yang memuul

Pengadilan dalam Peradilan yang baik dan vang seadil-adilnya (Ex asquo et bono ) |

Menimbang, batvwa pada har sidang yang telah ditetapkan, untuk Penpruear
hadis sendici menghadapo i persidangan, sedangkan Tergugat nadic diwalkili  oleh
WAHYL AFFANDL S dan kawan-kawannya, kuasa Hukum Yavasan Fatmaweat
berdasarkan Sural Fuasa Khosus tertangeal 12 Jun 2000 ;

Menimbang, bahwa setelah perkaranya diperiksa dan kedua belah pihak telah
mermperginakan hak-hakoya sesuai Hukiern Acara Perdata yang berlaku, pada persidangan
tanggal 27 Febroan 2002, kedua belah pihale telah sepakat unmk mengakhivi senghe

dinntars meeckn seearadarmat ¢

Membang, baliwe perdamaian yang dibuat dan ditsndn tangani olel Luda
bolali pibak wrmaksud  sclanjuinya ®lah digjukan don diserabkan kepada Sdajelis

dipersidangan sebagad beriliul

PERIANIIAN PERDAMATAN ANTARA YAYASAN FATMAWATI DENG AN
YAY ASAN AL-AMIN DAN DIRS. LR PRABOWO SURJONO, SHL

lLami vang bertimda langan dibavwah

I, Liohlorandus Haji Raden Prabowo Sugjono Sagana Hulum. Pojabal Pembual Ak
Vanal lahir Magelong tanggal dua puluh fea Febroari seriba sembilan ratss empa,

puluh empat (23-02-1%44), bertempat tinggal di Takarta, Jalan Raya Kodam Bintaro

Mo 66,78
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No. 66, Rukon Tetangga 006, Rukun Waorgn 003, Eelurshan Pasangerahan,
Fecamatan Pasanggrahan, Fotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Ponduduk
Momor @ 095310, 230244, 0057,

Dalam dal ini menurot wewenang  dan tanggung jawab  sepenuhnya  dalam
Jabatannya selake Ketwa, dengan demikian bertindak untule dan atas nama serta sub
mewnkili Yaynsan Al-Amin berkedudukan di Jakarta, vang didirikan dengan wlia
No, 29 tanggal 25 Seplember 1985, dibuat dihadapan R. Seerjo Wongsowidijejo,
SH, MNotars i Jalarta dan Berita Acara No, 23 tanggal 16 Jaouari 1988 dibuat
dihadapan Socbagie Ronoarmodjo, SH MNotaris i Jdkarta dan pemvatasn
Feputnsan Rapal Yayasan Al-Amin Nomaor 7 tanggal 18 Desember 2000 dibust
dihadapan Haji Muhammad Djardjani Torahim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;
&l dicetn R IEEREPERT AL . . e b
i Wahyu Allandi. SH., Advokat / Pengacara pada kantor Pengacara, Jalan Pesona
Wi, Blok J10/3, Fota Wisata, Ciulengsi — Cibimong 16965, bertindak wntuk dan
alas nama yayasan Falmawali/Pengoms yayasan Fatmawath yang berkedudulen di
Jubarta, didirikan dengan Akta Notaris R, Kardiman, SH. newmor 198, fangeal 12
Desember 1953 dan perubahamnya gomer 13 lunggal 26 Juni 1767 yang dibual
dibadapan Sestrono  Prawiroatmodjo, beralamat di Jalan Penjernthan [V/13,
Pejorapongan, Kelurahan Bendungan Hilic, Kecamatan Tanah Abang, Eotumadya
Jakarta  Pusat

Sebuutnya disebut FIHAK KEDUA

MENGINGAT
Babwsa antara kedua beluh pihak telah terjadi gugatan perkara tentang Devden
Versel (Perkara Mo, 333/PdE G200 TN JakSel), perkara perbuatan  melawan
huluni/onrecht matigodand (Perkara No, LAT/PAL G2001PN TaleSal ) ;
Bahwa PIHAF FEDUA telah zesuai dengan isi dan malma dalam Surat ¥uasanya

dant Yayasan Fatmaveat: sepakat dan mufakat untule menyelesaikan semua. perkara
{egnebut securyn damar bersama PTHAT. PERTAMA

MENYATAEAN. " £ 7.
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MENYATAKAN TELAH MENGADAKAN
PERJANJIAN PERDAMATAN SEBAGAT BERIKUT

I. Bahwa Pihak Kedua sepakat memberikan Pihak Pertama, ganti rugi berupa wang
sehesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah’, dan atau tanab hibah milik
Pihuk Pertaron yang dikenal dengan akia hibah PPAT Camat Cilandak, Nemor
DT T LAOMIORG, Lengeal Januari 1986, les. 10,000, M7 vane digunakan untuk areal
Parking dan REKO, Rumoh Sakit Urnam Fatmawail, Kelurahan Cilandal Barar.
bcamatan Cilandak Kotmadya Jolarta Selatan dan untuk pani rugi perbuatan
melawan hukum sebesar Rp, 335.000.000.000 - (iga pubteh lima milyar rupiaby Fihak
[edua'Yayasan Famawali tidak ada kewajiban membayar/memberi uang kentan dan

uang Ko Yayasan |

t-a

Bahwa Yayasan Fatmawali menericaa Rp. 80.000.000,000,- (sembilan pubuh wilvar
wpialy, dan Duso TR, Prabowo | Surjone, SH  sertaAl-Amin mmcacima R
35,000, 0000, - (lima pulub lima milvar tuplah) dari hasil penjualan selurubn anal:
assel Yayasan Fatmowati (saatl ini berupa lapangan Fammawati Golf Course terletak i

sarnping Bumah Sakit Fatmawati)

30 Babwa kewajiban-kewajiban Yavasin Fatmawali/Pihak Kedua kepada
#. wide. Hadi telab dismggap selesai karena yang bersangkutan tidak mau mengambnl
wang sebesar Rp. 300,000,000, (g ralus jula repiah) vang befada di PERTF AT
b Sde Haryono telah diberilan vang transport sebesar Rp. 25,000,000, (duwa pulub

Lirna jura rapiah) |

4, Bahwa pembangunan kamar mayat, Rumah Dokter, Flal akan dilaksanakan setelah
tanah Assel Yayasan Fatmawali selesai / laku dijual kepada investor vang dizetuju
kadua belah pills ; '

5. Balvwa kedua belah pihak sepakar dan menyatakan semua perkara terhadap Perkara Mo,
147 2001 /PN, Jak, Sel., TOTNOT 333Pat.G2000/PK Tak, Sel., 0T

1240 Pdr G200 LPN, Jak. Sel.  dinyatakan selesai dan  menyatakan uniuk  mencabul
kernbali ;

. Babwa ... T
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Bahwa dengan telab diputuskannya Perdamaian antars Kedua Belah pibak oloh Majeliz
Hakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan Penetapan Sita Jaminan Nomor ;
1A PG00 1PN Jake Sel. atas tanah Golf Course seluas 230,000 M2 dun Fekemng
Vityazar Fatmawati di Bank BNI 1946 Cobang Melawai, Kebayoran barn Fotamadya
Jukarta Selatan, nemor rekentng 076.009549661 001 dinyatakan dicabut Penetapan sita
dicabu! setefah Fuasa Jual Assel tanah Yayasan Fatmawati Golf Course seluus =3 Ha
diberikan kepndn Pihok Pertama Dre. HR Praboweo Suijono, SH. |

Halvwa Pibak Fedua memberi Surat Kuasa / Sural Tugss kepuada Pihak Pertama untuk
menjual seluruh asset tanah Vayasan Fatmawati, Golf Couree vang ferletak di JTalan
B3 Falmawatl dan TB, Simatopang seluas 23 Fa dan semuanya dilaporlian dan
diketabui olel Pihak Kedua / Ketu £ Pengurus Yavasan Fatmawati, dan Sural Eussa /
Suraf Tigas dibuat dibadapan Notaris yang berisi babwa Pihak Pertama sadalah ¥ uasa
safu=satinya dari Yayasan Fatmawati untuk memjual asset tanah dimaksud 2

Buhvwa Eedua Belah pihak memohon kepada Majelis Hakim FPengadilan Negeri Taburta
Selatan agar Putusan Perdamatan berigilan antara lain :
Menyvalakan Akta Perdamaian ini ssh mengrat hukum ;
- Memerintahkan Fedua Belah Pilak untulk mentaati isi Perdamaian tersebut :
- Menghukum Kedua Belah Piliak untuk melaksanskan putusan iui -

Bussa Hukwm sal menurot ok |

Eremikiam Ferdammian um dibuak dan ditandataneani di Jikarea pada Tewi Bala, laggal 27

Pebruari 2002 vang kami berdua buyl bersama detigan kemauan bebus. penith kesadaran

tanpa adanya paleasn atan penckanan dari Pihak masaspun serfa tidak ada e

pelanggaran terladap hokom, selanjutnya untuk mengokuhkan s perdamaian ind kan

masing-masing membubuhkan tands tangan diliadapan sidang Majelis Perdaty ;

Mhak Iledum Pibae Perama
(e {1t .
o Waliye Aflandi, 5H) { Dz, LR Praboswn Surjono, SH )
Menimbang ...
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Menimbang, hahwa dalam perkara aquo, pihak kedua Wahyu AfTardi, 511
adalah Kuasa vang syah sehagaimana tersebut dalam Surart Karasa Klwsus tanggal 17 JTun
2001 dart Pengurus Yayasan Fatmawati sebagaimana terlampir dalam berleas perkara ini
sebagai Penerima Kuasa Khusus Yayasan Fatmawati termasuk didalamnya adanva hat
dari Kuasi Hukum untuk mengadakan perdamaian, hemat Majelis kesepakatan yang dibuat

oleh Kuasa Hukum Yayasan Fatmawati sebagaimana lerurai diatas syah adaya |

Menimbang, bahwa perdamaian diantara kedua belah pihak tersebul diatas
adalah kesepakatan: yvang berdaku sebagal Undang-Undang dan bersifat mettgaldur
sengketa diantara kedua belah pihak konsekwensinya harus ditaati dan dipenuhi serto
dilaksanalan |

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan sclesai Jdan
sengleta diantara kedua belah pibak telah berakhir dengan perdamaian vang lehih fanjut
ditvangkan scbagai Putusan Perdamaian (Actz van Dadine), maka biava perkara hams
dipikul bersamar oleh kedua belah pihak secara fanggung lenteng yang hingga kind
dianggarkan scjumlal Bp,  1.329.000,- (Satu JMa lga rats dua puluh sembilan dbu

rupiah) ;

bemperhatikan ketentuan dalam Pasal 160 HIR dan KUH Perdata, peraturan

perindaig-undangan serla Hubum kin yang bersanzkulan |

MENGADILI

L Menyatakan Perkara it Nower o 43P GR2001PNdalke8el, antara Dirs. Haji Raden
FRABOWO SURJONO, SH., (Pengsugat) melawan YAYASAN FATMAW AT ¢ i,
PERCGURTE YAYASBAN  FATMAWATL (Tersugal), s cie s 4 i dengan

Perdamaian ;

2. Menghuwhum kedua belah pihak Peaggugal dan Tergugat untuk mématubi isi dan
maksud dart Akla Perjanjion Perdamaian vang telah dibuat dan ditansda langani

bersiama tersebut di acas |

3 Membebankan L
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3. Membebankan biava perkara sebepar Bp. 1.329.000- (sain juta tiga ratuz dua pulub
semibiian ribu rupiah) kepada kedua belal pihak secara tanggung renteng |

Demilian diputusk:u: dalam  Rapat Permusyawsratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarla Selatan pada hari RABU. tanggal 27 Pebroart 2002, oleh DA
BAGUS PUTU MADEG, SH M, sebagai Hakim Ketun Majelis, denpan SYAMSUL
ALL 5H. dan RIDWANTORO, SH maging-maging sebagai Hakim Anggota, Putusan
Perdamaian tersebutl dincaplan dimuka persidangan vang terbuka untuk umum pada hari
i juga oleh DA BAGUS PUTU MADE 3, SHMH., Halim Ketua Majelis (ersebut
dengan dihadinn Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh FERRYANTO

CAGOTO, SH. Pamitera Pengganti, serta dengan dihadici oleh Penggugat dan Kuaea
Termugat,

PIHAKIM KETUA MAIELIS,

YANTO ZAGOTO, SH.

Biaya-biaya

Admimstrasi Ry, 50.000,-
Meterai Ry, 6.000, -
Redaksi TRy 3.000,-
Panggilan 41l <Rp. 1.270.000-
Jumlah tRBp. 1.329.000,-
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